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ABSTRAK

Nama : Noviywti Vidya Nurmala
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis :Tinjauan Yuridis Atas Kebijakan Pemerintah Dalam Konteks

Tata Niaga Impor Beras Dihubungkan Dengan Persetujuan
Prosedur Perizinan Impor Berdasarkan GATT 1994

Kata Kunci:

Import Licensing Agreement (ILA), WTO, GATT, Impor Beras, Kepentingan
Nasional, Keadilan.

Tesis ini mencoba menganalisa mengenai Kebijakan Perizinan Impor Beras di
Indonesia dihubungkan dengan ILA yang merupakan bagian dari Multilateral
Agreement on Trade in (Goods yang diatur di dalam dmnex I 4 GATT 1994 yang
mengatur mengenai prosedur administratif perizinan impor yang harus dipenuhi oleh
importir. Sebagai anggota WTO, Indonesia berkewajiban untuk menyesuaikan
berbagai peraturan atau kebijakan yang niengatur mengenai segala bal yang
berkaitan dengan kebijakan impor dengan ILA, termasuk kebijakan impor terhadap
komoditi beras. Kebijakan impor Indonesia merupakan bagian dari kebijakan
perdagangan yang memagari kepentingan nasional dari berbagal pengaruh
masuknya barang impor dari negara lain. Globalisasi perdagangan yang melembaga
di dalam WTO diragukan keefektifitaisannya terutama menyangkut suatu keadaaan
yang dilematis antara liberalisasi dengan kepentingan nasional. Penyesuaian aturan-
aturan yang terdapat di dalam WTO terhadap setiap kebijakan impor beras yang
dilakukan oleh pemerintah Indonesia harus benar-benar memperhatikan kepentingan
nasional Indonesia. Sebagai sebuah bangsa yang berdaulat dengan amanat kehendak
rakyat yang tertuang dalam dasar negara Pancasila dan UUD 1945, maka norma-
norma yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 tetap menjadi unsur
dominan dalam pengambilan keputusan untuk kebijakan perdagangan Indonesia,
tidak terkecuali kebijakan dalam tata niaga impor beras di Indonesia. Terwujudnya
keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, haruslah benar-benar menjadi perhatian yang
penting dan tujuan akhir yang harus dicapai ketika pemerintah membuat kebijakan
impor beras. Dengan demikian harus adanya keharmonisan antara kepentingan
dalam negeri di safu sisi dan keharmonisan di dalam melaksanakan kewajiban dari
keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO.
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ABSTRACT

Key words:
LA, WTO, GATT, Rice Import, National Inierests, Justice

This thesis attempts to analyze on Import Licensing Policy for Rice in Indonesia
associated with the [LA, which is part of the Multilateral Agreement on Trade in
Goods as stipulated in the GATT 1994 in Annex IA which governs the import
licensing administrative procedures that must be met by the importer. As a menber
of WTO, Indonesia is obliged to adjust the various regulations or policies that
govern on all matters relating to the impori policy with the ILA, including the
commodity ricz import policy. Indonesia's impert policy was part of trade policy
bordering the national interests of the varions influences the eniry of goods imported
from other countries. Globalization of trade is institutionalized within the WTO and
its effectiveness is questionable circumstances which primarily involves a dilemma
between liberalization with national interests. Adjustment rules contained in the
WTO against any policy of rice imported by the Indonesian govemment should
really pay atiention to Indonesia's national interests. As a sovereign nation with the
will of the people's mandate as stipulated in the 1945 Constitution and Pancasila
state basis, the norms contained in Pancasila and the 1945 Constitution remains the
dominant element in the decision to Indonesia's trade policies, including policies in
the rice import trade regulations in Indonesia. Achieving justice for all Indonesian
people, should really become an important concem and ultimate goal to be achieved
when the government makes the rice import policy. Thus there must be harmony
between the interests of the country on one side and harmony in carrying out
obligations of Indonesia's part.cipation as a member of the WTO.
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BAB1
PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Setiap negara selalu berusaha untuk meningkatkan pembangunan,
kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Usaha ke arah tersebut berpijak terutama
pada upaya memajukan perekonomian. Bidang pereckonomian ini telah sejak awal
peradaban cunia dilakukan melalui kegiatan perdagangan, baik dalam lingkup lokal
maupun internasional. Sefalan dengan petkembangannya, sejarah membuktikan
bahwa negara-negara yang memperkuat dan memperluas kegiatan perdagangannya,
akan memiliki kekuatan perckonomian yang lebih daripada negara lain yang tidak
memperluas kegiatan perdagangannva.' Oleh karena itu, usaha yang kini popular
dipilih oleh mayoritas negara-negara di dunia adalah wusaha membuka dan
memperkuat sektor perdagangannya, untvk dapat memasuki gerbang perdagangan
internasional. Usaha tersebut dilukukan dengan cara membuka peluang bagi suatu
negara untuk mengekspor komodites yang diproduksi di negaranya ke negara lain,
serta mengimpor komoditas yang tidak diproduksi di negaranya dari negara lain.

Importasi dan perdagangan bebas, dapat menjadi suatu kontroversi, suatu
upaya tarik-menarik antara perlindungan produsen dalam negeri dan desakan
internasional melalui Organisasi Perdagangan Dunia, yaitu World Trade
Organization (selanjutnya WTO). WTO mengharuskan sefiap negara anggotanya
untuk menghilangkan hambatan-hambatan cdalam perdagangan, serta penghapusan
perlakuan  diskriminasi di dalam hubungan perdagangan internasional.’
Penghilangan hambatan ataupun mereduksinya dalam melakukan perdagangan
secara logika umum sudah tentu akan berakibat pada derasnya arus barang impor.
Perdagangan internasional dilakukan atas dasar prinsip-prinsip, yang antara lain
prinsip most favoured nations, yaitu suat perdagangan dijalankan berdasarkan asas

| Hate, Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO-Aspek-aspek Hukum dan
Non Hulum, (Bandung: Refike Aditama, 2006}, hal, 17,

? Lihat Mukadimah (Preambule) dari Marrakesh Agreement Establishing The World Trade
Organization 1994,
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non-diskriminasi dan prinsip meminimalisasi tindakan pembatasan (restrictive) dari
semua negara dalam melakukan perdagangan intemnasional. Prinsip-prinsip tersebut
dijadikan WTO sebagai pilar-pilar utama, sehingga melalui WTOQ, dapat tercipta
satu sistem perdagangan internasional yang diharapkan dapat mengantarkan umat
manusia ke gerbang era baru keriasamu ckonomi global yang mencerminkan
keinginan kuat untuk melaksanakan sistem perdagangan yang lebih adil dan lebih
terbuka, untuk manfaat dan kesejahteraan negara anggotanya.?

WTO didirikan oleh negara-nepara anggota dengan maksud dan tujuan
bersama, sebagaimana dicantumkan di dalam Mukadimah (Preambule) dari
Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, yang berbunyi:?

”Para Pihak pada Persetujuan ini,

Mengakui bahwa hubungan mereka di bidang perdagangan dan ekonomi
harus diupayakan guna meningkatlcan standar kehidupan, menjamin
tersedianya keseinpatan dan pertumbuhan secara pesat dan mantap dari
volume pendapatan dan permintaan yang nyata, serta memperluas
produksi dan perdagangan dalam barang-barang dan jasa-jasa, sambil
memanfaatkan secara optimal sumber-sumber dunia sesuai dengan tujuan
pembangunan yang berkelanjutan, melindungi dan melestarikan
lingkungan hidup dan meningkatkan upaya-upaya dalam melakukannya
melalui cara-cara yang konsisten dengan kebutvhan dan kepentingan

masing-masing sesuai dengan tingkat pembangunan ekonominya™.’

Berdasarkan isi Mukadimah tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang
menjadi tujuan WTO adalah tercapainya kesejahteraan bersama di semua negara
anggotanya yang dicapai melalui pertumbuban perdagangan internasional yang

? Agus Brotosusilo,”Globaiisasi Ekonomi dan Perdagangan Internasional: Studi Tentang
Kesiapan Hukum Indonesia Melindungi Produlsi Dalom Negeri Melalui Undang-Undang Anti
Dumping dan Safeguard, (Disertasi Ilokior Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2006),
hal. 1.

* Preambule Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization 1994,
The Parties to this Agreement, “Recognizing that their relations in the field of trade and economic
endeavour should be conducted with a view fo raising standards of living, ensuring full
employinent end a large and steadily growing volume of real income and effective demand, and
expanding the production of and trade in goods and services, while allowing for the optimal use
of the world's resowrces in accordance with the objective of sustainable development, seeking both
fo protect and preserve the envirernment and to enhance the means for doing so in a manner
consistent with their respective needs end concerns at different levels of economic development™.

3 Departemen Perdapangan, Kerjasama Perdagangan Internasional, Terfemahan Resmi dari
Mukadimah Perseiujuan Pembentukan Qrganisasi Perdagangan Dunia 1994.
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sesuai dengan kebutuhan pembangunan ekonomi masing-masing negara. Perlu
ditekankan bahwa pertumbuhan perdagangan intermasional tersebutlah yang
berusaha difasilitasi oleh WTO ini. Untuk mewujudkan fujuan di atas, maka harus
adanya suatn pengaturan-pengaturan yang saling menguntungkan dan timbal balik,
yang diarahkan untuk menurunkan tarif bea masuk sebesar-besarnya dan
mengurangi hambatan-hambatan perdagangan.®

Hata menyatakan bahwa suatu negara seringkali mengambil kebijakan

perdagangan dalam bentuk pengenaan hambatan non-tarif. Hambatan non-tarif yang
dilarang oleh dokumen GATT 1947 dapat disimpulkan sebagai berikut:’

I. pajak dalam negeri dan pungutan lainnya, demikian juga peraturan
perundang-undangan yang mempengaruhi perdagangan dalam negeri
serta produksi tidak boleh diterapkan terhadap barang-barang impor atau
produk dalam negeri dengan maksud untuk memberikan proteksi
terhadap produk dalam negeri;®

2. dalam keadaan tertentu tindaxan anti-dumping dan bea masuk imbalan
diperkenankan;’

3. hambatan administratif terhadap perdagangan sejauh mungkin harus
dibatasi;'®

4. negara-negara peserta berkewajiban untuk mempublikasikan peraturan-
peraturan hukum nasionalnya, demikian juga putusan pengadilan
administratif yang berlaku xmum. Ketiadaan informasi merupakan suatu
hambatan non-tarif:!!

5. kuota atas impor maupun ekspor umumnya dilarang;'

5 Ibid

7 Hatta, op. cit., hal. 51.

® Lihet Artikel III GATT 1947.

? Lihat Artikel VI GATT 1947,

1 Lihat Artike! VII, VII, IX GATT 1947.
'! Lihat Artikel X GATT 1947.

12 Lihat Artikel XI GATT 1947.
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6. adanya perusahiaan dagang negara dapat juga menjadi hambatan non

tarif, namun dalam keadaan-keadaan tertentu diperbolehkan.?

WTO telah menyusun rambu-rambu perdagangan yang terkait hambatan
dalain perdagangan terutama yang terkait dengan akses pasar. Hambatan
perdagangan hanya dikenal dengan rejim tarif. Semua hambatan nontarif dirubah
menjadi tarif atau disebut juga tariffkasi. Reformasi perdagangan itu juga mencakup
aspek pengurangan tarif, dan pengikatan tarif untuk semua produk pertanian. Semua
komitmen tersebut telah tertuang dalam masing-masing the coumiries’ schedule of
commitment. Untuk Indonesia dikenal dengan Schedule XX1.'¢

Tariff Rate Quota (TRQ) adalah bentuk hambatan perdagangan, tetapi relatif
lebih transparan, dan bukan sebagai quantitative restriction. Alasannya, karena TR(}
masih membuka pasar dan menerapkan tarif. Tarif ditetapkan lebih rendah dalam
kuota (in-quota), dan iebih tinggi di luarnya (out-quota), sehingga TRQ dianggap
lebih transparan dan tidak menutup pasar. Beras merupakan salah satu komoditas
yang yang mendapat perlakuan TRQ. Untuk beras akses minimum itu sebesar
70.000 ton dengan tingkat in quota tariff sebesar 90 persen. Tingkat tarif di luar
kuota (out-quota faiff} setinggi yang dicatat sebagai bound (180%) dan diturunkan
menjadi 160 persen. Indonesia tentu tidak akan menyalahi aturan WTO manakaia
akses minimum itu diperbesar, misalnya mencapai 1 juta ton. Namun tidak untuk
sebaliknya kurang dari 70 ribu ton."®

Salah satu putaran perundingan GATT yang secara mendalam membahas
hambatan non-tarif adalah Putaran Tokyo, yang telah menghasilkan sejumlah
perjanjian antara lain:'¢

1. The Agreement on Technical Barricrs To Trade,

2. The Agreement on Govevernment Procurement;

" Lihat Artikel XVII GATT 1947.

' M. Husein Sawit, Melindungi Industri Pedi/Beras: Menerapkan Tarif Kuota dan
%&Fem;é{an STE, dalam http:/pse litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/ISU03-4b.pdf. Diakses Tanggal
uni 2010.

5 1bid
16 Hata, gp. cit, hal. 92.
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3. The Agreement on Interpretation And Application Of Articles VI, XVI
and XXIIT yang biasa dikenal sebagai Subsidies Code;

4. The Agreement On Implementation of Article VI atau Custom
Valuation Code;

5. The Agreement On Implementation of Article VI (Anti-Dumping
Code), dan

6. The Agreement On Import Licensing Procedures yang mengakui
bahwa prosedur lisensi impor dapat mempunyai kegunaan yang dapat
diterima tetapi juga tidak layak sehingga menghambat perdagangan
internasional. Perjanjian ini memastikan bahwa tindakan tersebut
tidak merupakan suatu restriksi terhadap impor.

Dengan ditandatanganinya hasil kesepakatan Putaran Uruguay oleh
Pemerintah Indonesia,'’ Indonesia harus menyesuaikan berbagai peraturan atau
kebijakan perdagangannya dengan ketentuan WTO.'®

Persetujnan tentang Prosedur Perizinan Impor (Agreement on Import
Licensing Procedures) (selanjutnva ILA) merupakan bagian dari Multilateral
Agreement on Trade in Goods yang diatur di dalam Anrex I 4 GATT 1994. Dengan
demikian, Indonesia berkewajiban untulk menyesuaikan berbagai peraturan atau
kebijakan yang mengatur mengenai segala hal yang berkaitan dengan kebijakan
impor dengan ILA.' Dalam konsiderans ILA secara lugas dinyatakan bahwa
perdagangan internasional tidak boleh terhambat oleh penerapan perizinan impor
vang tidak wajar (inappropriate of import licensing procedures). ILA dimaksudkan
untuk meningkatkan disiplin-disiplin bagi para pemakai sistem perizinan impor, dan
untuk meningkatkan transparansi mengenai prosedur perizinan impor. Persetujuan
ini mengharuskan negara-negara anggota untuk mempublikasikan informasi

memadai informasi bagi para impoitir agar mereka mengetahui prosedur perizinan

"7 Indonesia, Undang-Undang: tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan
Dunia, UU No. 7, LN No. 57 tshun 1994, TLN. No. 3564.

'8 Berdasarkan Artikel X VI ayat 4 Persefujuun Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunig
(Agreement of The Establishing The World Trade Organization), dinyataken bahwa setiap enggota
harus menjamin keselarasan dari undang-undangnya, aturan-aturan den prosedur-prosedur
administratifiya dengan kewsjiban-kewnjibannya sebagaimana yang terdapat peada lempiran
Persetujuan-persetujuan.

1 Ihid
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impor. Persetujuan ini juga memperketat peraturan-peraturan tentang kewajiban
untuk mempublikasikan prosedur-prosedur perizinan impor atau perubahan-
perubahannya dan kewajiban setiap negara untuk melakukan notifikasi atas
perubahan kebijakan impor yang dimilikinya.?’

ILA mengenal dua jenis kebijakan lisensi, yaitu lisensi impor otomatis dan
lisensi impor non-otomatis.2! Yang dimaksud lisensi impor otomatis adalah importir
yang telah memperoleh pengakuan atau ditunjuk oleh suatu instansi/lembaga,
disertai pula dengan jangka waktunya selama 10 (sepuluh) tabun.?? Sedangkan
lisensi impor non-otomatis adalah impertir yang tidak ditunjuk langsung atau tidak
mendapat pengakuan dari suatu instansi/lembaga, schingga bila akan melaksanakan
impor harus melakukan negosiasi dengan pemegang izin impor langsung yang
memperoleh persetujuan lisensi.”

Terkait lisensi impor otomatis, ILA ini menetapkan kriteria yang
mewajibkan agar prosedur-prosedur perizinan impor tidak menimbulkan akibat yang
membatasi perdagangan. Sedangkan untuk prosedur-prosedur lisensi impor non-
otomatis, beban administratif bagi importir dan eksportir harus dibatasi pada perihal
yang betul-betul diperfukan untik mengelola tindakan-tindakan yang diterapkan.”’

Pada dasarnya, ILA memuat batasan-batasan yang menetapkan sejauh mana
negara-negara anggota WTO boleh menerapkan kebijakan administratifnya untul
mengatur masuknya barang-barang dari luar negeri, serta kewajiban-kewajiban yang
harus dipenuhinya. Indonesia sejak menjadi anggota WTO telah melaksanakan
penyesuaian berbagai peraturan atau kebijakan perdagangannya menurut ketentuan
WTO. Meskipun demikian, upaya penyesuaian kebijakan impor tersebut
menghadapi beberapa kendala. Sejumlah peraturan impor masih dianggap
bermasalah baik oleh negara anggota WTO maupun dari pemangku kepentingan

0 K erjasama Program Pascasarjana Ul dengan Departemen Perdagangan R1, Laporan Akhir
Analisis Dampak Yuridis Ratijikasi Final Act-Uruguay Round"”, (Jakaria: Badan Penerbit Fukullas
Hukurn Universitas Indonesia, 1995}, hal. 220.

2 peter Van Den Bouche, The Law and Policy of The World Trade Organization, Text,
Cases, and Materials (Cambridge University Press, 2007), hal. 36.

Z Lihat Artikel 2 ILA.
7 Lihat Artikel 3 ILA.
= Kerjasama Program Pascasarjana Ul dengan Departernen Perdagangan R, /oc. cil.
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dalam negeri®® Mereka mengangzap bahwa kebijakan impor Indonesia sebagai
proteksi terselubung dan mendistorsi pasar.

Sulisyo Widayanto menganggap bshwa kebijakan impor di dalam negeri
sendiri sengaja dibuat tidak transparan dan menguntungkan pihak tertentu saja.
Terdapat komentar yang beranggapan bahwa kebijakan impor gula dan beras hanya
menguntungkan pihak tertentu saja, yang tidak memperhatikan kepentingan
masyarakat Indonesia. Namun demikian ketika terjadi kelangkaan pangan, tidak ada
yang bertanggung jawab atas komentar tersebut. Pada akhimya masalah domestik
mengenai kebijakan pemerintah ioi juga akan menjadi masalah internasional. Hal
demikian karena kedudukan imporfir yang merupakan representasi dari negara mitra
dagang yang mengekspor ke Indonesia. Di lain pihak, kebijakan impor dimanfaatkan
oleh pemerintah sebagai instrumen strategis agar terjaganya kepentingan ekonomi
dan sosial yang lebih luas. Kebijakan impor yang dibuat oleh pemerintah juga
digunakan sebagai salah saty cara untuk menertibkan arus barang masuk baik untuk
barang masuk, keamanan nasional, memberikan perlindungan kepada industri dan
petani, sanitary and phytosanitari, serta untuk mengatasi dampak yang merugikan
akibat terjadinya pcnyelundul:aan.26

Dalam konteks Indonesia, saat ini banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Republik Indonesia terkait dengan pengaturan importasi, termasuk
kebijakan impor terhadap komoditi beras yang dianggap strategis. Dalam tesis ini
akan dibahas mengenai kebijakan impor beras yang telah dikeluarkan oleh
pemerintah Indonesia dan keterkaitannya dengan ILA terhadep perlindungan
komoditi tersebut. Beras merupakan salah satu komoditi strategis sebagai bahan
pangan pokok” bagi masyarakat Indonesia, sehingga kegiatan produksi, penyediaan,

¥ Kasus yang terjadi adalah, kebijakan impor beras yang dipertanyakan oleh Thailand yakni
Surat Keputusan/SK Departemen Perdagengan No. 1718/M-DAG/XIV 2005 mengenai tala nispa
impor beras untuk melindungi petlani pada saat inusim panen. SK larangan impor beras pada musim
panen demi melindungi petani ini tidak merujuk kelentuan WTO yang berlaku. SK ini kemudian
dicabul karena telah adanya kesepakalan perjanjian antara Bulog dengan negara Thailand mengenai
impor beras.

% Sulistyo Widayanto, Tamtangan Kebijakan Tata Niaga Impor di Forum WTO, Bulelin
Ditjen Kerjasama Percagangan Internasional, Depariemen Perdagangen, Edisi 42 Tahun 2007, hal. 1.

" Berdasarkan KepMenPerindag No. 115/}MPP/Kep/2/1998 tanggal 31 Januari 1998, beras
termasuk salah satu komoditi (9) sembilan bahan pekok. Di antara komoditi bahen pokok, yaitu: (1)
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pengadaan dan distribusi beras menjadi sangat penting untuk ketahanan pangan,®®
peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani beras, kepentingan konsumen
serta menciptakan stabilitas ekonomi nasional. Dengan demikian, hal ini
menyebabkan keharusan bagi pemerintah Indonesia untuk menerapkan kebijakan
impor beras.

Berkaitan dengan kebijakan impor beras, pemerintah Indonesia melalui
Departemen Perdagangan Republik Indonesia telah mengeluarkan beberapa
peraturan yang mengatur mengenai ketentuan impor beras. Salah satu peraturan
yang mengatur tata niaga beras yang berlaku saat ini adalah Peraturan Menteri
Perdagangan Republik Indonesia (Permendag RI) Nomor 12/M-DAG/PER/4/2008
tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras. Permendag RI ini diubah oleh
Permendag RI Nomor 35/M-DAG/PER/8/2009.” Dalam konsideran Permendag
Nomor 12/M-DAG/PER/4/2004,° secara implisit, peraturan ini mengandung
semangat proteksionisme, yang menyatakan bahwa untuk mencapai ketahanan
pangan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani beras, serta menciptakan
stabilitas ekonomi nasional tersebut perlu dukungan kebijakan yang lebih efektif dan
memadai, khususnya kebijakan di bidang impor beras. Selain itu berdasarkan
Keputusan Menteri Perindnstrian dan Perdagangan RI (Kepmenperindag RI) Nomor
230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya, secara
eksplisit disebutkan bahwa beras merupakan salah satu komoditi yang diatur tata

beras, (2) gula pasir, (3) daging sapi dan ayam, (4) minyak goreng dan mentepa, (5) telur ayam, (6}
susu, (7) jagung, (8) minyak tanah, dan (9) garam beryodinm.

%8 Indonesia, Undang-Undang fentung Pangan, UU No. 7, LN. No 99 tahun 1996, TLN.
No. 3656, tidak memberikan definisi mengenai ketahanan pangan. Definisi ketahanan pangan
terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Mo. 68 Tahun 2002 yaitu kondisi terpenchinya pangan bagi
rumah tangga yang tercermin dari tersedianyz pangan yang cukup, baik dari jumlah maupun
mutunya, aman, merata dan terjangkau.

?® Perubahan tersebut hanya berkaitan dengan Ketentuan Bab V Pasal 10 mengenai Ekspor
Beras. Dengan demikien ketentuan yang berkaitan dengan impor beras masih berlaku Permendag Rl
Nomor 12/M-DAG/PER/4/2008.

¥ Konsiderans huruf a dan b Permendag RI Nomor 12/M-DAG/PER/4/2008, di antaranya:
bahwa beras merupakan komodili strategis sebagai bahan pangan bagi masyarakat Indonesia,
schingga kegiatan produksi, penyediaan, pengadasn den distribusi beras menjedi sanget penling
untuk kelahanan pangan, peningkatan pendapatan dan kesejahterazn petani beras, kepentingan
konsumen serta menciptakan stabilitas ekonomi naesional; bahwa untuk mencepai ketahanan pangan,
peningkatan pendapatan dan ke-ejehtcrean peteni beres, serta menciptakan stabilitas ekonomi
nesional tersebut perlu dukungan kebijaken yang lebih efektif dan memadsi, khususnya kebijakan di
bidang impor dan ekspor beras.
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niaga impornya.”’ Dalam konsideran Kepmenperindag tersebut dinyatakan bahwa
dalam ranglka memperlancar arus perdagangan barang, jaminan kepastian berusaha
dan memberikan perlindungan yang wajar bagi perusahaan/industri dalam negert,
maka perlu menyempumakan ketentuan tentang barang yang diatur tata niaga
impornya.*

Dari penjelasan di atas, tampak adanya dualisme kebijakan yang diterapkan
oleh Indonesia saat ini. Sebagai negara anggota W1'O, Indonesia wajib tunduk pada
sistem perdagangan bebas yang dianut oleh WTO, termasuk GATT dan Annex-nya.
Tetapi di lain pihal, kebijakan impor yang dilakukan oleh pemerintah indonesia
merupakan bagian dari kebijakan perdagangan yang bertujuan untuk melindungi
kepentingan nasional dari pengarub masuknya barang-barang impor dari negara lain.

Menurut pendapat penulis, berkaitan dengan implementasi ILA dan
pengaturan impor beras ini, terdapat dua pandangan yang saling bertentangan. Di
satu sisi kebijakan tata niaga beras adalah implementasi dari komitmen Indonesia
untuk menciptakan sistem ekonomi yang melindungi kepentingan nasional
sebagaimana diamanatkan dalam dasar negara dan UUD 1945, yaitu bahwa negara
bertanggung jawab penuh terhadap kepentingan kesejahteraan rakyatnya.*® Tapi di
sisi lain yang berseberangan setelah Indonesia meratifikasi persetujuan pembentukan
WTO, maka sesungguhnya Indonesia harus tunduk pada ketentusn WTO dan
penundukan tersebut merupakan komitmen yang tidak dapat ditawar lagi karena
sesungguhnya dengan itu, negara telash mengakui kebenaran kehendak internasional
sebagai kebaikan yang dicita-citakan bersaina.

Dengan adanya pertentangan kepentingan, antara kepentingan nasional
(kebijjakan impor beras bersifat protektit) dan kepentingan internasional tersebut,
maka dikhawatirkan kebijakan impor beras dianggap sebagai penyimpangan atas
komitmen terhadap WTO namun di sisi lain dianggap wajar karena kebijakan
tersebut memihak kepentingan rakyat.

' Lampiran 1 (satu) Kepmenperindag RI Momor 230/MPP/Kep/7/1997 tenlang Barang
yang diatur tala nizga impomya.

3 Konsideran huruf b, ibid.

3 Hal ini berkaitan dengan Sila ke-5 Dasar Negara Republik Indonesia, Pencasila yaitu
Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Berkaitan juga dengen Bab XIV Pasal 33 Undang-
Undang Dasar Negara Republik mengenai Perekonornian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.
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1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan pada penulisan tesis
ini dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah keselarasan ILA berdasarkan GATT 1994 dalam konteks
Tata Niaga Inipor Beras di [ndoresia?
2. Bagaimanakah seyogyanya kzbijakan impor beras nasional dilakukan?

1.5 Tujuan Penelitian
1.  Untuk mengetahui keselarasan ILA dalam konteks tata niaga impor beras di
Indonesia.

2. Untuk mengetahui kebijakan apa yang tepat bagi tata niaga impor beras.

1.4  Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada para pihak yang
terkait, khususnya para pembuat kebijakan pemerintah mengenai keikutsertaan
Indonesia sebagai anggota WTO dan dampaknya bagi setiap peraturan perundang-
undangan yang dibuat. Sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan untuk membuat
kebijakan selanjumya yang berhubungan dengan kebijakan impor yang berkaitan
dengan ILA.

1.5 Landasan Teori

Dalam perdagangan internasional, saling ketergantungan tidak dapat
dihindarkan lagi pada saat ini. Oleh karena itu merupakan kewajiban semua negara
agar sistem perdagangan internasional dan multilateral ini benar-benar
dikembangkan secara adil dan efektif>* Dalam upaya membangun hubungan
perdagangan lintas batas yang tertib, perlu dibuat keteniuan-ketentuan yang berupa
aturan-aturan hukum yang bersifat mengatur yang diterima sebagai suatu
kesepakatan bersama yang bertujuan menjamin agar terciptanya suatu perdagangan
yvang adil. Hubungan-hubungan hukum dalam WTO utamanya tertuju pada

' Hatta, op. cit., bal. 13.
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ketidaksejajaran (inequality) yang belum kunjung terselesaikan. Hal ini terutama
dengan tetap adanya disparitas antara negara maju dan negara berkembang dalam
tataran standar hidup, tingkat kesejahteraar, serta distribusi peluang kerja. Dalam
pemahaman umum, hubungan yang timpang ini mengindikasikan bahwa
sesungguhnya terdapat ketidakadilan yang harus menjadi tugas bersama untuk
segera diselesaikan WTC.

Dalam penelitian ini, sebagai landasan teoritis dalam analisis terhadap
Tinjavan Yuridis atas Kebijakan Pemerintah dalam Konteks Tata Niaga Impor Beras
dibubungkan dengan ILA Berdasatkan GATT 1994 dipergunakan Teori Keadilan
(Theory of Justice) dan teori yang terdapat daiam Pancasila dan UUD 1945, hal ini
karena setiap sendi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia tentunya tidak
dapat dilepaskan dari kensepsi dasar Pancasila dan UUD 1945.

Teori Keadilan ini digunakan dalam upaya melindungi perdagangan dalam
neger dari globalisasi ekonomi dan perdagangan internasional di Indonesia terutama
dalam kaitannya mengenai pengaturan ILA dalam WTO, penerapan ILA di
Indonesia, mengenai penerapan ILA dalam kebijakan tata niaga impor beras di
Indonesia dan bagaimana agar penerapan ILA dalem impor komoditi beras dapat
melindungi kepentingan Indonzsia. Hal ini menjadi penting karena kita wajib
menjalankan peraturan-peraturan yang tercapat di WTO Agreement (khususnya
IL A}, akan tetapi tidak mengesampingkan kepentingan nasional negara kita.

Teori keadilan diperkenalkan dan telah dikenal sejak jaman Aristoteles. Pada

jaman tersebut Aristoteles membedakan Teori Keadilan menjadi dua tipe, yaitu

distributive justice dan corrective justice.”

Distributive justice didefinisikan sebagai:*®
“that which is manifested in distribution of honour or money or the other
things that fall to be devided among those who have a share in the

constitution, which may be allotied among its members in equal or in
unequal shares”

3% Frank J Garcia, Trade, Inequality, and Justice: Toward a Liberal Theory of Just Trade,
(New York: Transnational Publishers, 2003), hal, 48.

8 rbid.
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Sedangkan corrective justice didefinisikan pula sebagai restorative form of
Jjustice, yaitu tindakan untuk menyeimbangkan sesuatu hal yang tidak seimbang
dikarenakan adanya ketidakadilan. Tipe ini terkadang didefinisikan pula sebagai
retributive justice yang berkaitan dengan sanksi secara pidana.’” Corrective justice
juga dipertimbangkan sebagai upaya untuk menghilangkan pertumbuhan perilaku
yang dianggap tidak adil.>®

Penganut teori ini antara lain John Rawls dan Frank J Garcia. John Rawls
mendefinisikan keadilan sebagal jfairmess, suatu  teori keadilan yang
menggeneralisasikan dan mengangkat konsepsi tradisional tentang kontrak sosial ke
level abstraksi yang lebih tinggi.>® Selanjutnya Rawls memaparkan dua prinsip
keadilan, yaitu liberty dan equality. Prinsip pertama menyatakan bahwa setiap orang
mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan
yang sama bagi semua orang. Prinsip kedua menyatakan bahwa ketimpangan sosial
dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan memberi
keuntungan bagi semua orang dan semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua
orang.*

Frank J Garcia menyebutkan bahwa hukum perdagangan internasional harus
dirumuskan untuk melindungi kesctaraan moral seluruh individu yang terpengaruh
oleh adanya perdagangan internasional. Garcia mengemukakan bahwa
ketidaksejajaran lingkungan internasional dalam bidang sosial dan ekonomi hanya
dapat dikatakan sebagai suatu keadaan yang adil dalam hal ketidaksejajaran tersebut
memterikan suatu keadaan yang lebih baik bagi negara-negara yang kurang

beruntung dalam bidang sosial dan ekonomi tersebut.*!

Penulis sepakat dengan pendapat Garcia tentang pengadaptasian konsep

keadilan ke dalam tataran yang lebih luas, yaitu infernational relations, meskipun

7 1bid., hal. 49.
% Ibid, hal. 50.
3% John Rawls, 4 Theory Of Justice, (Cambridge: Belknap Press, 1971}, hal. 7.
@ Ibid, hal. 72.

1 Joost Pauwelyn, Trade Inequality and Justice: Toward a Liberal Theory of Just Trade,
The George International Lavr Review, (New York: 2003), hal. 1.
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sesungguhnya pada awal teori ini dibangun, John Rawls sudah menekankan bahwa
Tecri Keadilan ini kurang tepat untuk digupakan dalam tataran internasional,
sebagaimana ditekankannya:

I shall be satisfied if it is possible to formulate a reasonable conception of
Justice for the basis structure of society conceived for the time being as a
closed system isolated from other societies.

Teori yang diusung oleh John Rawls, sebagaimana diakuinya, diperuntukkan
sebatas pada masyarakat domestik. Namun dalam perkembangannya, Frank J.
Garcia mengkrittk dan mengembangkan teori tersebut sehingga relevan untuk
diterapkan pada lingkungan internasional. Apa yang menjadi syarat dibutuhkannya
keadilan, menurut John Rawis, yaitu adanya mekanisme untuk mengalokasikan
keuntungan yang timbul akibal kerjasama sosial, dapat dilihat pada keberadaan
WTO. Instutusi WTQO, dengan alurannya, telah meningkatkan keuntungan dari
kerjasama sosial. Oleh karenanya, teori keadilan juga berlaku diterapkan dalam
konteks WTO.

Menurut Frank J. Garcia, ketidaksetaraan di lingkungan internasional dalam
bidang sosial dan ekonomi adalah atan dianggap adil hanya jika dapat menghasilkan
keuntungan untuk semua negara khususnya negara yang kurang beruntung, dalam
hal ini negara berkembang. Selanjutnya Frank J Garcia mengembangkan pemikiran
mengenai Teori Keadilan yang terdiri dari 3 (tiga) kategori, yaitu utilitarian,
libertarian, dan egalitarian.*® Ketiga kategori tersebut bila dihubungkan dengan
bidang perdagangan internasional memiliki ciri-ciri sebagai berikut:**

1. hukum perdagangan internasional yang adil harus dirumuskan sedemikian
rupa untuk melindungi kesetaraan morai seluruh individu yang terpengaruh
olehnya. Hal ini meliputi komitrnen terhadap perdagangan bebas sebagai
prinsip ekonomi guna mempertahankan prasyarat liberal bagi keadilan;

*2 John Rawls, 4 Theory Of Justice, (Cambridge: Belknap Press, 1971), hal. 7.
* Garcia, op. cit., hal. 104-106.

M Garcia, Book Review on “The Law qf the people®, Diserlasi Agus Brotosusilo, Globalisasi
Ekonomi dan Perdagangan Internasional: Studi termtang Kesiapan Hukum indonesia Melindungi
Produksi Dalam Negeri Melalui Undang-Undang Anti Dumping dan Safeguards, Program Doktor-
Fakultas Hukum UT, 2006, hal. 9.
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2, teori liberal tentang perdagangan yang adil memprasyaratkan bahwa hukum
perdagangan internasional harus beroperasi sedemikian rupa untuk
kepentinéan negara-negzra yang paling tidak diuntungkan, dengan demikian
digarisbawahi pentingnya prinsip “special and differential treatment”
sebagai justifikasi bagi hukum perdagangan internasional sehingga setiap
pihak mendapatkan perlakuan yang sama di setiap bidang (the same piaying
field);

3. liberal justice memprasyaratkan bahwa hukum perdagangan internasional
tidak mengorbankan hak-hak asasi manusia dan perlindungan yang efektif
terhadap hak-hak asasi manusia dalam rangka pencapaian keunfungan.

Pada dasarnya Teori Kezdilan dibutuhkan dalam hukum perdagangan
internasional paling tidak untuk tiga hal: pertama, secara normatif untuk
menghindari kenflik dan kerancuan institusional maupun doktrinal. Kedua, untuk
memulihkan keadaan-keadaan akibat kegagalan-kegagalan dalam penerapan
perdagangan bebas. Ketiga, sebagai penekanan bahwa kewajiban-kewajiban moral
liberal harus diterapkan sama, baik terhadap peraturan-peraturan yang mengatur
hubungan-hubungan dcmestik maupun terhadap hubungan perdagangan
internasional yang mengatur transaksi-transaksi dengan para mitra dagang asing'.‘15

Kerangka perdagangan internasional saat ini dilakukan dengan mendasarkan
pada ketentuan-ketentuan dalam WTO yang merupakan hasil kesepakatan negara
anggota dan setiap negar: anggota wajib untuk mematuhi segala ketentuan dalam
WTO.46

Pemikiran-pemikiran mengcnai Teori Keadilan tersebut akan dijadikan
sebagai landasan teoritis dalam penulisan ini dengan pertimbangan bahwa pada

dasarnya teori tersebut dibutuhkan khususnya oleh negara berkembang dalam upaya

> Ibid.

“ Berdasarkan Artikel XIV ayat 2 Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia
{Agreement of The Establizhing The World Trade Organization}, dinyatakan bahwa setiap anggota
yang menerima Persetujuan ini setelah berlakunya persetujuan harus melaksanakan konsesi-konsesi
dan kewajiban-kewajiban dalam Persetujuan Perdagangan Multilateral,
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melindungi produksi dalarn negerinya terhadap impor beras di bidang perdagangan
internasionatl.

Teori di atas sejalan dengan kebijakan tata niaga impor beras yang dilakukan
oleh Pemerintah I;ldonesia. Kebijakan impor digunakan sebagai instmamen strategis
untuk menjaga kepentingan ekoncmi dan sosial yang luas. Penerbitan kebijakan
impor dipakai oleh Pemerintah sebagai insirumen menertibkan arus barang masuk
baik untuk pajak, keamanan nasional, perlindungan industri dan petani, sanitary and
phythosamitary, serta untuk mengatasi dampak yang merugikan akibat terjadinya
penyelundupan.*’” Dengan demikian, pemerintah mendapat mandat dalam membuat
kebijakan impor untuk melindungi . industri nasional, melindungi petani,
meningkatkan ekspor dan mencegah pen.yelundupan.

Teori di atas akan menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian,
karena penulis melihat npaya Indonesia sebagai nepara berkembang untuk
melindungi komoditas beras yang dinilai sirategis. Selain itu dalam rangka mencapai
ketahanan pangan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani beras, serta
menciptakan stabilitas ekonomi nasional maka Pemerintah Indonesia mengeluarkan

kebijakan impor beras.

Teori lain yang digunakan oleh penulis untuk membahas tesis ini merujuk
kepaca konsepsi dasar yang tertuang dalam UTJD 1945 dan Pancasila. Hal ini karena
setiap sendi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia tentunya tidak dapat
dilepaskan dari konsepsi dasar Pancasila dan UUD 1945. Sebagai bangsa yang
berdaulat dengan amanat kehendek rakyat yang tertuang di dalam UUD 1945 dan
dasar negara Pancasila, maka norma-norma dasar yang ferkandung di dalamnya
tetap menjadi unsur dominan dalam pengambilan keputusan untuk kebijakan

perdagangan Indonesia.

Sistem ekonomi Pancasila bersumber langsung dari Pancasila sila kelima:
“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia™. Sila kelima ini menjelaskan bahwa

semua orientasi berbangsa dan bemmegara adalah dijiwai semangat keadilan

7 Ihid.
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menyeluruh dan diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Pasal 33
UUD 1945 juga merupakan dasar bagi sistem ckonomi di Indonesia

Menurut Mubyarto, ekonomi Pancasila memiliki 5 (lima) ciri:"®

1, adanya rangsangan ekonomi, moral, dan sosial.

2. kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah keadaan kemerataan
sosial sesuai asas kemanusiaan.

3. prioritas kebijakan ekomomi adalah penciptaan perekonomian nasional
yang tangguh dan nasionalisme.

4. koperasi merupakan soko guru perekonomian dan merupakan bentuk
yang paling kongkrir dari usaha bersama.

5. adanya imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat
nasional dan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk
menjamin keadiian ekononti dan sosial.

Pasal 33 UTJD 1945 (sebelum: perubahan), berbunyi :

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat
hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sehesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam bab penjelasan dari Pasal 33 Bab Kesejahteraan Sosial lebih jauh
dinyatakan bahwa demokrasi ekonomi adalah produksi yang dikerjakan oleh semua,
untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat.
Kemakmuran masyarakal diutamakan, bukan kemakmuran orang perseorangan.
Perekonomian berdasarkan atas asas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi segala
orang. 3ebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang
menguasai hajat orang banyak harus dikuasai oleh negara. Selain itu, bumi, air dan
kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran
rakyat. Oleh sebab itu harus dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya bagi kemakmuran rakyat.

*8 Mubyarto, Beberapa Ciri den Landasan Pikiran Sistem Ekonomi Pancasila, dalam Sistem
Ekonomi dan Demolrasai Fkonomi, Sri Edi Swasono (ed), (Jakaria: Ul Press), hal. 147.
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Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa kebijakan perekonomian
Indonesia harus selalu disandarkan kepada norma dasar yang terkandung dalam
Pancasila dan UUD 1945, Kebijakan demikian juga tampak pada kebijakan
pemerintah yang masih memperhatikan kepentingan rakyat Indonesia, yang salah
satunya adalah kebijakan mengenai impor beras di Indonesia .

Berdasarkan teori Keadilan menurut Garcia dan teori Keadilan berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945 di atas, berkaitan dengan beras sebagai salah satu sembako
yang merupakan komoditas strategis yang menyangkut hajat hidup seluruh
masyarakat Indonesia, terdapat aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan dalam
pembuatan kebijakan impor beras, yaitu aspek internal atan domestik dan aspek
cksternal sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia menjadi anggota WTO. Dari
aspek internal, maka setiap kebijakan impor beras itu harus berlandaskan Pancasila
dan UUD 1945, yang tujuan akhirnya adalah dapat terwujud Keadilan Sosial bagi
seluruh rakyat Indomesia. Dari aspek eksternal, kebijakan impor beras yang
dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pun, harus sesuai dengan syarat-syarat yang
terdapat di dalam JILA dan ketentuan WTO lainnya yang berkaitan dengan komoditi
beras. Dengan demikian diharapkan kebijakan impor beras pun dapat memberikan
keadilan di dalam konteks perdagangan Internasional.

Dengan berbekal pada teori ekonomi yang mempengaruhi perdagangan
bebas dalam WTO diharapkan dapat menjadi upaya pendekatan yang efektif untuk
menelaah lebih jauh dalam pembahasan tentang ILA dan tata niaga impor beras

dalam tesis ini.

1.6  Kerangka Konsepsional

Untuk menghindari adanya suatu kesalahan baik dalam definisi ataupun
persepsi, serta untuk mendapatkan suvatu pemahaman yang sama mengenai istilah-
istilah yang digunakan di dalam penelitian ini, maka di bawah ini diuraikan istilah-
istilah hukum dimaksud.
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GATT 1994 merupakan perjanjian perdagangan multilateral dengan tujuan
menciptakan perdagangan bebas, adil, dan membantu menciptakan pertumbuhan
ekonomi dan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan umat manusia.*’

WTO adalab Organisasi Perdagangan Dunia sebagai pengganti Sekretariat
GATT yang selanjutnya akan mengadministrasikan dan mengawasi pelaksanaan
persetujuan perdagangan serta mebpyelesaikan sengketa dagang diantara negara
anggota.”®

ILA adalah sebuah perjanjian/kesepakatan para negara anggota WTO yang
mengatur mengenai perizinan impor.

Impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam Daerah Pabean.”!

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan
atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea
Masuk.*

Beras adalah biji-bijian baik berkulit, tidak berkulit, diglah atau tidak diolah
yang berasal dari spesies Oriza sativa, dengan rincian jenis beras sebagaimana
tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Menter ini.*?

Impor berzs untuk keperluau stabilisasi harga, penanggulangan
keadaan darurat, masyarakat miskin dan kerawanan pangan adalah pengadaan
beras dari luar negeri sebagai cadangan yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan
oleh Pemerintah.*

Impor beras untuk keperluan impor terfentu adalah pengadaan beras dari
luar negeri terkait dengan faktor kescharan/dictary, konsumsi khusus atau segmen

tertentu  dan pengadaan benih serta wpntuk memenuhi kebutuhan bahan

*? Indonesia, Lampiran Undang -- Undang Pengesehan Agreement Establishing The World
Trade Organization (Persetujuen Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunig), UU No. 7, LN No.
57 tahun 1994, TLN. No. 3564.

% Ibid.
3! Pasal 1 UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kenabeanan.
52 pasal 1 UU No. 10 Tahur: 1995 tentang Kepabeanon.

) Pasal 1 ayat 1 Permendag No.12/M-DAG/PER/4/2008 tentang Ketentuan Impor dan
Ekspor Beras.

* Ibid., Pasal 1 ayat 2.
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bakufpe'nolong industri yang tidak atau belvm sepenuhnya dapat dipenuhi dari
sumber dalam negeri.** _

Impor beras hibabh adalah pengadaan beras dari luar negeri oleh
lernbaga/organisast sosial atau badan pemerintah untuk diberikan kepada masyarakat
di Indonesia dan tidak untk diperdagangkan.>®

Importir adalah orang perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan
hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan impor.®’

Importir Beras adalah perusahaan yang melakukan kegiatan impor beras.*®

Importir Produsen Beras (IP-Beras) adalah industri pengolahan produk
dari beras yang diakui dan disetujui oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Departemen Perdagangan untuk inengimpe:r beras tertentu yang dibutuhkan atau
diperlukan semata-mata bahan baku/penolong proses produksi industrinya.”

Importir Terdaftar adalah importir terdaftar pemilik Angka Pengenal
Importir Umum (API-U) yang mendapat tugas khusus untulg mengimpor barang
tertentu yang diarahkan Pemerintah.®

1.7  Metodologi Penelitian

Penelitian hukurn merupakan snatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada
metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu
atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. Kecuali itu,
maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut,
untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalaban
yang timbu{ di dalam gejala yang bersangkutan.®*

5% 1bid., Pasal 1 ayat 3.

5 Ibid,, Pasal 1 ayat 4.

57 Pasal 1 (3) Permendag No. 45/M-DAG/PER/9/2009 lentang Angka Pengenal Importir
A Op. cit., Pasal 1 ayat 5.

% tbid , Pasal 1 ayat 6.

 Pasal 1 f Kepmenperindag Nc.230/MPP/Kep/7/1997 lentang Barang Yang Diatur Tata
Niaga Impornya.

¢! Soerjono Sockeatc, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 1986), hal 43.
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Dalam menganalisis fakta dan norma hukum yang terkait dengan kebijakan
tata niaga impor beras dilaksanakan dengan menggunakan kajian hukum normatif.

Dalam menjelaskan tentang norma hukum yang terkait dengan kebijakan
tata niaga impor beras, peaelitian akan dilakukan dengan menggunakan kajian
hukum normatif. Kajian hukum normatif dilakukan untuk memahami implementasi
dari norma hukum terhadap fakta yang timbul. Untuk memperoleh data yang
diperlukan untuk menganalisa dalam kajian hukum normatif penulisan ilmiah ini
akan digunakan metode penclitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan akan
dilaksanakan dengan menganalisis data-data kualitatif dengan memperhatikan hal-
hal sebagai berikut:

Penelitian ini bertitik tolak dari pendekatan kualitatif;

2. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan hukum atas dokumen-
dokumen terkait dengan GATT 1894, dan beberapa kebijakan yang telah dibuat
oleh Pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan tata niaga impor beras.
Bahan-bahan hukum yang merupakan sumber data dari penclitian ini terbagi
dalam:

a. bahan hukum primer, yaixu bahan-bahan hukum yang mengikat®® yang
terdiri dari peraturan perundang-undangan dan atau perjanjian-perjanjian
terutama yang berkaitan dengan ILLA dan Ketentuan Impor Beras;

b. bahan hukum sekunder, yaitm bahan-bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer,®’

penelitian, hasil karya dari kalangan hukum serta buku-buku, majalah-

seperti hasil-hasil

majalab dan jumal-jurnal ilmiah tentang hukum perdagangan intemnasional
khususnya yang terkait dengan kebijakan impor; dan

¢. bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder,® seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

2 Ibid , hal 52.
3 fbid
 fbid
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Kajian hukum normatif akan menghasilcan kajian yang preskripof-kritis

yang merumuskan dan mengajukan pedoman-pedoman dan kaidah-kaidah yang
harus dipatuhi oleh praktek hukum dan dogmatik hukum, dan bersifat kritis.5

1.8 Sistematika Penulisan
Penulisan tesis ini, dibagi didalam lima bab, yang terdiri dari:

Babl.

Bab II.

Bab II.

Bab V.

Pendahutuan, menguraikan latar belakang, identifikast masalahan,
tujuan penelitian, kegunaan penelitian, landasan teori, kerangka
konsepsional, dan metode pcnelitian, serta sistematika penyusunan
penulisan dari tesis ini:

Kebijakan Tata Niaga Impor Beras Di Indonesia, membahas
mengenai kebijakan tata niaga impor beras di Indonesia dilihat dari
sejarahnya, beras sebagai komoditas ketahanan pangan, dan juga
mekanisme dan prosedur perizinan impor yang saat ini diterapkan di
Indonesia melalui Permendag Republik Indonesia Nomor 12/M-
DAG/PER/4/2008 Tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras.
Selain itu dibahas pula mengenai beberapa kebijakan yang
berhubungan dengan tata niaga beras antara lain Permendag Republik
Indonesia Nomor :45/M-Dag/Per/9/2009 tentang Angka Pengenal
Importir (API), dan Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK);
Tinjauan Umum Atas Organisasi Perdagangan Dunia Dan
Persetujuan Tentang Prosedur Perizinan Impor, membahas mengenai
tnjauvan vmum atas Organisasi Perdagangan Dunia (WTQ) yang
meliputi sejarah, tujuan, fungsi WTO, pembahasan secara singkat
mengenai pengaruh pemikiran Adam Smith, David Ricardo dalam
Sistem WTO. Selain itu dibahas juga mengenai pokok-pokok dalam
ILA sebagai salah satu Annex dalam GATT 1994

Kebijakan Tata Niaga Impor Beras Di Indonesia Dihubungkan
Dengan Persetujuan Prosedunr Perizinan Impor Berdasarkan GATT

 Agus Brotosusilo, Materi Kuliah Filsafat Hulum dan Teori Hukum bidang Hukum
Ekonomi, Program Pascasarjana llmu Hukum, (Jakarta: FH-UI, 2005), hal. 1.
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1994, merupakan bagian yang berisi analisis mengenai ILA dalam
konteks tata niaga impor beras yang selama ini diterapkan olch
pemerintah Indonesia. Dibahas juga mengenai tantangan kebijakan
tata niaga impor yang dibadapi pemerintah Indonesia di forum WTO
dan kebijakan apa yang tepat bagi tata niaga impor beras.

Bab V. Merupakan kesimpulan atas analisis yang dilakukan dan saran yang
berkaitan dengan hasil penelitian Penulis.
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BAB II

KEBIJAKAN TATA NIAGA IMPOR BERAS
DI INDONESIA

2.1 Sejarah Impor Beras

Campur tangan pemerintah dalam komoditas beras diawali sejak Maret 1933
yaitu di zaman pemerintahen Belanda. Saat itu, untuk pertama kalinya pemerintah
Belanda mengatur kebijakan perberasan, yaitu dengan menghapus impor beras
secara bebas dan membatasi impor melalui sistem lisensi. Beras memiliki sejarah
panjang dalam kebiiazkan ekonomi polittk Indonesia. Hal ini disebabkan
keberadaannya sebagai makanan pokok bagi hampir selurub bangsa Indonesia.
Untuk alasan ini, campur tangan untuk menjamin keberadaannya dengan harga yang
terjangkau selalu dilakukan, termasuk oleh pemerintah kolonial Belanda *®

Pemerintah kolonial Belanda meugintervesi kecukupan pasokan bems
dengan harga terjangkau bagi komediti ini melalui berbagai cara, termasuk melalui
pembangunan infrastuktur dan investasi teknologi produk pertanian dalam hal
produksi. Sementara pada sisi stabilitas harga, pemerintah kolonial juga dari waktu
ke waktu membuka keran impor bila dibutuhkan dan mentransportasinya lebih lanjut
pada daerah kepulauan yang membutuhkan, serta mendirikan suatu lembaga
pangan.”” Tanggal 25 April 1939, lahirlah suatu lembaga pangan yang disebut
Voeding Middelen Fonds (VMF). Lembaga ini berperan menstabilisasi harga beras
pada tahun 1939, yang merupakan cikal bakal dari Bulog.®®

Setelah kemerdekaan, beras terus menjadi komoditi sosial politik strategis
bangsa Indonesia. Namun pada era demokrasi terpimpin, dengan dijadikannya
politik sebagai panglima, terdapat semacam pengabaian keberadaan dan

® Sejarah Bulog, Bulog Selelsm Menjadi Perum, (http://www.bulog.co jd/sejarah.php),
diakses Tanggal 6 April 2010.

67 Ihid.

¢ M. Ikhsan Modjo, Dilema Kebijokan Perterasan dan Masalah Impor (Makalah Pemantik
Diskusi Pada Kajian Monash Indonesian Islamic Student Westall, 4 Februar 2006), dapat dilihat

melalui: (hitp://www.indef.or.id), diekses Tanggai &6 April 2010.
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keterjangkavan komoditi beras. Akibatnya, ketiadaan komediti ini pada beberapa
daerah perkotaan di Indonesia menjadi salah satu alasan daeri kejatuhan rezim
Soekamo pada tahun 1965. Untuk membangkitkan kepercayaan masyarakat pada
awal pemerintahan, rezim Orde Baru membuka keran impor dan bantuan luar negeri
untuk impor beras. Setelah kepercayaan ini diraih dan stabilitas teraih, Orde Baru
merevitalisasi peran Bulog untuk menopang harga beras agar terjangkau, dengan
tugas dun struktur organisasi yang diperluas. Intervensi pemerintah di bidang
pertanian termasuk perberasan diperluas cakupan pada sisi produksi dan
kesejahteraan petani. Sepanjang tahun 1970an hingga awal 1980an, investasi besar-
besaran pada infrasturuktur pertanian, pengembangan benih unggul serta pestisida,
dan subsidi pada pupuk untuk petani.

Pembangunan infrastruktur pertanian dan pengembangan teknik-teknik
pertanian serta subsidi pada petani ini kemudian dikenal sebagai the green
revolution, revolusi hijau di bidang pertanian. Dari revolusi hijau ini dihasilkan
peningkatan produksi peras secara besar-besaran, di mana produksi dalam negeri
praktis berhasil memenuhi permintaan. Pada puncaknya pada tahun 1984,%
Indonesia meraih surplus dari produksi bezas, atau yang dikenal swasembada
pangan. Di saat yang sama revolusi hijau juga menghasilkan peningkatan
pendapatan masyarakat di pedesaan cdan memperkecil fingkat ketimpangan antar-
masyarakat desa dan kota di Indonesia, walau pada saat yang sama ada penurunan

tingkat harga produk pertanian.”

2.2  Beras sebagai Komoditas Ketahanan Pangan

Pangan merupakan komoditas penting dan strategis bagi bangsa Indonesia
mengingat pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh

* Indonesia pernah mencapai presiasi maksimal tahun 1984 saat dinobatkan sebagai negara
yang mampu berswesembada beras. Sejarah mencalat Indonesia pernsh mengalami mesa
swasembade pangan, khususnys beras, pada dekade 1980-an. Bahkan saat itu, Organisasi Pangan
Dunia, FAQ memberikan penghargaan istimewa kepada pemerinizh atas prestasi lvar biasa ini,
(http://www.bbe.co.uld/indonesia/laporan_khusus/2009/11/091126 rice_six.shitml), diakses Tanggal 6
April 2010.

’® Ikhsan Modjo, op., cif.
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pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama seperti diamanatkan oleh Undang-
Undang (UU) Pangan.”! Dalam UU terscbut disebutkan Pemerintah
menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan,
sementara masyarakat menyelenggarakan proses produksi dan penyediaan,
perdagangan, distribusi serta berperan sebagai konsumen yang berhak memperoleh
pangan yang cukup dalam jumlah dan mutu, aman, bergizi, beragam, merata, dan
terjangkau oleh daya beli mereka.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan
sebagai peraturan pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1996 menegaskan bahwa untuk
memenuhi kebutuhan konsumsi yang terus berkembang dari waktu ke wakiu, upaya
penyediaan pangan dilakukan dengan mengembangkan sistem produksi pangan yang
berbasis pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal, mengembangkan
efisiensi sistem usaha panogan, mengembangkan teknologi produksi pangan,
mengembangkan sarana dan prasarana produksi pangan dan mempertahankan dan
mengembangkan lahan produktif.ﬂ"2

Ketahanan pangan merupakan hal yang sangat strategis dan penting. Pangan
adalah kebutuhan pokok sekaligus esensi kehidupan manusia, karenanya hak atas
pangan menjadi bagian sangat penting dari hak asasi manusia. Di samping itu,
ketahanan pangan adalah bagian dari ketahanan nasional yang harus mendapatkan
perhatian yang serius dari pemerintah. Pembangunan ketahanan pangan di Indonesia
telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Membangun pertanian dan pangan adalah keniscayaan, sehingga
membangun pertanian wajib hukunimya. Sektor pertanian dan pangan merupakan
induk dari semua sektor, karena apabila inanusia tidak makan, otomatis akan binasa.
Pangan merupakan zat energi yang mengalir di dalam tubuh sehingga tubuh dapat
tegak kokoh, bergerak, dan beraktivitas. Pangan merupakan kebutuhan dasar/primer
manusia. Sektor pangan selalu dibicarakan, direncanakan, dan dipenuhi sebagai

" Indonesia, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (LN Republik Indonesia
Tahun 1996 Nomor 99, TLN Republik Indonesia Nomor 3656).

™ Peraturan Pemerintah No, 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan Sebagai Peraturan
Pelaksanaan UUJ No. 7 tahun 1996 (LN Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142, TLN Republik
Indonesia Nomor 4254).
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persyaratan kehidupan hakiki kebutuhan manusia.”” Beras merupakan bahan pangan
pokok yang sampai saai ini masih dikonsumsi oleh sekitar 90 (sembilan puluh)
persen penduduk Indonesia dan menyumbang lebih dari 50 (lima puluh) persen
kebutuhan kalori serta hampir 50 (lima puluh) persen kebutuhan protein.™

Dalam Jumal Ekonomi Rakyat, Bayu Krisnumurti, menjelaskan:”

“Ketahanan pangen merupakan Sagian terpenting dari pemenuhan hak atas
pangan sekaligus merupakan salah satu pilar utoma hak azasi [asasi]
manusia. Ketahanan pangen juga merupakan bagian sangat penting dari
ketahanan nasional. Dalam hal ini hak atas pangan seharusnya mendapat
perhatian yamg sama besar dengan usaha menegakkan pilar-pilar hak azasi
[asasi] manusia lain. Kelaparan dan kekurangan pangan merupakan bentuk
terburuk dari kemiskinan yang dihadapi rakyat, di mana {dimana] kelaparan
ifu sendiri merupakan suatu proses sebab-akibat dari kemiskinan.
Ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian kelersediaan pangan
yang cukup, tetapi juga kemampuan wntuk mengakses (termasuk membeli)
pangan dan tidak terjadinya ketergantungan pangan pada pihak manapun.

Dalam hal inilah, petemi memiliki kedudukan strategis dalam ketahanan
pangan: petani adalah produsen pangan dan petani adalah juga sekaligus
kelompok konsumen terbesar yang sebagian masih miskin dan membutuhkan
daya beli yang cukup untuk membeli pangan. Petani harus memiliki
kemampuan untuk memproduksi pangan sekaligus juga harus memiliki
pendapatan  yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka
sendiri.”

Persepsi definisi ketahanan pangan, mencakup: (1) dimensi fisik pangan
(ketersediaan), {2) dimensi ekomomi (daya beli), (3) dimensi gizi (pemenuhan
kebutuhan gizi individu), (4) dimensi nilai-nilai budaya dan religi (pola pangan yang
sesuai untuk hidup sehat, aktif dan produktif serta halal), (5) dimensi keamanan
pangan  (kesehatan), dan (6) dimensi waktu (ketersediaan secara

" Jafar Hafsah, Pertmian dan Pangan, dalam Revitalisasi Pertanian don Dialog

Peradaban, (Jakarta: Penerbit Buku Kompa:, 2006), hal. 71.

™ Beddu Amang, Kebijakan Pangan Nasional, (Jakarta: Dharma Karsa Utama, 1995), hal.
1.

™ Bayu Krisnamurthi, Penganekaragaman Pangan: Pengalaman 40 Takun dan Tantangan
ke  Depan, Jumal Ekonomi Rakyat, (Artikel-Th. @I-No.7-Okicber 2003), dalam
htip:/Awww.ekonomirakyat.org id/edisi 19/artikel 4htm, di akses Tanggal 6 April 2010,
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berkesinambungan).”® Dari persepsi tersebut, saat ini ketahanan pangan belum
dicapai pada seluruh rumah tangga. Walaupun pada tingkat nasional hasilnya terasa
lebih baik, masih banyak 1umah tangga yang belum mampu mewujudkan
ketersediaan pangan yang cukup, terutama dalam hal mutu dan gizinya. Dalam hal
ini keanekaragaman pangan menjadi salah satu pilar utama dalam ketahanan

pangan.”’
Ketahanan pangan yang lemah disebabkan oleh berbagai faktor:™®

1. produksi hasil pertanian pangan yang rendah yang menyebabkan pasokan
pangan yang rendah. Faktor ini merupakan akibat dari alam atau iklim
yang tidak mendukung dan kesalahan pengelolaan produksi pertanian
pangan;

2. kekurangan pangan yang disebabkan oleh bencana alam atau akibat ulah
manusia;

3. faktor sosial politik yang meliputi: peperangan dan pengungsian (civi/
unrest), ketimpangan ekonomi makro; pertumbuban populasi penduduk;
penanganan kesehatan; sistem pangan; kerusakan lingkungan dan
pendidikan.

Di samping penyebab yang telah disebutkan di atas, isu-isu lain yang
berkaitan dengan ketahanan pangan adalah ketergantungan pada satu jenis pangan.
Ketergantungan pada satu jenis pangan seperti beras disebabkan antara lain oleh
adanya konsep staple food, yaitu makanan pokok. Konsep ini membuat usaha
produksi pangan pertanian terfokus pada satu jenis pangan saja yaitu beras. Secara
ekonomi pun, ketergantungan pada beras untuk ketahanan pangan merupakan hal
yang rentan.

Bagi Indonesia, beras masih menjadi inti dari usaha memperkuat ketzhanan
pangan nasional tidak saja sekarang tetap: juga dalam 20-30 tahun mendatang.

" Hardiansyah dan Martianto, 'embangunan Ketahanan Pangan yang Berbasis Agribisnis
dan Pemberdayaan Masyarakat, delam Revitalisasi Pertanian dan Dialog Peradaban, (Jakarta:
Penerbit Buku Kompas, 2006}, hal. 236.

7 Bayu Krisnamurihi, foc. cit.

™ Fransiska Rungkat-Zakaria, Ketahanan Pangan Sebagai Wujud Hak Asasi Monusia Atas

Kecukupan Pangan, dalam Revitalisasi Pertanian dan Dialog Peradaban, (Jakaria: Penerbit Buku
Kompas, 2006), hal. 246.
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Memperjuangkan swasembada peras pada tingkat tertentu, dengan menetapkan
kebijakan nasional untuk menghindarkan ketergantungan kepada negara lain dan
ketahanan pangan nasional adalah dua hal yang sulit dipisahkan. Pentingnya beras
dalam keperluan gizi masyarakat, peran beras dalam stabilitas harga pangan dan
harga konsumen, serta baryaknya rumah tangga yang terlibat di dalamnya, menjadi
alasan utama untuk swasembada dan menjadi prioritas tinggi untuk pemerintah.
Keterkaitan erat antara stabilitas sosial dan kecukupan beras serta terjangkaunya
harga menjadikan beras sebagai komeodit politik di Indonesia.”™

Beras merupakan bahan pangan pokok bagi sebagian terbesar rakyat
Indonesia. Ketergantungan masyarakat terhadap bahan pangan beras sebagai sumber
karbohidrat dan kalori menjadi beban berat bagi upaya peningkatan produksi padi.
Salah satu tujuan pembangunan pertanian adalah mewujudkan ketashanan pangan
pada tingkat produksi beras yang aman, bagi pemenuhan hak masyarakat atas
pangan. Rencana Pembanguran Jangka Menengah (RPIM) 2004-2009% telah
menetapkan salah satu sasaran Revitalisasi Pertanian, yaitu bahwa produksi beras
dalam negeri dapat teyjaga pada tingkat ketersediaan minimal 90 (sembilan puluh)
persen dari kebutuhan domestik. Sasaran tersebut dapat diterjemahkan bahwa untuk
memenuhi hak masyarakat atas pangan dalam jumlah yang cukup, kekurangannya
sebesar scpuluh persen atau kurang harus disediakan melalui impor. Masalah
perberasan nasicnal merupakan masalah dilematik. Penyediaan bahan pangan beras
dalam jumlah cukup memaksa pemerintah menetapkan kebijakan berdasarkan dua
piliban yang sangat sulit. Apabila dilihat dengan hati yang bersih dan nalar yang
jernih kebijakan impor beras merupakan suatu keharusan. Akan tetapi dalam
pelaksanaannya ternyata menuai protes keras dari berbagai komponen masyarakat.
Para penentang berpendapat bahwa impor beras merupakan kebijakan yang tidak
berpihak kepada petani. Sebaliknya, jika kebijakan impor tidak dilaksanakan maka

beras akan menjadi komoditi lanzka dengan harga yang terus merambat naik.

" Bedu Amang dan M. Husein Sawit, “Perdagangan Global den Implikesinya pada
Ketahanan Pangan Nasional”. 4gro Ekonomika (No. 27 Tahun 1997), hal. 2.

80 RPIM ini tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor. 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPIM) 2004-2009 Bab 19 tentang Revitalisasi Pertanian.
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Kondisi seperti ini jika tidak dapat dikendalikan dapat memicu berbagai gejolak
yang merugikan masyarakat luas.*

Revitalisasi pertanian pada awalnya adalah sebuah kesadaran. Kesadaran
mengenai pentingnya pertanian bagi kehidupan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia.
Kesadaran bahwa Indonesia justu akan menjadi negara besar jika mampu
mendayagunakan pertaniannya. Revitalisasi pertanian memiliki tiga pilar

pen,gertian:82

1) pengertian revitalisasi pertanian scbagai kesadaran akan pentingnya
pertanian bagi kehidupan bangsa dan rakyat Indonesia;

2) revitalisasi pertanian sebagai bentuk rumusan harapan masa depan akan
kondisi pertanian;

3) revitalisasi pertanian sebagai kebijakan dan strategi besar melakukan proses

revitalisasi itu sendiri.

Revitalisasi pertanian juga diartikan sebagai usaha, proses, dan kebijakan
untuk  menyegarkan kembali  daya-hidup  pertanian, memberdayakan
kemampuannya, membangun daya-saingnya, meningkatkan kinerjanya, serta
menyejahterakan pelakunya, terutama petani, nelayan dan lain lain. Sebagai bagian
dari usaha untuk menyejahterakan reluruh rakyat. Terkait dengan pemahaman di
atas, revitalisasi pertanian kemudian memiliki peran yang sangat penting dalam
meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi kemiskinan, menciptakan
kesempatan usaha dan kesempatan kerja, membangun ketahanan pangan dan
pemenuban kebutuhan pokok lain, meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia,
melestarikan lingkungan, dan membangun daerah.

8! Widjang H. Sisworo (Anggota Dewan Risct Nasional, Komisi Teknis Ketahanan Pangan),
Menyikapi Pro dan Konfra Impor Beras dengan Hati yang Bersih dan Pikiran yang Jernih, hal. 1,

(http/ferenw.dm.go.idfindex2. php?option:zisi&do _pdf=1&id=76), diakses Tanggal 6 April 2010,

52 Bayu Khrisnamurthi, Revitalisasi Pertanian Sebuah Konsekuensi Sejarah dan Tuntuian
Masa Depan, dalam Revitalisasi Pertarmian don Dialog Peradaban, (Jakarta: Penerbil Buku Kompas,
2006}, hal. 5.
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Berbicara mengenai impor beras, impor beras bukan sesuatu hal yang baru,
tapt sudah dilakukan secara rutin dan teratur dalam waktu dua puluh tahun terakhir.
Impor ini memang dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan pangan dari kekurangan
produksi dalam negeri, serta untuk menyanggah stok pangan nasional untuk
berbagai alasan. Dalam rangka stabilitas ekonomi nasional, meningkatkan
pendapatan petani, peningkatan ketahanan pangan, dan pengembangan ekonomi
pedesaan, maka pemerintah memandang perlu untuk menetapkan kebijakan
perberasan.®? Berkaitan dengan kebijakan impor beras, pemerintah menetapkan
kebijakan impor beras secara terkendali dalam rangka menjaga kepentingan petani
dan konsumen. Impor beras dapat dilakukan, jika ketersedizan beras dalam negeri
tidak mencukupi, untuk kepentingan memenuhi cadangan beras pemerintah,
dan/atau untuk menjaga stabilisasi harga dalam negeri.*

Masalah perberasan yang berkembeng saat ini karena adanya kesenjangan
antara produksi dan konsumsi. Situasi perberasan nasional saat ini seharusnya
mengantarkan kita kepada kesadaran baru, yaitu bahwa: (1) beras merupakai
komoditi bahan pangan yang paling sirategis yang ketersediaannya harus
mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh, dan (2) kemandirian pangan dan
atau ketahanan pangan beras dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
2005-2020 harus diterjemahkan dengan pengertian baru, yaitu swasembada beras.®

23  Konsumsi, Produksi, Ekspor dan Impor Beras di Indonesia

Perkembangan konsumsi komoditas beras di Indonesia berfluktuasi setiap
tahun. Antara tahun 1999 s/d tahun 2005, konsumsi per kapita turun dar 129
kg/kap/tahun menjadi 119,98 kg/kap/tahun. Selanjutnya, konsumsi beras melonjak
menjadi 139,15 kg per kapita di tahun 2007, Pertumbuhan konsumsi beras selara
tahun 1998 hingga tahun 2009 ditusjukkan dalam Tabel 2.1

%1 Kebijakan Perberasan ini telah dituangkan didalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun
2009 Tentang Kebijakan Perberasan.

™ Ibid.

8 Widjang H. Sisworo, op,cif, hal. 2
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Tabel 2.1
Konsnmsi Berzs Per Kapita Yendudok Indonesia
Tabun 1599-2009 (kg per kapita)

{(Somber : BPS)
Tahon 1958 1959 2000 2001 2002 2003
Konsumsi Beras | 128,57 123 12803 | 12699 | 12598 | 126.03
Tahan 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Konsumsi Beras | 124.06 | 11998 { 12002 | 139,15 | 138.23 | 139.38

Pertumbuhan produksi beras di Indvnesia mengalami mengalami kenaikan
vanp tidak begitu signifikan di setiap tabunnya. Pada tahun 2008, terjadi kenaikan
produksi beras sebesar Kecuali pada tahun 2001 terjadi penurunan produksi padi
sebesar 3.392.152 Ton. Perfumbuhan produksi beras selama tahun 2002 hingga
tahun 2009 ditunjukan dalam Tabel 2.2

Tabel 2.2

Produksi Beras di Indonesia
Tahun 2002-2009 (dalam Ton)

(Sumber: BPS)
Tahmn 1998 1959 2000 2001 2002 2003
ProdokslTon 27.509.431 28.529.263 29,711,653 28.673.438 29.161.432 29.528.379
Tahon 2004 2008 2006 2007 2008 2009
Produlsi/Ton 30.633.260 30.668.730 30,810.526 32.371.384 35.7631.536 35173911

Secara umum realisasi ekspor dan impor beras selama 10 (sepuluh) tahun
terakhir selalu dalam posisi defisit, jumlah impor beras lebih besar jika
dibandingkan dengan jumlah ekspor beras. Tahun 1998 merupakan tabun puncak
krisis, Tahun 1998 merupakan akumulasi dampak berbagai krisis, yaitu kemarau
panjang, krisis moneter dan ekonomi serta. kelengahan dalam upaya peningkatan
produksi padi selama lima tahun terakhir. Impor beras Indonesia meningkat pesat
setelah liberalisasi pasar bebas dilakukan. Pengaruh membanjimya beras impor,
mulai dirasakan pada pertengahan tahun 1999, dan mulai dipertanyakan kembali
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kebijakan pemerintah yang dianggap kontroversial tersebut. Realisasi ekspor dan
impor beras, dapat dilihat pada Tabel 2.3

Tabel 2.3
Realisast Ekspor daa Impor Beras (dalam Ton)
(Sumber : BPS, diolsh oleh Direltorat Impor Departemen Perdagangan)
*)Tahun 1996 dan 1997 ditampilkan onfuk membandingkan kenatkan atas Iimpor
beras yang slgnifikan yaug terjadi pada tzhon 1998

TARUN 1996* 1997T% 198 1999 2000 2001 2002
EKSPOR 196.25 63.83 2.000,67 2.700,25 1.247,06 4.009,68 3.991,26
TMPOR 1460.151,13| 349.680,71 | 2.895.118,72| 4.751.398.16 | 135566590 | 644.73282 | 1.805.379.90

|~ TATIUN 7003 2004 2005 2006 2007 2008 L Agata 2009
EKSPOR 675.73 904,41 42.256,07 959,45 1.613,49 876.502 2655
IMPOR 1428.505,68] 236.866,70| 189.616,0. 338.109,00 140684757 | 2R9.689.411 402.862

Dari data realisasi impor beras di atas dapat diketahui bahwa pemerintah
Indonesia selalu mengimpor beras sctiap tahunnya. Selain itu jumlah impor beras
lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah ekspor beras setiap tahunnya.

Impor beras diperlukan untuk memperkuat cadangan beras nasional.
Cadangan beras yang cukup diperlukan untuk mewujudkan ketahanan pangan dalam
rangka memenuhi hak masyarakat atas pangan. Memperkuat cadangan beras
nasional melalui impor yang dJilaksanakan secara rutin setiap tabun merupakan
indikasi kuat bahwa Indonesia telah berada dalam kondis: tidak swasembada beras.
Ketahanan pangan yang diwujudkan melalui impor beras menghasilkan suatu
kebijakan yang rentan, yang akan s:lalu mengundang pro dan kontra. Untuk
menutup peluang timbulnya pro dan konira, maka kebijakan maupun program
revitalisasi pertanian harus diarahkan kepada terwujudnya swasembada beras.
Dengan demikian dalam jangka panjang kemandirian pangan (beras) tidak lain
adalah swasembada beras.*

Sasaran unfuk menyediakan pangan yang cukup bagi penduduk (food
security) merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Aspek pertama
yang perlu diperhatikan adalah mengenai pengertian pemenuhan kebutuhan pangan

S fbid
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yang cukup itu sendiri (swasembada). Hakikat dari swasembada pangan ada tiga.
Pertama dari waktu ke waktu jumlah total pangan yang tersedia secara umum
seimbang dengan jumlah total yang diperlukan untuk memenuhi konsumsi
penduduk. Kedua, harga pangan di samping harus mendorong produksi juga harus
terjangkau dan cukup stabil. Ketiga, daya beli untuk memperoleh pangan harus
terscbar merata di antara penduduk, sehingga distribusi terhadap suplai pangan
merata. Swasembada pangan menjadi syarat yang pertama, yaitu produksi
mencukupi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi secara lokal. Swasembada beras
yang telah dicapai merupakan suatu keberhasilan dalam upaya untuk memenuhi

kebutuhan pangan secara nasional.”’

Pengalaman swasembada pada tahun 1984 yang melahirkan surplus beras
memberikan pelajaran yang saugat berharga untuk melihat pengertian swasembada
pada sebelumnya dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan pangan melalui produksi
dalam negeri semata. Pengalaman pada tahun 1984 memberi pelajaran bahwa
kebijakan swasembada itu apabila dipegang secara kaku akan menimbulkan biaya
yang sangat mahal dan dalam jangka panjang menjadi tidak sehat yang akhirnya
menjadi beban ekonomi.®® Oleh karena itu pengalaman tersebut melahirkan
pemikiran baru, bahwa di kala smplus, dimungkinkan untuk dapat diekspor melalui
(1) peminjaman atau (2) diskspor secara komersial.* Demikian juga dalam suasana

kekurangan dapat mengimpor dan akhirnya konsep swasembada yang dimengerti

% Bustanit Arifin, Swasembada Pamgan Indonesia: Kemungikinan, Tantangan, dan
Persoalannya dalam Bulpg: Pergulatem Dalam Pemantapan Peranan dan Penyesuaian
Kelembagaan, (Bogor: IPB Press, 2002), hal. 143.

* Swasembada beras yang tercapai melalui program revolusi hijau yang kemudian membuat
petani kita mengaelami ketergantungan yang sanpget tinggi kepada preduk industri pertanian seperli
benih, pestisida, pupuk kimia. Sampai seckarmang, ketergantungan tersebut telah membengkakkan
blaya produksi petani untfuk benih, pestisila dan pupuk. Revolusi hijau juga (elah membawa
kerugian yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Akibat penggunaan benih pabrik, ribuan
varietas benih pertanien yang secara turun lemurun dimiliki rakyat menjadi puneh. Penggunaan
produk kimia secara berlebihan jugs telah merusak sumber mata air, hara tanah, dan menghasilkan
produk perianian yang tidak aman dikonsumsi oleh masyarakat secare terus menerus dan berjangke
panjanz. Padahal, biaya memulihkan kerusakan tersebut sangat mehal. Selengkapnya bisa dilihat di
(hitp:/ekonomi.kompesiana com/2010/01/08/soehaito-petani-dan-pembaruan-agraria/), diakses
Tanggal 6 April 2010.

™ Bustenil Arifin, Visi Bulog Dalam Pengelolaan Cadangan Pangan Pemeriniah, dalam
Bulog: Pergulatan Dalam Pemantapan Peranan dan Penyesuaian Kelembagaan, (Bogor: 1PB Press,
2002), hal. 156.
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sekarang yang memberi arah baru unfuk memungkinkan swasembada tetap dapat
diusahakan tetapi tetap memperhatikan unsur-unsur efisiensi jangka panjang

terutama pasar internasional.”®

2.4  Kebijakan Tata Niaga Impor Beras

2.4.1 Ketentuan Umum Impor

Dalam rangka mengantisipasi dampak globalisasi dan liberalisasi
perdagangan internasional yang berkembang pesat saat ini, serta untuk memberikan
perlindungan bagi kepentingan pembangunan ekonomi nasional dari pengaruh
negatif pasar global, peningkatan taref hidup petani produsen, serta guna menderong
terciptanya kondisi perdagangan dan pasar dalam negeri yang sehat dan iklim usaha
yang kondusif maka pemerinteh melalui Departemen Perdagangan menerbitkan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 tanggal 9 Oktober
2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.

Pokok-pokok ketentuan dalam Permendag Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009,
antara lain sebagai berikut:

1) impor hanya dapat dilakukan oleh importir yang memiliki Angka Pengenal
Importir (API). Namun, importir tertentu dapat melakukan impor tanpa
memiliki API berdasarkan pertirnbangan dan alasan yang ditetapkan oleh
Menteri;

2) barang yang diimpor harus dalamx keadaan bamu dan dalam hal tertentm
Menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan bukan baru
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; Kewenangan Menteri; dan/atan
usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya;

3) terhadap impor barang tertentu dapat ditetapkan pengaturan impor tersendiri,
kecuali barang yang secara tegas dilarang untuk diimpor berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

4) pengaturan impor atas barang tertentu ditetapkan berdasarkan pertimbangan

dan dalam rangka perlindungan keamanan; perlindungan keselamatan

0 [bid.
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konsumen; perlindungan kesehatan yang berkaitan dengan kehidupan
manusia, hewan dan tumbub-tumbuhan; perlindungan lingkungan hidup;
perlindungan hak atas kckayaan intelektual; perlindungan sosial, budaya dan
moral masyarakat; perlindungan kepentingan pembangunan ekonomi
nasional lain, termasuk upaya peningkatan taraf hidup petani-produsen,
penciptaan kondisi perdagangan dan pasar dalam negeri yang sehat dan iklim
usaha yang kondusif, dan/atau pelaxsanaan ketentuan peraturan perundarg-
undangan;

5) pelaksanaan pengaturan impor atas barang tertentu dilakukan melalui
mekanisme pengakuan scbagai importir barang tertentu yang melakukan
kegiatan impor untuk keperluan sendiri; penetapan sebagai importir barang
tertentu yang melakukan kegiatan impor untuk keperlvan diperdagangkan
dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain; persetujuan impor, dan/atau
verifikasi atau penefusuran teknis impor.

Permendag mengenai Ketentuan Umum Impor juga dibuat sebagai upaya
untuk meningkaikan penataan tertit impor. Dengan demikian perlu disempurnakan
kembali ketentuan-ketentuzan di bidang impor agar menjadi lebih transparan, efektif

dan efisien serta berkesinambungan.

2.42 Kebijakan Tata Ninga Impor Beras

Berkaitan dengan komoditi beras, maka di bawah ini akan dijelaskan
mengenai beberapa kebijakan yang berhubungan dengan tata niaga impor beras.
Kebijakan perberasan yang akan diuraikan dibawah ini merupakan amanat dari
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 Tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah
No.68 Tahun 2002 tentang Ketzhanan Pangan sebagai peraturan pelaksanaan
Undang-Undang No.7 tahun 1996. Kebijakan tersebut antara lain:

2.4.2.1 Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indenesia Nomor 7 Tahun 2009
Tentang Kebijakan Perberasan

Inpres ini menyatakan bahwa dalam rangka stabilitas ekonomi nasional,

meningkatkan pendapatan petani, peuningkatan ketahanan pangan, dan
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pengembangan ekonomi pedesaan maka dipandang perlu untuk menetapkan
kebijakan perberasan. Kebijakan perberasan dibuat sebagai akibat dari
perkembangan nasional dan global di bidang pangan, khususnya perberasan.
Berkaitan dengan impor beras, diatur dalam Bagian Kedua belas angka 1 dan 3
bahwa dalam rangka menjaga kepentingan petani dan konsumen maka pemerintah
menetapkan kebijakan impor beras secara terkendali. Impor beras dapat dilakukan
jika ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi, untuk kepentingan memenuhi
cadangan beras pemerintah, dan/atau untuk menjaga stabilitas harga dalam negeri.

2.4.2.2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomeor: 12/M-
DAG/PER/4/2008 Tentang Impor dan Ekspor Beras
Ketentuan mengenai impor beras ferartikulasi melalui Permendag

Nomor.12/M-DAG/PER/4/2008 Tanggal 11 April 2008 tentang Ketentuan Impor
dan Ekspor Beras. Permendag ini dibuat dengan pertimbangan bahwa beras
merupakan komoditi strategis sebagai bahan pangan bagi masyarakat Indonesia,
sechingga kegiatan produksi, penyediaan, pengadaan, dan distribusi beras menjadi
sangat penting untuk ketahanan pangan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan
petani beras, kepentingan konsumen serfa menciptakan stabilitas ekonomi
nasional.”

Permendag ini membagi impor beras menjadi tiga bagian, yaitu 2

1. impor beras untuk keperluan stabilisasi harga, penanggulangan
keadaan bahaya, masyarakat miskin dan kerawanan pangan adalah
pengadaan beras dari luar negeri sebagai cadangan yang sewaktu-
waktu dapat dipergunakan oleh Pemerintah.

2, impor beras untuk keperluan tertentu, adalah pengadaan beras dari
luar negeri terkait dengan faktor kesehatan, konsumsi khusus atau
segmen tertentu dan pengadaan benih serta untuk memenuhi
kebutuhan bahan bakw/ penolong industri yang tidak atau belum

sepenubnya dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri.

%! Lihat Konsiderans Permendag Nomor 12/M-DAG/PER/4/2008.
"Lihat Pasal 1 ayat 2,3, dan 4 Kelentnan Umum Permendasg Nomer 12/M-
DAG/PER/4/2008.
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3. impor beras hibah, adalah pengadaan beras dari luar negeri oleh
lembaga/organisasi sosial atan badan pemerintah untuk diberikan
kepada masyarakat Indonesia dan tidak untuk diperdagangkan.

Berdasarkan Perinendag Nomor 12/M-DAG/PER/4/2008 Tentang Ketentuan

Impor dan Ekspor Beras, definisi Importir Beras adalah perusahaan yang melakukan
kegiatan impor beras, sedangkan Importir Produsen Beras adalah Industri
pengolahan produk dari beras yang diakui dan disetujui oleh Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan untuk mengimpor beras
tertentu yang dibutuhkan atau diperiukan semata-mata bahan baku/penolong proses
produksi industrinya.

1. Impor beras uatuk keperlnan stabilisasi harga, pepnanggulangan
keadaan bahaya, masyarakat miskin dan kerawanan pangan
Berdasarkan Pasal 4 Permendag Nomer 12/M-DAG/PER/4/2008, impor

beras untuk keperluan stabilisasi harpa, penanggulangan keadaan darurat,
masyarakat miskin dan kerawanan pangan hanya dapat dilaksanakan oleh
Perusahaan Umum (Perum) Bulog. Untuk ditetapkan sebagai importir maka Perum
Bulog harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri Perdagangan dengan
melampirkan **

1) fotokopi Angka Pengenal Importir Umum (API-U);

2) fotokopi Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Beras;”

3) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

4) fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK).

Perum Bulog dapat melakukan impor beras setelah mendapat persetujuan
impor dari Menteri Perdagangan. Menurut pendapat penulis, terdapat monopoli
dalam hal importir yang berhak untuk mengimpor beras untuk keperluan stabilisasi
harga, pepanggulangan keadaan darurat, masyarakat miskin dan kerawanan pangan
yaitu hanya dapat dilaksanakan oleh Perusahaan Umum {Perum) Bulog. Hak

* Lihat Pasal 4 ayat (2) Permendag Nomor 12/M-DAG/PER/4/2008.

“NPIK adalsh tanda pengenal sebagai imporilir khusus yang harus dimiliki setiap
perusanaan yang melakukan perdegangan impor barang tertentu. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat
dalam Permendag No. (7/M-DAG/PER/3/2008 Tenteng Nomor Pengenal Importir Khusus.
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Istimewa yang diberikan oleh Pemerintah hanya kepada Perum Bulog ini harus
mendapatkan perhatian vang serius dan harus adanya pengawasan yang sungguh-
sungguh dari pemerintah karena dikhawatirkan keistimewaan yang diberikan hanya
kepada Perum Bulog ini aken menimbulkan penyimpangan dil.

Persetujuan impor ini harus memuat informasi paling sedikit mengenai :
jenis dan volume beras, tingkat kepecahan, negara asal, pelabuhan tujuan, dan masa
berlakunya persetujuan impor.

2. Impor beras untuk keperlnan tertentu, adalah pengadaan beras dari
luar negeri terkait dengan faktor kesehatan/diefary, konsumsi khusus
atau segmen tertentu dan pengadaan benih
Berdasarkan Pasal 5 Permendag Nomor 12/M-DAG/PER/4/2008, proses

perizinan impor beras untuk keperluan tertentu yang terkait dengan faktor
kesehatan/dietary, konsumsi khusus atau segmen tertentu dan pengadaan benih
hanya dapat dilakukan oleh importir yang telah mendapat persetujuan impor dari
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri Perdagangan. Untuk
mendapatkan persetujuan impor, importir harus mengajukan permohonan tertulis
kepada Menteri Perdagangan dengan melampirkan: *°
) fotokopi Angka Pengenal Importir Umum (API-U) atau Angka Pengenal
Importir Terbatas (API-T);
2) fotokopi Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Beras;
3) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4) fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
5) rekomendasi dari Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Pertanian, Departemen Pertanian; dan
6) surat pernyataan dari bank devisa yang menyatakan bahwa pemohon
memiliki kemampuan finansial yang memenuhi syarat perbankan untuk
mendukung penerbitan L/C.

* Lihat Pasal 5 ayat (3} Permendag Nomor 12/M-DAG/PER/4/2008
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Atas permohonan tertulis tersebut, Direktur Jenderal Perdagangan Luar
Neperi Kementerian Perdagangan dapat menerbitkan persetujuan atau penolakan

permohonan paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

3. Impor beras tertentu untuk memenohi kebutuhan bahan baku/penolong
industri yang tidak atan belum sepenuhnya dapat dipenuhi dari sumber
dalam negeri.

Proses perizinan impor beras untuk keperluan tertentu untuk memenuhi
kebutuhan industri sebagai bahan baku/penolong yang berasnya tidak atau belum
sepenuhnya dihasilkan di dalam negeri, hanya dapat dilakukan oleh importir beras
yang telah mendapat pengakuan sebagai Importir Produsen (IP) Beras adalah
sebagai berikut :

1) fotokopi Angka Pengenal Importir Produsen (API-PY® atau Angka

Pengenal Importir Terbatas (API-T);

2) fotokopi Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Beras;

3) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

4) fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);

5) rekomendasi dar’ Direldur Jenderal Industri Agro dan Kimia (IAK)
Departemen Perindustrian dan Direktur Jenderal Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Pertanian Departemen Pertanian; dan

6) surat pernyataan dari bank devisa yang menyatakan bahwa pemohon
memiliki kemampuan finansial yang memenuhi syarat perbankan untuk
mendukung penerbitan L/C.

Atas permohonan tertulis tersebut, Direktur Jenderal Perdagangan Luar
Negeri Kementerian Perdagangan dapat menerbitkan persetujuan atau penolakan
permohonan paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
Pengakuan sebagai IP-Beras, merupakan persetujuan impor menyangkut :

1) jenis dan volume beras;

2) tingkat kepecahan;

% API-P adalah izin yang diberkan kepada importir yang melakukan impor barang untuk
dipergunekan sendiri den/atau untuk men-dukung proses produksi dan tidak diperbolehkan untuk
memperdagangken dan atau memindehtangankan kepada pihak lmin. Likat lebih lanjut dalam
Peimendag No.45/M-Dag/Pet/9/2009 Tentang Angka Pengenal Inportir (API).
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3) pelabuhan tujuan;
4) nama dan alamat importir; dan

5) masa berlakunya persetujuan impor

4. Impor Beras yaug bersumber dari Hibah

Impor beras kategori ini hauya dapat dilakukan oleh lembaga/organisasi
sosial atau badan pemerintah, tenpa harus memiliki Angka Pengenal Importir (APT)
dan Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK). Pelaksanaan impor beras ini
dilakukan setelah mendapat persetujnan dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar
Negeri Kementerian Perdagangan. Untuk memperoleh persetujuan impor ini,
lembaga sosial atau badan pemerintali mengajukan permohonan tertulis, dengan
melampirkan dokumen sebagzi berikut :

1) sertifikat hibah dari instansi/lembaga di negara pemberi hibah yang telah
diketahui oleh Perwakilan Republik Indonesia yang berada di negara
pemberi hibah yang bersangkutan;

2) rencana pendistribusian yang diketahui oleh Menteri Sosial atau pejabat
berwenang yang ditunjuk;

3) rekomendasi yang memuat keterangan mengenai jumlah dan kualitas
beras hibah serta pelabuhan tujuan dari Direktur Jenderal Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Pertanian, Departemen Pertanian untuk keperluan selain
penanggulangan bencana; atau

4) rekomendasi yang memuat keterangan mengenai jumlah dan kualitas
beras hibah, serta pelububan tujuan dari badan/instansi yang ditunjuk
oleh Pemerintah untuk penanggulangan bencana;

Berdasarkan penjelasan mengenai pelaksanaan impor beras, dapat diketahui
bahwa secara prosedural, pengakuan administratif beras ini dikeluarkan oleh
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan dan izin
untuk melakukan impor beras hanya diberikan melalui ketetapan Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri Deparlemen Perdagangan kepada suatu perusahaan yang
felah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Akan tetapi izin impor beras
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untuk keperluan stabilisasi harga, penanggulangan keadaan darurat, masyarakat
miskin dan kerawanan pangan hanya diberikan kepada Perum Bulog, setelah
memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Permendag
Nomor 12/M-DAG/PER/4/2008.

2.4.2.3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/2009
Tentang Angka Pengenal Importir (API) dan perubahannya No.
17/M-DAG/PER/3/2010
Selain Permendag Nomor 12/M-DAG/PER/4/2008 Tentang Ketentuan Impor
dan Ekspor Beras, perizinan impor beras juga diatur oleh Permendag Nomor 45/M-
DAG/PER/9/2009 Tentang Angka Pengenal Iinportir (API) dan perubahannya No.
17/M-DAG/PER/3/2010. Dalam Permendag diatur bahwa yang dimaksud dengan
API adalah tanda pengenal sebagai importir. API merupakan instrumen yang
digunakan cleh pemerintah untuk penataan tertib impor dalam rangka pelaksanaan
kebijakan perdagangan lwar negeri di bidang impor, sekaligus juga berguna untuk
mendorong terselenggaranya jaminan kepastian usaha serta iklim usaha yang lebih
kondusif.
AP terdiri dari 2 jenis, yaitu :°7
1. Angka Pengenal Importir Umum (API-U)
Hanya diberikan kepada importir yang melakukan impor barang untuk
keperluan kegiatan usaha dengan memperdagangkan atau
memindahtangankan barang kepada piliak lain.
2. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)
Hanya diberikan kepada importir yang melakukan impor barang untuk
dipergunakan sendiri, sebagai bahan baku, bahan penolong, dan/atau
untuk mendukung proses produksi. Barang yang diiimpor dilarang untuk
diperdagangkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

! Lihat Pasal 3 Permendag Nomer 17/M-DAG/PER/3/2010 Tentang Angka Pengenal
Importir (APT).
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Impor dapat dilaks:makan tanpa AP untuk:*®

a. barang impor sementara;
b.

C.

barang promosi;

barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
barang kiriman;

barang sebagai hibah, hadiah, atauy pemberian untuk keperluan ibadah
umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan
bencana alam;

barang yang merupakan obat-obatan dan peralatan kesehatan yang
menggunakan anggaran pemerintakh;

barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan dan pengujian
yang diimpor kembali dalan1 jumlah yang paling banyak sama dengan
jumlah pada saat diekspor sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang
(PEB);

barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor
kembali dengan jumlah paling banyak sesuai dengan PEB;

barang contoh yang tidak untuk diperdagangakan;

barang untuk I:eperlvan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang
diimpor sendiri oleh instarsi/lembaga dimaksud,

barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di
Indonesia;

barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang
bertugas di Indonesia; dan

m. barang pindahan

Impor tanpa API secbagaimana dimaksud di atas, harus mendapatkan

persetujuan impor tanpa API terlebih dabulu dari Direktur Impor Departemen

Perdagangan, kecuali untuk impor sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf

k, I, dan m

¥ Ibid. Pasal 7.
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Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 45/M-
DAG/PER/9/2009 Tgl. 16 September 2009 tentang Angka Pengenal Importir (API)
dan perubahannya No. 17/M-DAG/PER/3/2010, ditetapkan bahwa prosedur untuk
mendapatkan API sebagai berikut:

a. API-U diterbitkan oleh Kepala Dinas Provinsi

Importir mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan

melampirkan:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7

fotokopi Akta Notaris Pendirian perusahaan dar perubahannya jika
ada;

fotokopi surat keterangan domisili kantor pusat perusshaan yang
masih berlaku dari kantor kelurahan setempat atau fotokopi
perjanjian sewa tempat berusaha dengan pengoelola atau pemilik
bangunan;

fotokopi SIUP atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh
instansi/dinas teknis yang berwenang dibidang perdagangan;

fotokopi TDP;

fotokopi MPWP perusahaan atau perseorangan dan penangung jawab
perusahaan;

pas foto terakhir dengan latar belakang warna merah masing-masing
Pengurus arau Direksi Perusahaan 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4; dan
fotokopi KTP atau Paspor dari Pengurus atau Direksi Perusahaan

b. API-P diterbitkan oleh Kepala Dinas Provinsi selain untuk badan
usaha atau kontraktor dan perusahaan penanaman modal.

Importir mengajukan permohonan kepada Dinas Provinsi dengan

melampirkan:

1)
2)

fotokopi Akia Notaris Pendirian Perusahaan dan perubahannya;
fotokopi surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang
masih berlaku dari kantor kelurahan setempat atau fotokopi
perjanjian sewa tempat berusaha;
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3) fotokopi izin usaha dibidang industri atau izin uszha lain yang
sejenis yang diterbitkan oleh instansi/dinas teknis yang berwenang;

4) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan sesuai
dengan domisilinya;

5) fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

6) pas foto terakhir dengan latar belakang wama merah masing-masing
Pengurus atau Direksi Perusahaan 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4; dan

7) fotokopi KTP atau Paspor dari Pengurus atau Direksi Perusahaan

2.42.4 Permendag No. 07/M-DAG/PER/3/2008 Tentang Perubahan Atas
Keputusan Menperindag Nomor 141/MPP/Kep/3/2002 Tentang
Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK)

Permendag Nomor No. 07/M-DAG/PER/3/2008 Tentang NPIK (Nomor
Pengenal Importir Khusus) dibuat antara lain adalah sebagai upaya pemerintah
untuk meningkatkan perlinduongan konsumen, mendukung industri dalam negeri,
mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak dan pungutan impor lainnya,
serta tertib administrasi di bidang impor.

Khusus untuk komoditi beras, setiap importir beras untuk keperluan
stabilisasi harga, penanggulangan keadaan darurat, masyarakat miskin dan
kerawanan pangan’ dan impor beras untuk keperluan tertentu'® wajib memiliki
NPIK (Nomor Pengenal Importic Khusus). Berdasarkan Permendag di atas NPIK
hanya dapat diberikan kepada perusahaan yang telah memiliki Angka Pengenal
Importir sesuai dengan bidang usahanya. Perusahaan pemilik API dapat memiliki
NPIK dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar
Negeri Kementerian Perdagangan, dengan melampirkan: API yang dimiliki, yaitu:
API-U, API-P, API-K, atau API-T. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Kementerian Pedagangan dapat menolak atau menerbitkan permohonan penerbitan

? Diatur dalam Pasal 4 Permendag Nomor 12/M-DAG/4/2008 Tentang Ketentusn Impor
dan Ekspor Beras.
1% Pasal 5, Ibid,
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NPIK paling lambat 5 (lima) hari kerja sgjak diterimanya permohonan. NPIK
berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkannya NPIK.
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BAB Il

TINJAUAN UMUM ATAS ORGANISASI PERDAGANGAN
DUNIA DAN PERSETUJUAN TENTANG PROSEDUR
PERIZINAN IMPOR

3.1  Organisasi Perdagangan Dvnia
3.1.1 Sejarah dan Latar Belakang

General Agreement on Tariff and Trade (GATT) atau Persetujuan Umum
tentang Tarif dan Perdagangan yang discpakati tahun 1947, lahir sebagai upaya
untuk keluar dari pengalaman pahit berupa depresi ekonomi dunia yang terjadi pada
tahun 1930 an. Setelah pengataman pahit terscbut muncul kesadaran bahwa untuk
mendorong perekonomian dunia, perlu diletakkan suatu sistem baru yang dapat
menjamin dikuranginya kemungkinen ‘“perang dagang”, dan “perang kurs” atau
competitive devaluation. Semula, GATT diciptakan sebagai suatu bagian dari upaya
penataan kembali struktur perekonomian dunia dan mempunyai misi untuk
mengurangi hambatan yang ada dalam perdagangan, baik hambatan yang berupa bea
masuk (¢fariff barrier), maupun hambatan lainuya (non-tariff” barrier). Pada waktu
itu, sebenarnya dalam Konvensi Havana 1948, ada keinginan wntuk mendirikan
suatu lembaga yang mengatur perdagangan dunia, yaitu Imlernational Trade
Organization (ITO). Rencuna tersebut pada akhimya tidak terwujud karena Kongres
AS menolak untuk meratifikasinya. Yang dapat diciptakan adalah GATT yang

1y 101

diterapkan tabun 1947, dan yang semula hanya merupakan perjanjian “interim™.

Meskipun ITO tidak pemmah benar-benar efektif berfungsi, setidaknya di
dalam proses pendiriannya, suatu hasil yang nyata berhasil dicapai, yaitu
terbentuknya aturan GATT. Minimnya ratifikasi negara-negara di dunia terhadap
ITO, tidak menjadikan GATT menjadi tidak berlaku sama sekali sebagai aturan

101y 8. Kartadjoemens, GATT dan WTO dan Hasil Uruguay Round, cet.1, (Jakarta: Penerbit
Universitas Indonesia (U1-Press), 1997), hal. 18.
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yang dipakai di dalam praktek kegiatan perdagangan negara-negara. Oleh karena itu,
para perunding GATT

mengeluarkan suatu perjanjian internasional yang baru, yaitu The Protocol of
Provisional Application, suatu protokol yang memberlakukan GATT untuk
sementara {provision/interim). Sejak dikeluarkannya profocol inilah, GATT
kemudian terus berlakn sampai saat ini.'®?

Dari waktu ke waktu, ketentuan GATT disempurnakan lewat berbagai
perundingan, terakhir lewat perundingan-perundingan pada Putaran Uruguay pada
tahun 1986 sampai dengan 1994, yang berhasil membentuk sebuah organisasi
perdagangan dunia bcrmama wTO.!® Walaupun WTO secara resmi berdiri pada
tanggal 1 Januari 1995, sistem perdagangan itu sendiri telah ada setengah abad yang
lalu. Sejak tahun 1948 GATT telah memuat peraturan-peraturan mengenai
perdagangan dunia dan menghasilkan pertumbuhan perdagangan internasional
tertinggi. Namun terlepas dari keberhasilan tersebut, seperti yang dijelaskan di atas,
GATT sebagai organisasi dan peraturan-peraturan yang dihasilkan masih bersifat

sementara.

Pada awalnya GATT ditujukan untuk membentuk ITQO, suatu badan khusus
PBB yang merupakan bagian dari sistem Bretton Woods (IMF dac Bank Dunia).
Faktor pendorongnya adalah kzinginan untul bangkit dari kehancuran akibat Perang
Duria II dan mengakhiri pengarub sistem proteksionisme'® yang berkembang sejak

192 Huala Adolf, Hulom Perdagangan Internasional, (Jakarin: RajaGrafindo Persada, 2005),
hal. 106,

9} Syahmin A.K., Hukum Dagang Internusional-Dalam Kerangka Studi Analitis (Yakaria:
RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 12.

™ gictem Proteksionisme adalah upaya satu negara untuk merumuskan kebijakan ekonomi
sedemikian rupa dalam rangha melindungi perekonomien domestik dari dominasi produk-produk
asing. Lebih lanjut lihat, Bob Sugeng Hadiwinata, Politik Bisnis Infernasional (Politik Perdagangan
Internasional: Dari GATT Mermuju WT0), (Yogyakarta: Penerbit Knistus, 2008), hal. 57.
Proteksi dilakukan melalui pembatasan-perabatasan, yang biasanya dilaksanakan melalui badan-
badan dan proses-proses yang dibenluk untuk mengatur impor, lermasuk kekuasaan politik oleh
lembaga eksekutif dalam melekukan pengeturan-pengaturan pembatasan perdagangan dengan negara-
negara lain. Lebih lanjut lihat Jadish Bhagwati, Profeksionisme, Terjemahan, (Bandung: Angkasa,
1992}, hal. 42.
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awal 1930.'” Meskipun Piagam ITO akhimya disetujui dalam United Nations
Conference on Trade and Development di Havana pada bulan Maret 1948, proses
ratifikasi'® oleh lembaga-lembaga legislatir tidak berjalan lancar. Tantangan yang
paling serius berasal dari Kongres Amerika, yang walaupun sebagai pencetus, AS
tidak meratifikasi Piagam Havana. Akibatnya ITO secara efektif tidak dapat
dilaksanakan. Meskipun deraikian, GATT tetap merupakan instrumen multilateral
yang mengatur perdagangan Internasional. Masalah-masalah perdagangan
diselesaikan melatui serangkaian perundingan multilateral yang dikenal dengan
nama “Putaran Perdagangan™ (frade round), sebagai upaya untuk mendorong

liberalisasi perdagangan internasional.'”’

Dari semula terbentuknya GATT pada tahun 1947 (efektif pada tahun 1948),
sampai dengan terbentuknya WTO pada tahun 1994 (efektif pada tahun 1995),
terdapat delapan perundingan yang harus dijalani sebagai prosesnya. Dalam
konkritnya, mekanisme untuk mengurangi hambatan terhadap perdagangan dunia
terutama dilakukan melalui berbagai “putaran perundingan perdagangan
multilateral”. Mengenai bagaimana perkembangan GATT dalam masing-masing
putaran dari tahun ke tahun, di dalam Tabe! 3.1 berikut ini dilukiskan bagaimana

%5 Robert A Isank, Ekoromi Politik Internasional (Iniernational Political Economy),
diterjemnahkan oleh Muhadi Sugiono (Yogyakurta: Tiara Wacana Yogya, 1995), hal. 110.

1% Indonesia, Undaug-Undeng tentang Perjanjian Intcrnasional, UU No. 24, LN No. 185

tahun 2000, TLN. No. 4012, tidak momberikan definisi tentang Ratifikasi. Aken tetapi hanya
mengatur tentang pengesahan/ratifikasi sebagai suatu perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada
suatu bentuk perjanjian inlemasional {(Pasal 1 ayat 2).
Pada pasal 2 Konvensi Wina 1969, ratifikasi didefinisikan sebagai tindakan interesional dimena
suatu negara menyataken kesediaannya atau melahirkan persetujuan unmak diikat oleh suatu
perjanjian internasional. Karena itu ratifikasi tidak berlaku surut, melainkan baru mengikat sejak
penandatangenen ratifikasi. Ratifikasi menjadi suatu cara bagi lembaga perwakilan rakyat untuk
meyakinkan dirinya, bahwa wakil-wakil pemerintah yang turut serta dalam perundingan dan
menandatangani suatu perjanjian internasional tidek melakukan hal-hal yang berteniangan dengan
kepentingan nasional. Ratifikasi betujuan untuk memberikan kesempatan kepada negars-negara
peserta guna mengadekan peninjauan serta pengamatlan secara seksame, apakah negaranya dapat
diikat oleh perjanjian itu atan tidak.

"""Depariemen Luar Negeri, Direldorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI,
Sekilas WTQ, (Jekarta: Edisi Keempat), hal. 2-3,
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perkembangan sejarah GATT mulai pertama diberlakukannya GATT sampai dengan

terbentuknya WTO, yaitu sebagai berikut:'%

Tabel 3.1
Pericembangan

General Agreement on Tariff and Trade (GATT)

Tahun

Tempat

Keputusan

1947

Jenewa

Pengurangan tarif, GATT mulai
diakui

1949

Annecy (Perancis)

Pengurangan tarif

1951

Torquay (Inggris)

Pengurangan tarif

1956

Jenewa

Pengurangan tarif

1960-1962

Jenewa (Dillon)

Pengurangan tariff

1962-1967

Jenewa (Kennedy)

Pengurangan tarif
Anti-dumping measures
GATT Negotiation Rules

1973-1979

Tokyo

. Pengurangan tarif pada tigkat rata-

rata 35% dan 5-8% diantara
negara-negara maju

. Non-tarif barrier codes:

1) govermment procurement

2) custom valuation

3) subsidies&countervailing
measures

4) antidumping

5) standards

6) import licensing

1986-1994

Uruguay

Perluasan GATT terhadap:

1) pembatasan subsidi pertanian
2) termasuk perdagangan jasa

3) termasuk hak milik intelektual

2. Pembentukan WTQO

Dengan telah berdirinya WTO, sebagaimana telah diuraikan di atas, badan
inilah yang selanjutnya akan melaksanakan dan mengawasi aturan-aturan
perdagangan internasional yang telah dirintis GATT sejak tahun 1947. Aturan-
aturan GATT 1947 tersebut diintergrasikan ke dalam sistem WTO, yang tidak hanya

mengatur tentang perdagangan barang, tetapi juga perdagangan jasa.

19 Munir Fuedy, Hukum Dagang Internasiona! (Aspek Hukum dari WT0O), (Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2004), hal. 21.
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3.1.2 Tujuan WTO

WTO didirikan oleh negara-negara anggota dengan maksud dan tujuan
bersama, sebagaimana dicantumkan di dalam Mukadimah (Preambule) dari

Marrakesh Agreement Establishing WTO, yang berbunyi sebagai berikut :'®®

The Parties to this Agreement,

Recognizing that their relations in the field of trade and economic
endeavorr should be conducted with a view to raising standards of living,
ensuring full employment and a large and steadily growing volume of real
income and effective demand, and expanding the production of and trade
in goods and services, while allowing for the optimal use of the world's
resources in accordance with the objective of sustainable developmeni,
seeking both to protect and preserve the environment and {0 enhance the
means for doing so in @ manner consistent with their respective needs and
concerns at different levels of economic development,

Berdasarkan isi Mukadimah tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang
menjadi tujuan dasar WTYO adalah tercapainya kesejahteraan bersama di seuruh
negara-negara anggotanya yang dicapai melalui pertumbubhan perdagangan
intemnasional yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan ekonomi masing-masing

negara.

Sementara itu, peribal fungsi yang diemban oleh WTO, yaitu tak lain adalah
untuk mengupayakan pencapaian serta pelaksanaan tujuan-tujuan yang menjadi
dasar didirikannya WTQ itu sendiri yang tertuang di dalam keseluruhan perjanjian-
perjanjian di bawah kerangka Marrakesh Agreemnent Establishing WTO. Dengan
terbentuknya WTO mulai 1 Januari 1995, maka perdebatan luas tentang apakah
GATT merupakan suatu bentuk organisasi internasional atau bukan, telah berakhir.
GATT yang telah berlaku sejak 1947 kini telah diintegrasikan kedalam salah satu
perjanjian di bawah kerangka Mamrakesh Agreement Establishing WTO, yaitu
tepatnya dalam salah satu bagian pada Amnrexs 1 A yang berjudul Multilateral
Agreement on Trade in Goods."®

1%L ihat Mukadimah (Preambule) dari Marrakesh Agreement Establishing WTQ.

1% gvahmin AK, /oc. cit.
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3.1.3 Pengarnh Pemikiran Adam Smith, David Ricardo dalam Sistem WTO

Perdagangan intemasional yang terinstitusionalisasi dalam WTO merupakan
bentuk dari sistem perdagangan bebas. Pemikiran ekonomi dalam perdagangan
bebas, dipengaruhi oleh pandangan David Ricardo tentang comparative advuntage.
Perdagangan bebas yang saat ini dianut oleh WTO sangat terinspirasi oleh teori
tersebut. Teori comparative advantage tersebut sesungguhnya dikembangkan dari
pernyataan Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nation:

If a foreign country can supply us with a commodity cheaper than we
ourselves can make it, better buy it of them with some part of the produce of
our own industry, employed in a way in which we have some advantage.'!!
Pernyataan ini dalam perkembangannya oleh para ahli disebut sebagai teori

keunggulan absolut (absolute oadvantage) yang selanjutnya didukung dan
dikembangkan oleh para ekonom sesudahnya, terutama David Ricardo.

Teori ekonomi Adam Smith dilandasi asumsi bahwa perdagangan
internasional tegjadi berdasarkan “absolute advamtage”, yaitu apabila eksportir
dengan sumber daya yang dimilikinya dapat menghasilkan produk berupa hasil yang
lebih banyak, dengan harga yang lebih murab, dibandingkan dengan pesaing-
pesaingnya. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara memiliki keunggulan yang
absolute atas negara lain dalam memproduksi suate barang apabila negara tersebut
memproduksi suatu baran yang tidak diroduksi oleh negara lain. David Ricardo,
menyempurnakan teori Adam Sinith, berpendapat bahwa arus perdagangan antar
negara ditentukan oleh tingkat harga relatif (bukan absolut} dari barang yang
diproduksi. Negara-negara cenderung untuk mengambil spesialisasi untuk
memproduksi komoditi dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan
pesaing-pesaingnya. Perdagangan internasional berdasarkan absoluie advantage
hanya memberikan keuntungan kepada satu pihak saja, dan merugikan pihak lain.
Sebaliknya, Ricardo menunjukkan perdagangan bebas, melalui spesialisasi yang
didasarkan pada comparative advantage, memberikan keuntungan kepada kedua

! Adam Smith, 2he Wialth of Nations, Book IV: Chapter 2, (New York: Prometheus
Books, 1991), hal. 353.
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belah pihak pelakunya.'” Dasar pemikiran David Ricardo adalah bahwa
perdagangan antar dua negara akan timbul apabila masing-masing negara memiliki
biaya relatif yang terkecil untuk jenis barang yang berbeda. Penekanannya adalah
pada perbedaan efisiensi relatif antarnegara dalam memproduksi dua atau lebih
barang yang menjadi dasar timbulnya perdagangan internasional.

Adarn smith sebagai tokoh inti liberalisme, dalam bukunya The Wealth of
Nations menuliskan bahwa merkauntilis yang memiliki kerangka paradigma dasar
realis, justru tidak berhasil membawa kemakmuran bagi nepara-negara dunia,
akumulasi dengan mengumpulkan ~adangan emas tetapi tetap memberikan proteksi
pada masing-masing produksi negaranya hanya akan membawa kepada kerugian
setiap pihak. Para pengkritik merkantilis terutama kaum liberal berpendapatl bahwa
penekanan yang berlebihan pads pencapzian kepentingan nasional itu sangat
mengganggu efisiensi global, sebaliknya imenumt Smith, liberalisasi yang
menitikberatkan pada efisiensi dengan menghilangkan segala bentuk tarif hambatan
sekaligus membuka kerjasama antarnegara akan membawa kemakmuran negara
serta pada tahapan akhir membawa manusia pada kebebasan hakiki. Menurut
mereka, efisiensi hanya akan bisa menjamin jika setiap ekonomi nasional
memproduksi, mengeksor barang berdasarkan kepentingan perhitungan yang cermat
mengenai sumber daya dan kemampuan untuk produksi barang secara efisien.''

Pembentukan GATT adalah suvatu bentuk untuk menginstitusionalkan
ideologi klasik mengenai perdagengan bebas. Paham klasik yang berakar pada
pemikiran Adam Smith mengenai absolute advantage’'? dan David Ricardo dengan

12 Robert Gilpin, The Political Econcnty of International Reldtions 172-174, 1987 dalam
Disertasi Globalisasi ekonomi dmm perdagangan international: studi tensang kesiapan hukum
Indonesia melindungi produksi dalam negeri melalui Undang-Undang anti dumping dan safeguard,
Agus Brotosusilo, Universitas lndonesia, 2005. Hal. 40.

' Ibid

""" Pengertian Absolut Advantage dimesukkan sebagai pengistilahan yang dimaksudkan
untuk menunjukkean kemampuan suatu negara untuk memproduksi suatu produk yang tidak bisa
dipreduksi negama lain karena kekurangan sumberdaya, sehingga apabila semua negara beranggapan
bahwa absolut advetage adalah prinsip utama make akan dipastikan semua negere akan berusaha
untuk bersaing dalam memproduksi barang atau jasa yang memiliki nilai yang paling tinggi sehingpa
secara jangka panjang diversifikasi produk tidak akan lerjadi dan dampak yang lebih luasnya adalah
perckonomian lidak akan berkembang karena tidak ada kerjasama.
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teorinya comparative advantage'® yang merupakan penyempurnaan dari teori
Adam Smith. Teori ekonomi Adam Smith dilandasi asumsi bahwa perdagangan
internasional terjadi berdasarkan abso/ute advantage, yaitu apabila eksportir dengan
sumberdaya yang dimilikinya dapat menghasitkan produk berupa hasil yang lebih
banyak, dengan harga yang lebih murah, dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya.
David Ricardo menyempurnakan teori Adam Smith, berpendapat bahwa arus
perdagangan antar negara ditentukan olch tingkat harga relatif (bukan absolut) dari
barang yang-diproduksi. Negara-negara berkembang cenderung untuk mengambil
spesialisasi untuk metnproduksi komoditi dengan harga yang lebih murah
dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya.’ 18

3.2 Kebijakan ILA
3.2.1 SejarahILA

Kewajiban dasar pengaturan mengenai import licensing atau perizinan
impor dalam GATT 1947 diatur dalam Artikel VII''” GATT 1947 mengenai Fees
and Formalities connected with importation and exportation, dan Artikel X''®
GATT 1947 mengenai Publication and Adminisiration of Trade Regulations: "'
Artike] X GATT 1947 mempersyaratkan setiap anggota unfuk

mempublikasikan dengan segera setiap undang-undang, peraturan, keputusan

"% Adalah kemampuan suatu negara untuk memproduksi produk tertentu pada level biaya
produksi paling efisien, dengan prinsip ini negara akan cenderung bekerjasama dengan negara lain
untuk saling mempertukarkan produk (barnng atau jasa) yeng menjadi andalan ncgaranya karena
keefisienannya mising-masing sehingga dengan pertuksran tersebul diversilas berang dan jasa akan
semakin luas dan beragam untuk kemakmuren ekonomi bersama.

116 Agus Brotosusilo, Joc. cit., hal. 39.

UT Artikel VINl GATT 1947, Paragraph 1{c) establishes a general obligation concerning
Jormalities whereby Members recognize the need for minimizing the incidence and complexity of
impert and export formalities and for decreasing and simplifying import and export documeniation
requirements. Paragraph 2 reguires each Member “fo review the operation of its laws and
regulations in the light of the provisions of this Article” upon request by another Member.
FParagrapht 3 prohibits Members from imposing “substantial penalties for minor breaches of customs
regulations or procedural requirements.”

"% Artikel X GATT 1947, Paragraph 1 requires Members to publish promptly laws,
regulations, judicial decisions and administrative rulings of general application, including those
periaining to requirements on imports or exports and 1o administer them in a wniform, impartial and
reasonable manner.

"S World Trade Orgmization. Lihat dalam http:/fwww.wio.org. diakses Tanggal 29 Maret
2010.
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pengadilan, peraturan administrasi yang berkaitan dengan persyaratan impor dan
ekspor dan mengaturnya secara seragam, tidak memihak, dan adil.

Artikel VIII dan Artikel X. GATT 1947 inilah yang kemudian dikembangkan
menjadi ILA, yang mengatur mengenai keharusan negara untuk menghilangkan
hambatan perdagangan dalam hal perizinan.

ILA pada dasarmmva memuat batasan-batasan yang menetapkan scjauh mana
negara-negara anggota WTO boleh menerapkan kebijakan administratifnya untuk
mengatur masuknya barang-barang dari luar negeri, serta kewajiban-kewajiban yang
harus dipenuhinya.

" Pembahasan secara ‘nten; mengenai ILA dilakukan dalam Putaran Tokyo
yang berlangsung pada tahun 1973-1979, Confracting Parties mulai merumuskan
mengenai klausula-klausula yang akan dijadikan draft ILA. Pada putaran negosiasi
yang dilakukan, terdapat beberapa negara yang cukup aktif dalam memberikan
pendapat atau masukan terhadap klausnla-klausula ILA, yaitu: Canada, Meksiko,
Yugoslavia, Brazil, Nordic Country, Israel, Colombia, Jepang, dan Amerika Serikat.

Dalam perundingan Putaran Tokyo, jumlah negara-negara yang bersedia
mengikatkan diri pada fmport Licensing Code dan menjadi anggota Import
Licensing Committee masih sangat terbatas. Padahal masih banyak negara lain
menerapkan kebijakan administratif yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan
dalam “code” dan berdampak menghambat perdagangan internasional. Kebijakan
administratif dimaksud pada umuranya diterapkan dengan dalih untuk melindungi
kepentingan ekonomi dan industri dalam negeri masing-masing negara, namun
prosedurnya tidak sejalan dengaa prinsip-prinsip dan tujuan GATT. Untuk
mengatasi keadaan tersebut, maka aturan-aturan dalam Jmport Licensing Code telah
diperluas serta dissmpurnakan dalam Putaran Uruguay dan hasilnya tertuang dalam
IL AIZU

Putaran Tokyo adalah salah satu perjanjian non fariff measures yang
diselenggarakan antara tabun 1973-1979. Perjanjian perizinan impor tersebut mulai
diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1580 dengan tujuan mencegah prosedur

12° ¥ erjasamna Program Pascasarjana Ul dengan Departemen Perdagangan R, Laporan Akhir
Aralisis Dampak Yuridis Ratifikasi Final Act-Uruguay Round"”, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas
Hukum Universilas Indonesia, 1995), hal. 221.
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perizinan impor dari hal yang tidak perlu menghambat perdagangan internasional.
Para Contracting Parties mulai merumuskan mengenai klausula-klausula yang akan
disajikan draftf ILA.

Perundingan di bidang import licensing ini akhimya menghasilkan draft
perjanjian yang akhimya dimasukan ke dalam DFA pada tanggal 20 Desember 1991
dan pada tahap terakhir disepakati untuk dimasukkan ke dalam final act tanggal 15

2! ILA yang

Deseinber 1993. Adapun inti teks perjanjian terurai di bawah ini.
menyempumakan perjanjian hasil Inkhyo Roumd sebelumnya ditujukan untuk
memperkuat dan meningkatkan disiplin serta meningkatkan ketertiban para
pengguna sistem lisensi itapor. Di samping itu perjanjian ini merupakan upaya untuk
meningkatkan transparansi serta prediktabilitas. Untuk itu, misalnya teks perjanjian
menghendaki agar negara peserta menerbitkan informasi yang memadai bagi para
pedagang dan pengusaha untuk mengetahui dasar tentang pemberian lisensi
impor.'22
Teks perjanjian ini juga memperkuat aturan mengenai notifikasi'”’ dan
prosedur lisensi impor serta perubahan daripadanya yang dibuat oleh negara peserta.
Lebih lanjut teks perjanjian menawarkan bimbingan mengenai assessment dari
berbagai aplikasinya. Sehubungan dengan masalah prosedur lisensi impor yang
bersifat otomatis, yakni bagi importir yang telah memperoleh suatu pengakuan atau
ditunjuk oleh svatu instansi/lembaga (lisensi impor otomatis), teks perjanjian
menentukan beberapa kriteria, antara lain jangka waktu 10 tahun dengan persetujuan
bahwa lisensi otomatis itu fidak mempunyai dampak yang menghambat
perdagangan. Perjanjian juga menentukan prosedur lisensi impor yang bersifat non -
otomatis, yakni mengenai importi- yang tidak ditunjuk langsung atau tidak
mendapat pengakuan dari suatz lembaga/instansi sehingga harus melakukan

negosiasi dengan pemegang izin impor untnk mengimpor. Teks perjanjian ini

‘2 1.8 Kartadjoemena, op. cit., hal. 208.

'2 Ibid.

'2 Berkaitan dengan Artikel 1.4 ILA, mengandung prinsip transparansi bahwa seliap
kebijakan impor harus dipublikasikan dan dinotifikasikan kepada Committee on Import Licensing.

Transparansi ini dimaksudken untuk mempermudah pihak yang berkepentingan untuk memahami
kebijakan impor yang dikeluarkan oleh negara anggota WTO.
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menentukan bahwa beban administiatif yang dipikul oleh para importir dan eksportir
harus terbatas hanya kepada apa yang secara absolut periu untuk melaksanakan
aturan-aturan tersebut (the measures tv which they apply). Perjanjian juga
menentukan suatu maksimum waktu 60 hari untuk permohonan lisensi impor yang
diajukan dapat dipertimbangkan. Selanjutnya perjanjian ini mengatur mengenai
konsultasi dan penyelesaian cengketa. Apabila tefjadi persengketaan, maka
ketentuan dan prosedur yang digunakan adalah ketentuan Artikel XXII dan XXIII
GATT 1994 yang telah disempurnakan sebagai hasil Putaran Uruguay.m

3.2.2 Pokok-Pokok ILA

ILA merupakan prosedur administratif yang digunakan sebagai persyaratan
dalam pengajuan pemohonan atau dokwnentasi tertentu kepada badan administratif
yang berwenang dan harus dipenuhi sebelum proses impor barang.

Tujuan dari ILA antara lain untuk: '*

a. mempermudah dan menjamin transparansi terhadap prosedur kebijakan
impor;

b. sistem administrasi yang adil dan transparan; dan

¢. memastikan agar perdagangan internasional tidak terhambat oleh prosedur

perizinan impor yang tidak wajar dan membatasi perdagangan.

ILA ini secara jelas tersurat dibuat untuk menghilangkan hambatan dan
pembatasan dalam perdagangan internasional. Asumsi ini terlibat jelas dalam
konsiderans Persetujuan ILA.'2 Selain itu di dalam Artikel 2'% dan Artikel 3'%

124 1.8 Kartadjoemena, /oc., cit,
135 Mukadimah (Preambie) ILA.

125 Dalam salah satu konsiderans ILA tertulis “Recognize the usefidness of automatic import
licensing for certain purposes and that sueh licensing should not be used 1o restrict irade”.

27 Artikel 2 (2a) ILA mengatur mengenai automatic licensing: “Automatic licensing
procedures shall not be administered in such a wanner as {o have restricting effects on import
subject to automatic licensing”.
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ILA juga diatur mengenai penghilangan hambatan dalam perdagangan internasional.
Berkaitan dengan hal tersebut, Van Den Bosch menyatakan bahwa:'?

"A trades who wishes to import a product that is subject to a quota must
apply for an import license, i.e. permir to import. Whether this import license
will be granted depends on whether the quota is already filled or not, and on
whether the trader meets the requirement for an import license”.

Dari pernyataan tersebut diletahui bahwa prosedur lisensi impor berfungsi
sebagai persyaratan yang pertama yang harus dilalui ketika perusahaan akan
melakukan impor.

Lisensi impcr adalah prosedur administratif yang digunakan untuk
melaksanakan ketentuan mengenai lisensi impor. Prosedur dimaksudkan
mensyaratkan pengajuan aplikasi atau dokumentasi lainoya (di lvar yang
dipersyaratian untuk keperluan pabean) kepada lembaga administratif yang relevan,
yang merupakan syarat untuk melaksanakan impor atan memasukan barang kedalam

daerah kepabeaan negara pengimpor.'*

Aturan-aturan mengenai prosedur lisensi impor, pelaksanaannya harus netral
dan diadministrasikan secara adil dan seimbang. Aturan-aturan tersebut serta seluruh
informasi mengenai prosedur pengajuan aplikasi, termasuk informasi mengenai
pihak yang berhak mengajuken apliksi, diantaranya adalah perorangan, lembaga
atau perusahaan, Kewajiban lain yang harus dipatuhi oleh negara anggota adalah
harus adanya publikasi dari setiap kebijakan yang keluar, seperti mengenai lembaga
administratif berwenang, daftar komoditi atau produk yang memerlukan lisensi,
pengecualian-pengecualian yang diberikan, semuanya harus dipublikasikan, dan
dinotifikasikan kepada Komite Perizinan Impor. Dengan demikian, prinsip
transparansi ini juga diduga menjadi salah satu agenda dari WTO untuk mengetahui
perkembangan kebijakan yang diterapkan pada suatu negara, terlebih lagi dengan

128 Artikel 3 (2) ILA mengatur mengenai non aufomatic licensing “Non automatic licensing
shall not have trade restrictive or distortive effect on import assitional to those caused by the
imposition of the restriction”.

# Peter Van Den Bosth, The Law and Policy of The World Trade Organization, Text,
Cases, and Maerials, (United Kingdom: Cambridge University Press, 2007), hal. 455.
%9 Artikel 1.1 ILA.
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diwajibkannya setiap negara anggota nntuk melakukan notifikasi terhadap berbagai
kebijakan dan perubahannya yang diterapkan di negara tersebut. Transparansi
tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pihak-pihak yang berkepentingan
termasuk dunia usaha dalam memahaminya. Apabila mungkin, publikasi tersebut
harus dapat disediakan sebelum ketentuan prosedur lisensi impor yang bersangkutan
mulai diberlakukan. Dalam kaitan dengan prosedur lisensi impor ini, Negara-negara
anggota lainnva juga dapat memberikan komentar secara tertulis dan bilamana
meminta kesempatan untuk mendiskusikannya, permintaan tersebut harus
dipenuhi.'”!

Berdasarkan ILA, prosedur administratif yang diterapkan Jalam
pelaksanaan ketentuan lisensi impor harus dijamin tidak menyimpang dari
ketentuun-ketentuan GATT 1994 yang relevan, temmasuk segala lampiran dan
protokolnya, sebagaimana diinterpretasikan di dalam persetujuan ini. Hal ini
dimaksudkan agar pelaksanaan prosedur administratif tersebut tidak menimbulkan
bambatan bagi perdagengan, mempertimbangkan kebutuhan pengembangan
ekonomi, keuangan daa perdagangan di negara-negara anggota yang sedang
berkembang.'*

ILA juga menjelaskan batwa prosedur aplikasi lisensi impor termasuk
formulir serta informasi yang harus dipenuhi oleh pemohon harus dibuat sederhana
mungkin dan pemohon harus diberikan waktu yang cukup untuk pengajuan aplikasi
dan tidak kurang dari 21 (dua puluh satu hari). Apabila terdapat kekurangan pada
aplikasi yang diajukan dalam batas waktu tersebut, maka harus diberikan
kemungkinan penambahan batas waktunya.'*® Selain itu, ILA juga menentukan
adanya lembaga administratif yang harus dihubungi untuk mengajukan aplikasi,
bahwa hanya satu lembaga administratif yang menangani masalah pengajuan

aplikasi perizinan impor, akan tetapi jika memang sangat diperlukan (dan tidak

P 1bid,, Artikel 1.4. ILA.
"2 Ibid | Artikel 1.2, ILA.

3 1bid., Artikel 1.6. ILA.
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dapat dihindari) untuk menghubungi lebih dan satu lembaga administratif,
ditetapkan sebanyak-banyaknya 3(tiga) lembaga administratif saja.'**

Berkaitan dengan aplikasi yang diajukan pemohon, ditetapkan bahwa tidak
dibenarkan menolak aplikasi yang disebabkan hanya karena kesalahan kecil pada
dokumentasi yang tidak bekaitan dengan muatan data utama yang diperlukan.
Selebihnya, menetapkan juga bahwa hanya sangsi yang bersifat peringatan yang
dapat diberikan atas kekurangan alau kesalahan pada dokumen atau prosedur yang
jelas bukan merupakan kesengajaan pemohon.”” Selain itu impor yang sudah
mendapatkan lisensi tidak boleh ditolak hanya karena sedikit variasi yang
disebabkan perbedaan yang terjadi dalam pengapalan, atau perbedaan lain yang
disebabkan praktek normal dalam dunia bisnis sehingga menyebabkan nilai, jumlah
atau beratnya berbeda dengan yang dinyatakan dalam lisensi."*

Ketentuan ILA juga mensyaratkan kerahasiaan informasi untuk keperluan
penegakan hukum, memelihara kepentingan umum, kepentingan bisnis atau
kepentingan perusahaan maupun perorangan.

3.2.3 Jenis Lisensi Impor

ILA mengenal dua jenis kebijakan lisensi impor, yaitu lisensi impor otomatis

dan lisensi impor non otomatis.

1. Lisensi Impor Otomatis

Lisensi impor otomatis diatur dalam Artikel 2 [LA. Lisensi impor
otomatis adalah lisensi irnpor yang aplikasinya pasti disetujui dalam kasus
apapun. Prosedur lisensi impor otomatis ini juga tidak boleh diterapkan
sedemikian rupa schingga menjadi hambatan perdagangan. Di dalam ILA

39 Ibid,
1% Ibid., Artikel 1.7. ILA.
1% Ibid, Artikel 1.8. ILA.
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disebutkan bahwa prosedur lisensi impor otomatis akan mempunyai dampak

menghambat perdagangan bila tidak memenuhi kriteria sebagai berikut:'*’?

a. bahwa aplikasi lisensi impor otomatis tersebut dapat diajukan dan
diperoleh oleh setiap orang, perusahaan atau lembaga yang secara
hukum telah memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan impor
yang melibatkan produk yang terkena ketentuan prosedur lisensi
impor otomatis.

b. aplikasi untul: mendapatkan lisensi dapat diajukan pada setiap hari
kerja sebelum ditempuh prosedur pabean;

¢. persetujuan atas permohonan lisensi impor yang lengkap dan benpar,
diberikan secepat mungkin dan selambat-lambatnya dalam jangka
waktu 10 {sepulah) hari kerja.

2. Lisensi Impor Non-Otomatis

Lisensi impor non-otomatis diatur dalam Artikel 3 (tiga) ILA. Lisensi import
non-otornatis adalah lisensi impor dimana aplikasinya tidak selalu disetujui. Seperti
hanya pada prosedur lisensi impor otomatis, prosedur lisensi impor non-otomatis
juga tidak boleh menimbulkan dampé.k tambahan yang imenghambat perdagangan
selain yang diakibatltan oleh penerapan kebijakan pembatasan impor. Prosedur
lisensi impor non-otomatis dimaksud juga tidak boleh menjadi beban administratif
bagi pemohon, selain yang memang mutlak diperlukan dalam rangka penerapan
kebijakan yang bersangkutan.'*®

Dalam hal ada persyaratan lisensi untuk twjuan di luar pelaksanaan
kebijaksanaan pembatzsan kuantitatif, maka informasi yang memadai harus
disebarluaskan agar negara anggota yang lain serta para pengusaha dapat
mengetahui alasan atau dasar pemberian dan/atau alokasi lisensi. Demikian pula bila
terdapat kemungkinan untuk mengajukan kekecualian dalam persyaratan lisensi,

maka informasinya harus disebarluaskan termasuk informasi bagaimana prosedur

7 Ibid., Artikel 2 (28) ILA. Lihat juga Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, op.
cit., hal. 225.

P87bid , hal. 226. Lilat Artikel 5 ILA.
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yang harus ditempuh untuk mengajukan kekecualian, dan bilamana mungkin juga
indikasi tentang kondisi di mauwa permintaan akan dipertimbangkan. Pada
prinsipnya, prosedur lisensi impor non-otomatis yang diterapkan harus transparan
bagi negara anggota WTOQ lainnya serta bagi para pengusaha. Terlebih bila prosedur
lisensi tersebut merupakan kebijaksanaan pembatasan perdagangan, informasi yang
menyangkut pemberian lisensi/alokasi, distribusi lisensi dan data lainnya yang
relevan harus disebarluaskan dikalangan negara pemasok.] 39
Lisensi impor non-otomalis dibvat untuk mengendalikan arus barang
masuk. Umumnya tindakan yang: diberlakukan sebagai pelaksanaan dari lisensi
irpor non-otomatis ini berbentuk kuota atau pembatasan kuantitatif {(guamtitive
restriction). Tindakan peinbatasan impor meialui alokasi kuantitatif ini diberlakukan
pemerintah antara lain melindungi *’halance of payment’’, melindungi produsen
dalam negeri yang menghasilkan produk sejenis dengan barang yang diimpor, dan
untuk mengendalikan impor bahan penolong yang bersifat multifungsi dan terdapat
potensi untuk disalahgunakan bagi tindakan yang membahayakan. Meskipun
pembatasan kuantitatif harus diterapkan secara bijaksana dan adil, serta harus
memperhatikan prinsip tanpa ada pengecualian (most favoured nations).'*®
Dalam hal ini persetujuan atas aplikasi yang diajukan tidak dapat diberikan,
maka pemohon, atas permintaan, harus diberikan penjelasan tentang alasan-alasan
penclakan. Di samping itz pemohon juga mempunyai hak untuk mengajukan
banding atau peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang
berlaku dinegara pengimpor. ILA menetapkan bahwa aplikasi harus diproses dalam
Jjangka waktu selambat-lambatnya 30 {tigapuluh) hari dengan basis **first come first
service’” dan 60 (enampuluh) hari bila sccara simultan. Jangka waktu tersebut boleh
dilampaui apabila memang terdapat hal-hal yang di luar kemampuan kendali

pemerintah.'*'

Prbid
'Y Widayanto, op. cit., hal. 14.

141 program Pasca Sarjana Universitas Indonesie, op. cit., hal. 228,
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3.2.4 Komite Lisensi Impor
Untuk kelancaran pelaksanaan ILA ini, maka dibentuk Komite Lisensi Impor

yang angpotanya terdiri dan wakil-wakil dan negara anggota. Komite ini akan

memberikan konsultasi untuk berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan

persetujuan ini.

Komite lisensi impor juga menammpung/menertma notifikasi yang wajib

disampaikan oleh negara-negara anggota dan notifikasi dimaksud harus memuat

informasi sebagai berikut:*?

1.
2.

A

o0

dafiar produk yang tekena prosedur lisensi;

tempat/kantor yang dapat dibhubungi untuk mendapatkan informasi
mengenai persyaratan-persyaratan;

lembaga administratif yang dapat dihubungi nntuk pengajuan aplikasi;
tanggal dan nama mediz di mana prosedur lisensi diterbitkan;

indikasi tentang prosedur lisensi, otomatis atau non-otomatis;
tujuan administratif, untak prosedur lisensi impor otomatis;

indikasi tentang tindakan yang dilaksanakan melalui prosedur lisensi
impor non-otomatis; dan

perkiraan jangka waktu prosedur lisensi atau alasan-alasannya bila
informasi tentlang jaugica wakin tersebut tidak dapat diberikan.

Berkenaan dengan peraturan perundang-undangan, maka negara-negara

anggota wajib menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam negerinya dengan

ketentuan ILA ini, selambat-lambatnya pada tanggal mulai berlakunya Persctujuan

WTO.

2 Ibid
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BAB IV
KEBIJAKAN TATA NIAGA IMPOR BERAS DI
INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN PERSETUJUAN
PROSEDUR PERIZINAN IMPOR BERDASARKAN GATT 1994

4.1  Kebijakan Tata Niaga Beras di Indonesia Dihubungkan dengan TLA

ILA dimaksudkan untuk menentukan aturan-aturan bagi para pemakai sistem
perizinan impor dan untuk meningkatkan transparansi. Persetujuan ini mengatur
mengenai prosedur-prosedur perizinan impor. Prosedur dimaksud mensyaratkan
pengajuan aplikasi atau dokumen lainnya kepada lembaga administatif yang
relevan, yang merupakan syarat untuk melaksanakan impor atau imemasukkan
barang ke dalam dacreh pabean negara pengimpor. Akan tetapi dalam pelaksanaan
prosedur administratif tersebut tidak: boleh menimbulkan hambatan bagi
perdagangan.

4.1.1 Ketentuan Umum dan Ruang Lingkup Perizinan Impor di dalam ILA

Di dalam Artikel 1 ILA dijelaskan bahwa perizinan impor berarti prosedur-
prosedur administratif yang digunakan untuk menjalankan perizinan impor yang
mewajibkan pengajuan permohonan atau dokurnentasi lain (kecuali yang diwajibkan
untuk keperluan bea dan cukai) kepada instansi administratif yang berwenang
sebagai pra-syarat untuk pengimporan ke dalam kawasan bea dan cukai Negara
pengimpor.'#?

Berdasarkan Artikel 1 ILA diatur bahwa ruang lingkup perizinan impor
adalah yang berkaitan dengan prosedur administratif yang digunakan uatuk
melaksanakan ketentuan mengenai perizinan impor. Perizinan impor yang

19 Artikel 1 Angka 1 ILA “Fmport licensing is defined as administrative procedures used
Jor the operation of import licencing regimes requiring the submission of an applicaticn or other
documeniation (other than that required for customs purposes) fo the relevant administrative body as
a prior condition for imporiat/fion into \he customs terriiory of the importing Member"'.
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mewajibkan pengajuan permohonan atau dokumentasi lain kepada instansi
administratif yang berwenang sebagai prasyarat untuk pengimporan.

Jika ruang lingkup ILA dikaitkan dengan tata niaga beras, di Indonesia saat
ini telah diatur mengenai kebijukan tata niaga impor beras yang berkaitan dengan
prosedur perizinan impor. Kebijakan tersebut antara lain:

1. Peraturen Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 12/M-
DAG/PER/4/2008 tentang Impor dan Ekspor Beras;

2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 45/M-DAG/PER/2009 tentang
Angka Pengenal Importir (API) dan perubahannye No. 17/M-
DAG/PER/3/2010; dan

3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 07/M-
DAG/PER/3/2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menperindag Nomor
141/MPP/Kep/3/2002 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK).
Dengan adanya kebijakan mengenai perizinan impor beras, maka setiap

importir beras terikat dan tunduk pada peraturan perundang-undangan tersebut
Ketiga peraturan tersebut mengatur mengenai prosedur impor yang harus dilakukan
dan dokumen administrasi yang harus dipenuhi ketika akan melakukan impor beras.

Impor beras yang diatur di dalam Permendag Nomor: 12/M-
DAG/PER/4/2008, terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. impor beras untuk keperluan stabilisasi harga, penanggulangan keadaan
bahaya, masyarakat miskin dan kerawanan pangan;

2. impor beras untuk keperluan tertentu, adalah pengadaan beras dari luar
negeri terkait dengan faktor keschatan (diefary), konsumsi khusus atau
segmen tertentu dan pengadaan benih; dan impor beras tertentu untuk
memenuhi kebutuhan bahan baku/penolong industri yang tidak atau belum
sepenuhnya dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri; dan

3. impor beras yang bersumber dari Hibah.
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Pembagian impor beras tersebut dapat digambarkan seperti di dalam skema di

bawah ini:

GARIS BESAR KETENTUAN IMPOR BERAS
BERDASARKAN PERMENDAG NO 12/M-DAG/PER/4/2008

KETENTUAN
b | IMPORBERAS
IMPORTASI UNTUK e

KEPERL.UAN STABILITAR HARGA, IMPORTAS
FENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT, IMPORT.ASIUNTUR nmummnwnc;am
MASYARAKAT MISKIN DAN KEPERLUAN TERTENTU

KERAWANAN PANGAN ‘//;7\)
z h

.
BERAS UN1TUK FEMENUHAN Urtuk mepdapatiom Perstiujem
[B:mummegLUmmsUw] [ TNDUSTR SERAGAI || 1pur, o
BAHAN BAKU/FENOLONG J| siea badan pereriniah mengajukan
L 1, ] permohonan tertulis kepada
Beres uniuk keperiuan & Menteri ¢q. Ditjen Dagin dengan
hanyn dapat dilaliksn ojetr | | Untni meudupation Untuk meodspsilon pergakunss || madampirkan: sentifikat hibah dari
Penm BULOG, Untuk Persetnjuan Impor perusahasn | | sebugni [P-Berns, porosaham instansifleminga di negara pemberi
mendspaiken Persctujuan harug mengafuken pamohoman | | heros mengajekan permohonm hibsh yang teish diketahnd olsh
mpor Perum BULOG tenss lertulis kepada Mentai cn. tertnliy kepada Menteri cq. eroakilam fi yersg berada di negar
mrengniuken permobonam Dirjen Dzglu dengim Ditjen Daghy dengan bexi Hibah, Sistribassi
teriutis kipda Menleri melrmprim- fitokopi APL-US | | melampiren; fotokopi APT-P/ : )
dengn melampirion APLT, NPIK, NPWE NIK dsn || APL-T, NPIK, NPWP, NIK || Y22 ik etalval menteri
fotokopt API-U, NPIK, rekoeminsi dari Digjen P2HI' || reko mudasi dari Dirjen LAK dan W‘:mm
NFWE, NIK. Perusshom serta surat pernystsm dari Dirjen P2HP serta surat ditonjuk dan rekomendas yang
impor setelah meodspackan | | balwa pemobon merzili yang menyatakan bubrwa dan pelabuhn tijum dari dirjen
porsaijum mpor dari kememprm Enarsia) yang peniobon memiliki kemampuen || P20p wmtuk keperuan sehin
kesepaicatan rapet Tem mtnk mendiinmg penerbitan perbe:ikan umtuk mendukomg badan/insitnsi yang ditnmuk okh
Koordinesi LiC. penerbitan L/C. pemerintsh unink penanggalmgmn
benczm,

Dari perbedaan impor beras berdasarkan klasifikasi di atas, prosedur
perizinan impor yang harus dipenuhi untuk mengimpor beras tersebut memiliki
persamaan dan perbedaan. Persamaan tersebut entzra lain bahwa importir beras
harus memiliki Angka Pengenal Importir Umum (API-U), Nomor Pengenal Importir
Khusus (NPIK Beras), NPWP, dan Nomor Identitas Kepabeanan (NIK). Akan tetapi
prosedur administrasi perizinan impor tersebut tidak berlaku bagi impor beras hibah
karena impomya dapat dilakukan tanpa harus memiliki API dan NPIK.
Perbedaannya adalah untuk impor beras untuk keperluan stabilisasi harge,
penanggulangan keadasn behaya, masyarakat miskin dan kerawanan pangan dan
impor beras hibah tidak harus menyertakan Angka Pengenal Importir Terbatas (API-
T). Berbeda halnya apabila akan mnelakukan impor beras untuk keperluan tertentu
yang terkait dengan faktor kesehatan (dietary), konsumsi kbusus atau segmen
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tertentu dan pengadaan benih; dan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku/penolong
industri yang tidak atau belum sepenuhnya dapat dipenuhi dari sumber Jalam negeri.
Prosedur administratif impor beras tersebut harus memiliki API-Terbatas.

Dalam Pasal 2 Permendag Nomor 45/M-DAG/PER/2009 tentang Angka
Pengenal Importir (API) disebutkan bahwa: “Impor hanya dapat dilakukan oleh
importir yang memiliki API”. Dengan ketentuan pasal tersebut terlihat jelas bahwa
API merupakan dokumen yang harus dimiliki oleh importir.

Dalam Pasal 1 Permendag No. 07/M-DAG/PER/3/2008 tentang Perubahan
Atas Keputusan Menperindag Nomor 141/MPP/Kep/3/2002 tentang Nomor
Pengenal Importir Khusus (NPIK), disebutkan bahwa:

“Nomor Pengenal importir Khusus disingkat NPIK adalah tanda pengenal
sebagai importir khusus yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan
perdagangan impor barang tertentu™.'*

Berdasarkan ketentuan di atas jelas terlihat bahwa NPIK adalah salah satu
prosedur administratif yang harus dipenuhi sebagai prasyarat untuk melakukan
impor beras.

Dalam Permendag Nomor 12/M-DAG/PER/4/2008, dikenal juga perizinan
impor, yaitu TP (Importir Procdusen) yang ditujukan untuk beras yang dapat diimpor
untuk keperluan tertentu untuk memenuhi kebutuhan industri sebagai bahan
baku/penolong yang berasnya tidak atau belum sepenuhnya dihasilkan di dalam
negeri dan tidak untuk diperjualbelikan atau dipindahtangankan. Salah satu
persyaratan lain yang harus dipenuhi untuk mendapatkan IP adalah adanya
rekomendasi dari Direktur Jenderal Indusiri Agro dan Kimia (JAK) Departemen
Perindustrian dan Direktur Jenderal Penpolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian,
Departemen Pertanian. Selain IP, dikenat juga IT (Importir Terbatas) yang ditujukan
kepada perusahaan yang akan mengimpor beras untuk keperluan tertentu, yang akan
melakukan impor beras umtuk alasan kesehatan dan konsumsi khusus/segmen

¥ Berdasarkan Ksputusan Direktur Jenderal Perdagangan luar Negeri Nomor
05/DJPLN/KP/IIL2002 Tanggal 7 Maret 2002 tentang Jenis Barang Impor Tertentu Yang Wajib
Menggunakan NPIK, dalam lampiran ditetapkan barang impor yang wajib menggunakan WNPIK
antara lain: Jagung, Bemas, Kacang Kedelsi, Gula Tebu, Tekstil dan Produk Tekstil, Sepatu dan
Peralatan kaki lainnys, Elelironik dan komponennya,
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tertentu dan impor beras untuk rnemenuhi kebutuhan industri sebagai bahan
baku/penolong yang berasnya tidak atau belum sepenuhnya dihasilkan di dalam
negeri. Jadi ketika importir akan melakukan impor beras untuk keperluan tertentu,
importir beras tersebut harus mengajukan IP atau IT sebagai kelengkapan dokumen
impor yang menjadi bagian dari prosedur administrasi impor beras.'**

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tata niaga beras merupakan
termasuk salah satu kebijakan yang berhubungen dengan ILA, hal demikian karena
terdapat prosedur administratif yang harus dilalui oleh importir beras ketika akan
mengimpor beras. Dalam pengaturan tata niaga impor beras juga terdapat informasi
yang memadai agar importir mengetahui bagaimana jalan yang harus ditempuh
untuk mendapatkan perizinan. Aturan di dzlam tata niaga impor beras pun
memperketat peraturan-peraturan tentang pemberitahuan tentang prosedur-prosedur

perizinan impor.

4.1.2 Lembaga Administratif

Dalam ILA diatur mengenai lembapa administratif yang barus dihubungi
ofeh importir untuk mengajukan aplikasi. [LA juga mengharuskan setiap negara
anggota untuk melakukan debirokratisasi. Ketentuan menetapkan bahwa hanya satu
lembaga administratif yang menangani masalah pengajuan aplikasi perizinan impor,
bahkan jika memang sangat diperiukan (dan tidak dapat dihindari), persetujuan ini
menetapkan maksimal hanya 3 (tiga) lembaga administratif saja yang harus dilalui
daiam pengajuan perizinan impor.'4¢

Berdasarkan ketentuan ini, kebijakan impor beras yang dilakukan di
Indonesia, memiliki lembaga administrasi yang berwenang untuk memberikan izin

' Berdasarkan Pasal 5 dan 7 Permendsg Nomor 12M-DAG/PER/4/2008 tentang
Ketentuan impor dan Ekspor Beras, persysratan perizinan yang harus dipenuhi untuk impor beras
ferientu, antara lein: Importir Beras Tettentu wajib memiliki: API-T, API-P, NPIK-Berus,
Rekomendasi dari Dirjen P2HP, Kementerian Pertanian, dan Rekomendasi dari Rekomendasi dari
Dirjen JIAK Kementerian Perindustrien,

' Hal ini secara jelas diatur di dalam Artikel 1 (6) ILA. “dpplicants shall have 10
approach ornly one administrative body in connection with an application Where It is strictly
indispensable 1o approach more than one administrative body, applicants shall not need to approach
more than three administrative bodies”.
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impor beras. Sebelum diterbitkannya izin impor beras, importir harus memenuhi
persyaratan administratif terlebih dahulu. Terdapat beberapa persyaratan
administratif yang harus dimiliki oleh importir untuk memperoleh izin impor beras,
di antaranya importir harus memiliki API-U/API-T/API-P dan NPIK Beras.

Berdasarkan Permendag No.17/M-DAG/PER/3/2010 tentang Perubahan atas
Permendag Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 tentang API, kewenangan penerbitan
API-U dan API-P'¥ berada pade Menteri.'*® Berdasarkan Pasal 4 (2) Permendag
tersebut, Menteri Perdagangan mendelegasikan kewepangan penerbitan API-U
kepada Kepala Dinas Perdagangan Propinsi. Berkaitan dengan penerbitan API-P,
Menteri Perdagangan mendelegasikan kewenangan penerbitan API-P kepada:

1. Direktar Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan,
untuk badan usaha atau kontraktor di bidang energi, minyak, dan gas bumi
(Migas);

2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), untuk perusahaan
penanaman modal asing dan perusahaan penanaman modal dalam negeri;
dan

3. Kepalz Dinas Perdagangan Propinsi, selain bideng Migas dan Penanaman
Modal.

Dengan demikian, penerbitan APIFU dan API-P ditandatangani untuk dan
atas nama Menteri Perdagangan.

Berkaitan dengan impor beras, prosedur perizinan yang dipersyaratkan untuk
memperoleh API harus sesvai dengan yang telah diatur di dalam Permendag Ri
Nomor 17/M-DAG/PER/3/2010. Dalam ha! penerbitan API tersebut, dilakukan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau bentuk pelayanan lain yang pelaksanaannya
berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan Provinsi dan Direktorat Perdagangan Luar

7 Dalam Pasal 3 (1) Permendag Nomor 17/M-DAG/PER/3/2010, API terdiri atas API-U
dan API-P. Berdasarkan Pasal 27 (I) dinyatakan bahwa API-UJ dan API-P yang diterbitkan sebelum
diberlakukan Peraturan Menteri ini oleh Kepala Dinas Provinsi, wajib disesuaikan dengan Peraturan
menteri ini paling lama tenggal 31 Desember 2010.

148 Menteri yang dimaksud adaleb Merteri Perdagangan, sesuai dengan Pasal 1 angka (4)
Permendag Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009.
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Negeri Kementerian Perdagengan wntuk penerapan program aplikasi penerbitan
APLM :

Apabila importir telah memenuhi semua persyaratan berkaitan dengan izin
impor beras, maka atas permohonan terfulis dari importir, Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, atas nama Menteri
Perdagangan dapat menerbitkan atau menolak permohonan izin impor beras paling
lambat 5 (lima) hari ketja terhitung sejak permohonan diterima.'*®

Dengan demikian, dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa apabila
importir telah memenuhi persyaratan impor beras sebagaimana yang telah diatur di
dalam permendag Nomor 12/M-DAG/PER/4/2008 tentang Impor dan Ekspor Beras,
maka lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan izin impor beras adalah
Kementerian Perdagangan melalui Ketetapan Direktur Jenderal Perdagangan Luar
Negeri Kementerian Perdagangan untuk dan atas nama Menteri Perdagangan.

4.1.3 Objek Lisensi Impor

ILA mengatur mengenai prosedur pengajuan aplikasi, termasuk informasi
mengenai pihak yang berhak untuk mengajukan lisensi impor. Dalam persetujuan
dikatakan bahwa perorangan, lembaga atau perusahaan dapat mengaiuken aplikasi
perizinan impor.'*!

Dalam artikel 1 {(4) ILA terlihat jelas bahwa yang memiliki kewenangan
untuk memperoleh lisensi impor adalali orang, perusahaan, dan lembaga.
Berdasarkan Permendag Nomor 12/M-DAG/PER/4/2008, dikatakan bahwa importir

9 pasal 4 (a) ayat 3, Op., cit.

130 pasal 5 (4); Pasal 7 (5); dan Pasal 9 (3) Permendag RI Nomor 12/M-DAG/PER/2008
Tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras.

5! Artikel 1 (4) ILA, yuitu: “The rules ard all information concerning procedures for the
submission gf applications, including the eligibility of persens, firms and Institutions o make such
applications...”. Bryan A. Gamer, Black’s Law Dictionary (3th Ed.) (West Publishing: 1999) defines
"oerson” as: 1. 4 human being. 2. Ar entity (such as a corporation) that is recognized by law as
having the rights and duties of a human being: “firms” as: 1. The title under which one or more
persons conduct business jointly. 2. The association by which persons are united for business
purposes, traditionally, this term has reffered 1o a partnership as opposed 1o a company. But today
Jrequently trefers to a company; and ' insittutions” as: An established organization, esp. one of a
public character-also termed public institution.
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beras adalah perusahean yang melakukan kegiatan impor beras.'”? Berdasarkan
Permendag Nomor 07/M-DAG/PER/3/2008 tentang Nomor Pengenal Importir
Khusus (NPIK), dikatakan bahwa NPIK adalah tanda pengenal sebagai importir
khusus yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan impor
barang tertentu. Angka Pengenal Importic (Umum/Produsen/Khusus/Terbatas)
disingkat API (U/P/K/T) adalah tanda pengenal sebagai importir yang harus dimiliki
oleh setiap perusahaan yang melakukan perdagangan impor.'” Selanjutmya
dikatakan bahwa NPIK hanyn dapat diberikan kepada perusahaan yang ielah
memifiki Angka Pengenal Importir sesuai dengan bidang usahanya.'™

Dari penjelasan di atas, dapat dikefahui bahwa yang berhak untuk
mengajukan impor beras adalah perusahaan'®® (selain untuk impor beras yang
bersumber dari hibah). Akan tetapi impor beras yang bersumber dari hibah, hanya
dapat dilakukan oleh lembaga/organisasi sosial atau badan pemerintah, tanpa harus
memiliki API dan NPIK.'*® Dengan demikian dapat diketahui bahwa ketentuan
impor beras tidak memperbolehkan pevseorangan untuk melakukan impor. Larangan
ini dilakukan karena pemerintah saagat memperhatikan aspek sosial, sehingga
dikhawatirkan apabila perseorangan cliberikan kewenangan untuk mengimpor beras
maka akan menimbulkan kefidakamanan stok beras nasional, selain itu jika
perseorangan diberikan hak untuk mengimpor beras maka dikhawatirkan juga
perseorangan tersebut tidak mampu bertanggungjawab terhadap pelaksanaan
impomnya dan lebih mengutamakaa kepentingan pribadinya semata, yang pada

52 Op., cif, Pasal | ayat 5.

19 permendag Nomor 07/M-DAG/PER/3/2008 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus
{NPIK}, Pasal I ayat {2).

154 Ibid., Pasal 4 ayal(1).

155 Dalam Pasal 1 huruf (b) Undang-Uncang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar
Perusahaan ditentukan Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha
yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan delam wilayah
negara Indonesia dengan tujuan mempercich kentungan Jan atan laba. Dalam Permendag RI Nomor
12/M-DAG/PER/4/2008, tidak discbutkan secary tegas apgkah perusahsan yang dimaksud adalah
perusahaan berbadan hukum atau bukan bedan hukum, Berdasarkan wawancara denmgan Pejabat
Direktorat Impor Kemenlerian Perdapangan yang menangani maesalah beras, perusahzan yang
dimaksud adalah perusahaan yang bexbaden usaha, baik jtu berbadan hukum, misalnya Persergan
Terbaiss (PT), Badan Usaha Milik Negara, Yayasan, Koperasi, maupun yang bukan berbadan hukum,
seperti CV.

1% Ibid., Pasal 8 ayat {2)
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akhirmnya akan mengabaikan aspek kepentingan masyaralat umum yang lebih luas
(aspek sosial).

Beras merupakan komoditas strategis sebagai bahan pangan bagi masyarakat
Indonesia, sehingga pengendalian persediaan beras harus tferkontrol dan menjadi
sangat penting untuk ketahanan pangan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan
petani beras, kepentingan konsumen serta menciptakan stabilitas ekonomi nasional.
Dengan demikianjika. perseorangan diberikan kewenangan dalam mengimpor beras
maka tujuan di atas tidak akan terwujud.

Dimungkinkannya subjek hukum pecseorangan di dalam ILA sangat
menunjukkan bahwa ILA. dibuat sebagai sarana untuk mendorong tercapainya
perdagangan bebas dan menghilangkan hambatan dalam perdagangan internasional.

4.1.4 Aspek Netral dalam pelakssinaan mekanisme lisensi impor

ILA menyatakan bahwa aturan-aturan mengenai prosedur lisensi impor
pelaksanaannya harus netral'®” dan diaedministrasikan secara adil dan seimbang.'*®

Kebijakan impor Indonesia meorupakan bagian dari kebijakan perdagangan
untuk memagari kepentingan nasional dari pengaruh masuknya barang-barang
impor negara lain. Memagari kepentingan nasional yang dimaksud adalah
memagari kepentingan nasional. Pembnatan peraturan dan Penetapan kebijakan
impor Indonesia dilakukan berdasarkan afuran WTO yang antara lain berdasarkan
Artikel XX (General Exceptions), Artikel XX (Security Exceptions) GATT 1994.

Kebijakan impor beras di indonesia dilandasi oleh semangat perlindungan
terhadap ketahanan pangan, peningkatan pendapatan dan kesejahterasn petani
beras, kepentingan konsumen serta menciptakan stabilitas ekonomi nasional. Hal

137 yang dimaksud dengsn netral dalam ILA adalsh bahwa peraturan mengenai prosedur
lisensi impor dalem pelaksansannya tidak boleh bersifat diskriminasi, artinya setiap individu,
perusahaan, den lembega diberiken kesempatan dan hak yang sama untuk memperoleh perizinan
impor. Dengan demikian, LA dalam pengaturannys tidak boleh memberikan kemudshan hanya
kepada individu, perusshaan, atau lembaga saje, ateu tidak boleh membeds-bedakan diantera satu
sama lain.

158 11al inj distur dalam Artikel 1 (3) ILA, ysitw: “The rufes for import licensing procedures
shall be neutral in application end administered in a fair and equitable manner”.
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tersebut sesuai dengan konsideran yang terdapat di dalam Permendag Nomor 12/M-
DAG/PER/4/2008.

Dalam batang tubuh Permendag tersebut diatur juga mengenai prosedur
perizinan impor beras. Berkaitan dengan perizinan impor beras yang hanya
diberikan kepada Perum Bulog'” untuk keperluan stabilisasi harga,
penangpulangan keedaan bahaya, rpasyarakat miskin dan kerawanan pangan.
Dengan demikian terdapat hak monopoli dalam hal importir beras untuk keperluan
di atas. Hak istimewa yang diberikan oleh Pemerintah hanya kepada Bulog ini
harus mendapatkan perhatian yapg serius dan harus adanya pengawasan yang
sungguh-supgguh dari pemerintah karenma dikhawatirkan keistimewaan yang
diberikan ini akan menimbulkan penyimpangan.

" 4.1.5 Peran Bulog sebagai lembaga stabilisator pangan

Kebijakan pemerintah yang terkait dan menggambarkan perubahan peran
Bulog adalah sebagai berikut:'® melalui Keppres RI No. 50/1995 Bulog ditugaskan
mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras, gula, tepung terigu, kedelai,
pakan, dan bahan pangan lainnya. Namun, seiring dengan perkembangan ekonomi
global, tugas pokok Bulog dipersempit melalni Keppres No. 45 / 1997 tanggal 1
November 1997 yaitu hanya mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras
dan gula. Selang beberapa bulan, szsuai Lol tanggal 15 Januari 1998, Bulog hanya
memonopoli beras saja. Liberalisasi beras mulai dilaksanakan seswai Keppres RI

% Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pendirian Perusshaan Umum (Perum) Bulog, menetapkan status hukum Bulog menjadi Perusahaan
Umum (Perum). Berdasarkan Pasal 6 PP Nomor 7 Tabun 2003, meksud didirikannya Perum Bulog
adalah: untuk menyelengparekan usaha logistik pangan pokok yang bermutu dan memadai bagi
pemenuhan hajat hidup orang banyak; cdalam hal terlentu melaksanekan tugas-tuges lertentu yang
diberikan Pemerintah dalam peogamanan harga pangan pokok, pengelolaan cadanpgan pangan
Pemerintah dan distribusi pangsn pokok kepada golongan masyarakat tertentu, khususnys pangan
pokok beres dan pangan pokok lainnva yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka ketabanan
pangan, Tujuan Bulog edalah turut serta membangun ekonomi nasional khususnya dalam rangka
pelaksanaan program pembangunan nasional 4i bidang pangan.

190 Sejarah Perum Bulog, dapat dickses melalui : http:/fwww.bulog.co id/seiarah_v2 php.
diakses Tanggal 14 Mei 2010.
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No. 19/1998 tanggal 21 Januari 1998 dan tugas pokok Bulog hanva mengelola
beras saja. Tugas pokok Bulog diperbaharui kembali melalui Keppres no. 29/2000
tanggal 26 Pebruari 2000 yaitu melaksanakan tugas umum pemerintahan dan
pembangunan di bidang manajemen logistik melalni pengelolaan persediaan,

distribusi, pengendalian harga beras dan usaha jasa logistik sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Bulog memiliki
fungsi sebagai berikut:®!

a.

&

© e Ao

penetapan kebijakan dan pembinaan di bidang manajemen logistik sesuai
kebijakan umum pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

perencanaan di bideng operasi, usaha jasa logistik, keuangan dan sumber
daya panusia;

penyelenggaraan kegiatan di bidang operasi;
penyelenggaraan kegiatan di bidang usaha jasa logistik;

pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia;

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas semua unsur di lingkungan Bulog;
pengelolaan sumber daya bagi terlaksananya tugas Bulog secara berdaya
guna dan berhasil guna.

Tugas tersebut tidak betjalan lama karena mulai 23 November 2000 keluar

Keppres No. 166/2000 dimana tugas pokoknya melaksanakan tugas pemerintah
bidang manajemen logistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Berdasarkan Keppres No. 166/2000, dalam melaksanakan tugasnya,
Bulog menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:"®*

a.

pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang manajemen
logistik, pengadaan, peng:lolaan persediaan, dan distribusi beras serta
pengendalian hargaberas;

koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Bulog;

fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang
manajemen logistik pengadaan, pengelolaan persediaan, dan distribusi beras
serta pengendalian harga beras;

penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan adminisirast umum di bidang
perencanaan umurm, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian,
keuangan, kearsipan, hukum, persandian, pertengkapan, dan rumahtangga.

16 Berdasarkan Pasal 2 Keppres Nomor 29 Tahun 2000 tentang Bulog.

162 perdasarkan Pasel 40 Keppres Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
kewenangan, Susunan QOrganisasi, dan Tate Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.
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Dalam menyelenggarakan fungsinya , Bulog mempunyai kewenangan :
2. penyusunan rencana nasional secara makro di bidang nya;
b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara
makro;
¢. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku yaitu:

1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan terteotu di bidang manajemen
logistik, pengadaan, pengelolaan persediaan, dan distribusi beras serta
pengendalian hargaberas;

2) perumusan norma dan pengadaan, pengelolaan dan distribusi beras.

Akhirnya, Keppres No. 103/2001 tanggal 13 September 2001 mengatur

kembali tugas dan fungsi Bulog. Tugasnya melaksanakan tugas pemerintahan di
bidang manajemen logistik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,
dengan kedudukan sebagai lembnga pemerintah non departemen yang bertanggung
jawab langsung kepada Presiden.'®® Pada tanggal 20 Januari 2003 LPND Bulog
secara resmi berubah menjadi Perum'* Bulog berdasarkan Peraturan Pemerintah R1

No. 7 Tahun 2003 yang kemudian direvisi menjadi PP RI No. 61 Tahur 2003.

Sejak krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 timbul
tekanan yang sangat kuat agar peran pemerinteh dipangkas secara drastis sehingpa
semua kepentingan nasional termasvk pangan harus diserahkan sepenuhnya kepada
mekanisme pasar., Tekanan tersebut terutama mucul dari negara-negara maju
pemberi pinjaman khususnya AS dan lembaga keuangan internasional seperti IMF
dan World Bank. Dalam Lol yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan
IMF pada tahun 1998, secara khusus ditekankan perlunya perubahan status hukum
Bulog agar menjadi lembaga yang lebih efisien, transparan dan akuntabel.

Berkaitan dengan Lol, terdapat pokok-pokok kebijakan terkait BUMN yang
berhubungan dengan masalah pangan yaitu adanya monopoii Bulog yang terbatas
hanya untuk beras. Komoditas selain beras (gula, tepung terigu/.gandum, dan

199 Ibid,

1% Berdasarkan Pasat 1 (1) PP No. 7 Tahun 2003Perusahaan Umnum (Perum) BULOG yang
selanjutnys disebut Perusahaan adalsh Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, dimaua seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan
Negara yang dipisahkan den tidak terbagi atas saham.
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kedelai) yang sebelumnya menjadi monopoli Bulog diliberalisasikan.'®® Peranan
IMF dan Bank Dunia tidak mampu memperkecil jurang antara kaya dan miskin,
baik pada tataran global maupun nasional. Apabila Indonesia harus mengikuti
nasihat IMF, yang didapat bukan kepercayaan diri, kemakmuran, dan keadilan serta
kelestarian lingkungan tetapi pengurasan Sumber Daya Alam dan fransfer of asset
dari Indonesia ke negara-negara maju. Rakyat akan menjadi korban pertama.’

Bagaimanakah hal ini jika dilibat dari aspek keadilan, mengingat
kepentingan nasional termasvk pangan harus diserahkan sepenuhnya kepada
mekanisme pasar. Jika ditinjau dari sudut ckonomi Pancasila, Pancasila adalah
sebuah ideologi, yang telah disepakati sebagai landasan berbangsa dan bemegara.
Sebagaimana yang telah dirumusan di dalam Pancasila sila ke-5, Keadilan Sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia, maka pemerintah Indonesia harus berupaya untuk
mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat. Cita-cita ekonomi Pancasila adalah
perwujudan masyarakat yang berkeadilan sosial. Kebijakan ekonomi negara adalah
untuk mewujudkan keadilan sosial itu. Keadilan sosial adalah wujud vang dicita-
citakan, sehingga tercipta sebuah masyarakat yang adil dan makmur.'®” Untuk
mewujudkan keadilan sosial, cara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia telah
tertuang didalam batang tubbh UUD 1945, yang bertumpu pada Pasal 33 UUD
1945168

163 Sunarsip, Sisi Iain Pembayaran Utang ke IMF

https//wew bisnig.convseryletrage? pageid=127¢ dad=portal30&_schema=PORTAL.  Diakses
pada Tanggal 4 Juni 2010.

% Yosef Purnama Widyatmadjs, Kebargsaan dan Globalisasi dalam Diplomasi,
(Yogyakarta: Kanisius, 2005), hal. 71.

17 Sulastomo, Masth Relevankah Pancasila di Era Globalisasi ? (Tinjauan Aspek Ekonomi,

Harian Uraum PELITA Edisi Selass, 08 Juni 20190. hitp:/fwww.pelite.or id/baca php?id=10674.
Diakses Tanggnl 8 Juni 2010.

1% Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (sebelum perubahan), Pasal
33 menyaiakan:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargann.

2. Cabang-cabang produksi yang perting bagi negara dan yeng menguasai hajat hidup crang banyak
dikussaj oleh negara.

3. Bumi dan air dan kekayean alam yang terkandung di dalamnya dikuesai oleh negara dan
dipergunaken untuk sehesar-besar kemakmuran rakyat
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Menurut pendapat penulis, dari Pasal 33 ayat 2 dapat diketahui bahwa semua
cabang produksi yang menguasai hidup orang banyak (termasuk di bidang pangan)
dikuasai oleh negara. Hal ini berarti pemerintah tidak boleh menyerzhkan
kepentingan nasional di bidang pangan kepada mekanisme pasar sebagaimana
tuntutan liberalisasi perdagangan yang fclah disepakati dengan IMF. Bagaimana
mungkin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan terwujud, jika bidang-
bidang yang menguasai hidup banyak tidak berada dalam tanggung jawab
pemerintah. Dengan demikian, dengan membandingkan kebijakan ekonomi
sebagaimana terdapat dalam Pasal 33 UUD 1945 dan dengan kebijakan ekonomi
yang harus diterapkan di era globalisasi, sejauh apa keduanya dapat hidup saling
berdampingan. Inilah sebenarnya masalah pokok yang harus kita hadapi sebagai
bangsa, oleh karena globalisasi itu, dalam beberapa hal, sulit dihindari.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN),'® sifat usaha dari Perum
bulog adalah menyediakan pelayanan begi kemanfaatan umum dan sekaligus
memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolzan.'” Dalam menyediakan
pelayanan bagi kemanfaatar urum, Bulog menyelenggarakan usaha logistik
pangan pokok yang bermutu dan memedai bagi pemenuban hajat hidup orang
banyak; dan melaksanakan melaksanakan higas-tugas tertentu yang diberikan
Pemerintah dalem pengamanan harga pangan pokok, pengelolaan cadangan pangan
Pemerintah dan distribusi pangan pokok kepada golongan masyarakat tertentu,
khususnya pangan pokok beras dan pangan pokok lainnya yang ditetapkan oleh
Pemerintah dalam rangka ketabanan pangan.'”' Dalam memupuk keuntungan

1% Berdasarkan Pasal 1 (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), adaleh badan usgha vang seluruh atau sebegian besar modelnyn dimiliki oleh
pegara melalui penvertaan secara langsung yang berasal dari kekeynan negara yang dipisahkan.
Undsng-Undang ini membagi perusehaan negara menjadi 2 (dua) yaitu Perusahaan Perseroan
(Persero) dan Perusahpan Umumn (Perum). Berdasarkan Pasal 1 (2), Persero, adalah BUMN yang
berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51
% (lima puluh satu persen) sshamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamenya
mengejar keuntungan. Berdasarkan Pasal 1 (4). Perum, adalsh BUMN yang seluruh modalnya
dimiliki negara dan tidek terbagi stss saham, yang bertujuan untuk kemanfantan umum berups
penyediaen bamang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejer keuntungan
berdasarkan prinsip pengelolasn psrusahean.

130 1bid., Pasal 6 (1).
" 1bid., Pasal 6 (2 Y(a),(b).
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berdasarkan prinsip pengelolaan, Bulog juga inenyelenggarakan kegiatan usaha-
usaha logistik pangan pokok serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya
maksud dan tujuan perusahaan. Untuk mendukung pembiayasn kegiatan dalam
rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan, Bulog dapat melakukan kerjasama
usaha atau patungan (joinf venfure) dengan badan ussha lain, membentuk anak
perusahaan, dan melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain.'”

Dengan adanya perubahan status hukum Bulog menjadi Perum diharapkan
Bulog dapat lebih memperhatikan kepentingen publik dan pada akhirya peran
Bulog ini dapat mengarah para kesejahteraan rekyat Indonesia, Konsep keadilan
Indonesia adalah mengarah pada kesejahferaan rakyat Menurut Bung Hatta,
kesejahteraan/kemakmuran untuk rakyat jelas terauang dalam UUD 1945, yakni pada
pasal 33 di mana maksud kemalcmumﬁ itu ditujukan untuk semua orang bukan untuk
perorangan atau invidu. Sebab, dasar kemakmuran untuk rakyat telah ada di negara
kita, yaitu bersumber dari bumi, air dan kekayaan alam yang ada didalamnya. Bung
Hatta menegaskan bahwa pasal-pasal tentang perekonomian Indonesia dalam UUD
1945 adalah pasal tentang restnikturisasi ekonomi untuk mengatasi ketimpangan
struktur ekonomi di Indonesia. Ini scjalan dengan bunyi ayat (1) pasal 33 UUD 1945
yang menyebutkan “Ferekoromian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas
kekeluargaan.,” “Disusun” dalam konteks restrukturisasi ekonomi Hatta berarti
mengubah struktur ekonomi Kolonial menjadi ekonomi nasional, menghilangkan
subordinasi ekonomi dan menggantinya dengan demokrasi ekonomi. Jadi sistem
ekonomi yang tersurat dalam UUD 1945 secara ringkas dijabarkan sebagai
berikut:'”

a. sistem ekonomi Indonesia akan dibangun berdasarkan prinsip kedaulatan
rakyat;

b. sumber-sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk
kemakmuran seluruh rakyat;

172 1bid., Pasal 9

\B_ Lihat Mohammad Hatta, Penjabaran Pasal 33 Undang-Undong Dasar 1945, (Jakarta;

Mutiara, 1977), hal. 28. Lihat juga http./ekonomi.kompasiana.com/2006/10/27/kembali-menggugat-
yud-1945-dan-cita-cita-ekopomi-kerakyatan/. Diakses Tanggal 25 Mei 2010.
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c. sistem ekonomi dibangun berdasarkan pada usaha bersama dan bukan
berdasarkan kebebasan individu-individu pemilik modal (liberal
kapitalistik);

d. Cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup
orang banyak dikuasai oleh negara.

Berarti tidak satu pun rakyat Indonesia dibiarkan dalam kondisi tidak
sejahtera. Untuk dapat mewujudkannya maka peran negara dalam mengatur ekonomi
Indonesia tetap dibutuhkan termasuvk soal pangan. Pangan terlalu penting untuk
diserahkan kepada pasar global. Keadilan sosial ini memfokuskan diri pada perhatian
pada struktur masyarakat yang paling bawah dengan usaba mengangkat
kesejahteraan.

Berkaitan dengan keadilan, terdapat konsep keadilan yang dikemukakan oleh
Frank J. Garcia pada intinya mencoba memaparkan keadilan didalam hukum
perdagangan internasional, dimana Gareia menyebutican bahwa hukum perdagangan
internasional, harus dirumuskan untuk melindungi kesetaraan moral seluruh individu
yang terpengaruh olehnya. Konsep keadilan perdagangan Garcia, barus beroperasi
sedemikian rupa untuk kepentingan negara yang paling tidak diuntungkan. Hai
terakhir yang disebutkan oleh Garcia sebagai faktor yang harus ada didalam
perdagangan internasional yang adil adalah perdagangan internasional harus tidak
mengorbankan Hak Azasi Manusia atau perlindungan yamg efektif terhadap Hak
Azasi Manusia.'™

Tidak berbeda dengan Garcia, keadilan di Indonesia juga sangat
memperhatikan perlindungan terhadap Hak Azasi Manusia. Pengaturan mengenai
Hak Azasi Manusia telah diatur di datam UUD 1945.'7° Pancasila dan UUD 1945
juga memiliki tujuan yang pasti yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

dan bagaimana negara mempunyai kewajiban untuk membantu warga negara

' prenk J. Garcia, Building A Just Trade Order for A New Millenium, (George
Washington International Law Review, Vol. 33,2001), hal. 1016 -1062,

175 Indonesia, UUD 1945, Pengaturan mengenal Hak Azasi Manusia terdapat di dalam Bab
X A tentang Hak Aznsi Manusia Pasal 28A -28 J,

UNIVERSITAS INDONESIA

Tinjauan yuridis..., Noviyanti Vidya Nurmala, FH Ul, 2010.



79

meraihnya. UUD 1945'"® memberi ruang pada pemerintah untuk ikut campur dalan
ekonomi negara demi tercapainya cita-cita bersama Indonesia yaitu negara
kesejahteraan. Setiap warga negara harus mampu mencapai taraf kehidupan
ckonomi yang layak bagi marabat kemanusiaan, paling tidak menciptakan
kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk menggunakan halmya.

Berkaitan dengan pendapat Garcia yang menyebutkan bahwa hukum
perdagangan internasional, harus dirumuskan untuk melindungi kesetaraan moral
seluruh individu, maka dalam Pancasila terkandung dasar-dasar moral dan
kemanusiaan, cara~cara nasionalistik dan kerakyatan/demokratis, untuk mewujudkan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Inilah ajaran Ekonomi Pancasila. Sistem
Ekonomi Pancasila adaiah Sistem Ekonomi Pasar yang mengacu pada setiap sila
Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila memberikan pedoman penyusunan kebijakan-
kebijakan ekonomi yang tidnk sekedar efisicn, tetapi juga adil. Masyarakat bangsa
Indonesia yang akan Kite wujudkan adalah masyarakat yang adil dan makmur
berdasar Pancasila, masyarakat yang makmur dalam keadilan dan adil dalam

kemakmuran.!”’

Pasal 33 UUD 1945 (sebehun Perubahan) yang terdiri dari 3 (tiga) ayat
merupakan reformasi dalam sistem ekonomi, yaitu pembaruvan aturan main
berekonomi menjadi aturan main yang lebih menjamin keadilan ekonomi melalui
peningkatan pemerataan hasil-hasil pembavgunan. Jika kini orang menyebutnya
sebagai perekonomian yang bersifat kerakyatan, maka artinya sistem atau aturan
main berekonomi harus lebih demokratis dengan partisipasi penuh dari ekonomi

V1S pagal 33 ayat 2 dan 3 UUD [945 menyatakan: (2) “Cabang-cabang produksi yang
penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleb negara. (3) Bumi
dan air dan kekayasn alam yeng terkendung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
unfuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

"7 Mubyarto, Paradigma Kesejahteraan Rakyat Dalam Ekomomi Pancasila, Jumnal

Ekonomi Rakyat, Artikel - Th. I1 - No. 4 — Juli 2003, dalam hitp://www,.ekonomirakyat.org/edisi 16
Jartikel 3.htm. Diekses Tanggal 3 Juni 2010,
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rakyat. Inilah demokrasi ekonomi yang diamanatkan pasal 33 UUD 1945 dan
penjelasannya.'’®

Pasal 33 UUD 1945 yang terdiri atas 3 ayat, dan telah menjadi ideologi
ekonomi Indonesia, dirubah menjadi 5 ayat.'” Dipertahankannya 3 ayat lama pasal
33 ini memang sesuai dengan kehendak rakyat. Tetapi dengan penambahan ayat 4
menjadi rancu karena ayat baru ini merupakan hal teknis menyangkut pengelolaan
dan pelaksanaan kebijakan dan program-program pembangunan ekonomi. Pikiran di
belakang ayat baru ini adalah psham persaingan pasar bebas yang menghendaki
dicantumkannya ketentuan eksplisit sistem pasar bebas dalam UUD. Asas “efisiensi
berkeadilan™ dalam ayat 4 vang bamu ini sulit dijelaskan maksud dan tujuannya
karena menggabungkan 2 konsep yang jelas amat berbeda bahkan bertentangan.'*

Terkait dengan usulan penambahan Pasal 33 UUD 1945, kalangan ekonomi
menaruh perhatian pada norma-norma ckonomi kebangsaan. Mereka melihat ada
perubahan yang cukup fundamental pada sistem ekonomi Indonesia. Dari yang
bercorak sangat kental sosialisnya menjadi sistem ekonomi bernuasa kapitalistik.
Sistem sosialistik itw, bisa dilihat dengan adanya pengaturan tentang sistem
perekonomian (Pasal 33 sebelum Perubahan) dan kesejahteraan sosial (Pasal 34).
Pencantuman ketentuan mengenai tata sosial dan tata ekonomi dalam naskah
konstitusi ini adalah salah satu ciri khas dalam konstitusi negara-negara yang

'™ Mubyarto, Dari [imu Berkompettsi ke ifmu Berekonomi, Jumal Ekonomi Rakyat, Artikel
- Th, I - No. 4 - Juli 2003. Dapat Ji akses di hitprwww ekonomirakyat.orgledisi_16/artikel 5 him.
Diakses Tenggal 3 Juni 2010.

'Y Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesi 1945, Pasal 33 berbunyi sebagai
berikut:
1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas ases kekeluargaan.

1. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang
banyak dikuasei oleh negara,

3. Pumi dan air dan kekayean alam yang terkandung di dalemnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rekyat.

4. Perckonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilar, berkelanjutan, berwawesan lingkungan, kemandirien,
serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuen ekonomi nasional.

5. Ketentuan lebih lanjut inengenai pelaksanasn pasal ini diatur dalem undang-undang.
180 Nubyarto, Dari Ilmu Berkompetisi ke Ilmu Berekonomi, op., cit.
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bercorak sosialistik. Pergeseran sistem elcopomi tersebut, dari sosialis ke kapitalis,
ditandai dengan pencantuman asas efisiensi dalam sistem perekonomian. Asas ini
tercantum pada Pasal 33 ayat (4) UUD 1945,'!

4.1.6 Lisensi Impor Otomatis Terhadap Beras

ILA mengenal dua jenis kebijakan lisensi impor, yaitu lisensi impor otomatis
dan lisensi impor non otomatis.'*?

Secar umum, lisensi impor otomatis adalah lisensi impor yang aplikasinya
pasti disetujui dalam kasus apapun. Prosedur lisensi impor otomatis tidak boleh
diterapkan sedemikian rupa sehingga menjadi hambatan perdagangan. Dengan
demikian setiap permohonan terhadap perizinan impor harus diperlakukan sama
karepa apabila tidak akan menfadi sebuah batasan.

Dalam konteks ini, lisensi impor yang berlaku di Indonesia yang dapat
dikategorikan ke dalam lisensi impor otomatis adalah lisensi/perizinan dasar,'®
yaitu perizinan yang dipersyaratkan kepada pengusaha untuk mempercleh
pengakuan sebagai importir (angka pengeanal importit/ API). Perizinan dasar tersebut
antara lain adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan
(TDP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Berdasarkan kriterianya, izin-izin
tersebut termasuk ke dslam perizinan impor otomatis, karena setiap permohonan
yang diajukan untuk mendapatkan izin-izin tersebut pasti disetujui.

81 Diakses melalui: hitp://wynv.hmkumonline.com/berita/baca/mol18389/ada-perubahan-
paradigma-sistem-ckonomi-dalam-konstitus: , Ada Perubahan Paradigma Sistem Ekonomi dalam
Korstitusi , Pengakuan terhadap hak individu secara mutlak merupakan bentuk kapitalfsme [Kamis,
24 January 2008]. Di akses Tanggal 3 Juni 2010.

182 pugal 2 ILA, yaitu: “dufomatic impor? lcensing is defined as import licensing where
approval of the application is granied In alf cases, and which Is In accordance with the reqirements
of paragraph 2(a”).

183 ¥ erjasama Program Pascasarjana Ul dengan Departemen Perdagangan Rl, Laporan Akhir
Analisis Dampak Yuridis Ratifikasi Fincd Ast-Uruguay Round”, (Jakarta: Badan Penerbit Fakullas
Hukum Universitas Indonesia, 1995), hul. 241. Perizinan impor yang berlaku di Indonesie dapat
dikategorikan dalam: 1. Perizinan dasar, yaitu perizinan yang dipersyaratkan kepada pengusaha untuk
memperoleh pengakuan sebagai importir. Perizinan dasar tersebut antara lain: SIUP, TDP, dan
NPWP. Berdasarkan kriteria ILA, izin tersebut termasuk Automatic Import Licensing, karena setiap
permohonan yeng diajukan untuk mendapatkan izin-izin tersebut pasti disetujui. 2. Izin Operasi yaitu
izin yang harus dimiliki pengusahs untuk melakukan kegiatan impor, yang terdiri dari API-U, API-T,
API-P. Dilihat dari prosedumya izin-izin tersebut termasuk Non Automatic Licersing.
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_ Berkaitan dengan impor beras, impor beras tidak termasuk perizinan impor
otomatis, karena dalam hal impor beras ini terdapat beban administratif yang febih
yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin impor beras, terdapat beberapa
dokumen yang barus dipenuhi ketika suatu perusahasn akan mengimpor beras.
Beberapa contoh perizinan tersebut an‘ara lain: Angka Pengenal Importir Umum
(API-U), Nomor Pengenal Importicr Khusus Beras (NPI-K), Angka Pengenal
Importir Terbatas (API-T), dan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).

Dengan adanya syarat administratif yang lebih dalam hal perizinan ini,
dimaksudkan agar tidak semua perusahuan mendapatkan izin untuk mengimpor
beras. Hal ini dikhawatirkan jika setiap perusahaan diberikan izin untuk mengimpor
beras maka akan terjadi kelebihan impor dan dapat mengganggu persediaan beras
dalam negeri, yang pada akhimya akan menjatuhkan harga beras di dalam negeri.
Hal tersebut dapat merugikan para petani, sehingga keadilan tidak akan tercapai.

4.1.7 Lisensi Impor Non-Otomatis Terhadap Beras

Lisensi impor non-otomatis'®* adalah lisensi impor di mana aplikasinya tidak
selalu disetujui. Seperti hanya pada prosedur lisensi impor otomatis, prosedur lisensi
impor mon-otomatis juga tidak boleh menimbulkan dampak tambahan yang
menghambat perdagangan selain yang diakibatkan olch penerapan kebijakan
pembatasan impor. Prosedur lisensi impor non-otomatis dimaksud juga tidak boleh
menjadi beban administratif bagi pemohon, selain yang memang mutlak diperlukan
dalam rangka penerapan kebijakan yang bersangkutan.'®

Dalam konteks perizinan ini, perizinan irapor yang berlaku di Indonesia,
jenis perizinan yang dapat dikategorikan dalam perizinan non-ctomatis yaitu Izin
Operasi, yaitu izin yang harus dimiliki pengusaha untuk dapat melakukan kegiatan
impor terdiri dari Angka Pengenal Importir Imum (API-U), Angka Pengenal
Importir Terbatas (API-1), Nomor Pengenal Importir Khusus (NPI-K), Angka

1 artikel 3 (1) ILA.
185 Ibid , hal. 226. Lihat Artikel 3 ILA.
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Pengenal Importir Produsen (API-P). Dilihat dari prosedumya, syarat administrasi di -
atas termasuk lisensi impor non-otomatis karena tidak semua aplikasi mendapat

persetujuan,

Berkaitan dengan impor beras, bahwa kebijakan tata niaga beras menunjuk
Bulog'® sebagai importir beras untuk keperluan stabilisasi harga, penanggulangan
keadaan bahaya, masyarakat miskin dan kerawanan pangan dapat dikategorikan
sebagai lisensi impor non-otomatis. Selain itu, kebijakan tata niaga beras yang
membatasi importir untuk komoditi beras melalui mekanisme Importir Terbatas (IT)
untuk impor beras untuk keperluan tertentu, yakni pengadaan beras dari luar negeri
terkait dengan faktor kesehatan, konsumsi khusus atau segmen tertentu dan
pengadaan benih; dan impor beras tertentu untuk memenuhi kebutuhan bahan
baku/penoclong industri yang tidak atau belumy sepenuhnya dapat dipenuhi dari
sumber dalam negeri. Impor beras tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai

lisensi impor non-otomatis yang dimaksud dalam ILA.

4.1.8 Transparansi melalvi Notifikasi

7 Demi

Salah satu prinsip di dalam WTO adalah prinsip transparansi.’®
menjaga kesinambungan kebijakan WTQ, nepara anggota diwajibkan untuk
bersikap terbuka/ transparan terhadap kebijakan perdagangan yang diambil sehingga
mempermudab para pelaku usaha dalam membuat perencanaan dan mengambil
keputusan. Dengan adanya prinsip transparansi ini, maka WTO mewajibkan setiap

-188

anggotanya untuk melakukan notifikasi *° terhadap kebijakan perdagangan yang

diambil.

1% pasal 4 Permendag Nomor 12/M-DDAG/PI:R/4/2008 secara tegas menunjuk Perum Bulog
sebapgai perusahaan negara yang melaksanaksn impor beras untuk keperluan stabilisasi harga,
penanggulangan keadaan darurat, masyarakal miskin, dan kerawanan pangan.

197 Prinsip transparansi, yaitu perfakuen dan kebijekan yang dilakukan suatu negara harus
transparan ager diketahui oleh negara lain. Dapat dilihat di Wikipedia bahasa Indonesia
hitp:rid wilipedia org/wili/GA{T. Diakses Tanggal 25 Mei 2010.

188 Notifikasi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota WTO untuk
mengumumkan dan mempublikasitan setiap kebijakan, perundang-undengan, dan peraturan yang
menyengkut perdagangan yang akan diterapkan. Notifikasi ini dilakukan oleh setiap anggote WTO ke

UNIVERSITAS INDONESIA

Tinjauan yuridis..., Noviyanti Vidya Nurmala, FH Ul, 2010.



Indonesia sebagai anggota WTO tidak terlepas dari kewajiban tersebut.
Adapun yang dimaksud dengan notifikasi adalah bahwa setiap anggota wajib
memberitahukan ke Sekretariat WTO setiap tindakan, kebijakan serta peraturan
perundang-undangannya yang terkait atan berdampak terhadap akses
perdagangan.'®

Notifikasi merupakan bentuk publikasi segala ketentuan perdagangan yang
berlaku di negara yang menotifikasikannya. Kemanfaatan ini hanya dimiliki oleh
negara anggota WTO karena apabila terdapat snatu ketentuan yang tidak sejalan
dengan ketentuan apapun yang diatur WYTO, maka negara yang merasa dirugikan
dapat mencari klarifikasi, meminta penjelasan, atan menuntut agar peraturan yang
diberlakukan itu dicabut atau disesuaikan dengan ketentuan WTO.

Kegiatan notifikasi ini mencakup kewajiban untuk menyampaikan,
menyebarluaskan, mengumumkan dan memp.blikasikan setiap tindakan, kebijakan,
perundang-undangan, dan peraturan menyangkut perdagangan baik yang akan,
sedang, atau telah diterapkan dan atau diubah. Kewajiban melakukan notifikasi
tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan di Marrakesh mengenai
Decision on Notification Procedures.””® Meskipun demikian anggota WTO tidak
dapat dituntut atas notikasi yang dilakukan. Ketentuan notifikasi WTO secara umum

Sekretarial WTOQ. Notifikesi ini dilakukan berdasar subjek dan diatur menurul masing-masing jenis
kebijekan, namun demikian WTQ tidak dapat dituntut atas notifikasi yang dilakukan. Ketentuan
notifikasi secara umum diatur dalam Detision on Notifikation Procedures. The Legal Text. The Result
of The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, (Cambride: University Press, 2003).

1% Dijatur di dalam Arikel x GATT 19594 tentang Publication and Administration of Trade
Regulatios. Dalam Artikel X (1), disebutkan :» Laws, regulations, judicial decisions ond
administrative rulings of general application, made effective by any coniracting party, pertaining to
the classification or the valuation of products for customs purposes, or to rafes of duty, iaxes or other
charges, or to requirements, restrictions or prokibitions on imports or exports or on the transfer of
payments therefor, or affecting their sale, distribution, transporiation, insurance, warehousing
inspection, exhibition, processing, mixing or other use, shall be published promptly in such a manner
as to enable governments and traders fo become acquainted with them. Agreements affecting
international trade policy which are in force between the govermment or a governmenital agency of
any contracting party and the goverrment or governmental agency of any other coniracting party
shall also be published, The provisions of this paragraph shall not vequire any coniracting party io
disclose confidential informetion which would impede faw enforcement or atherwise be conirary io
the public interest or would prejudice the iegitimate commercial imterests of particular enferprises,
public or private”.

1 World Trade Orgarizution, The Legal Text. The Results of the Uruguay Round of
Muitilateral Trade Negoviations, Op., cit. hal. 388 - 380,
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diatur dalam Decision on Notifications Procedures WTO dan Article X of GATT
tentang Publication and Administration of Trade Regulation.

Dalam perjanjian kesepakatan kerjasama perdagangan internasional,
kebijakan impor suatu negara bersifat sangat sensitif karena mempunyai dampak
langsung kepada kelancaran akses pasar negara yang terikat pada perjanjian.
Keterikatan pada kerjasama perdagangan internasional ini telah menuntut agar
Indonesia bersikap transparan dalam pembuatan kebijakan impor. Pada saat yang
sama, tuntutan transparansi juga datang dari pemangku kepentingan dalam pegeri
terutama importir. Oleh karena itu permenuhan kewajiban notifikasi sangat relevan
untuk memenuhi tuntutan transparansi.'®!

Terdapat 3 (tiga) ketentuan yang menjadi dasar hukum dari notifikasi
ketentuan tata niaga impor, yakni:'*?

1. Artikel VIII GATT. Dalam artikel ini ditetapkan aturan umum yang
mewajibkan setiap Anggota untuk membuat prosedur dan penetapan
formalitas perizinan impor atau ekspor secara sederhana dan seminimal
mungkin dalam pengurusan persyaratan dokumentasi yang harus dipenuhi.

2. GATT Artikel X tentang Publikasi dan Tertib Administrasi Regulasi
Perdagangan'®®. Dalarn hal ini Undang-Undang, regulasi, keputusan yang
berketetapan hukum, dan segala ketentuan umum yang wajib dipatuhi yang
dikeluarkan Pemerintah harus dipublikasikan. Selain itu setiap persetujuan
yang mempunyai dampak terhadap kebijakan perdagangan intemasional
yang berlaku antar Pemerintah atau dengan badan Pemerintah Negara
Anggota WTO lainnya atau aatar Pemerintah atau dengan badan Pemerintah
Negara bukan Anggota WTO juga harus dinotifikasikan.

3. Pasal-pasal Notifikasi Import Licensing Procedures WTO.

91 Sulistyo Widayanto, Deparlemen Perdagangan, Direktorat Jenderal kerjasama
Perdagangan Internasional, Notifikasi Kebijakan Tata Nioga Impor, (Jakarta: Departemen
Perdagangan, 2009), hal. 1.

192 Ibid,

190 Untuk keperluan keabsahan rijukan hukum agar melihat teks aslinya dalam Article X-
Publication and Administration of Trade Regwlations, dalam The Legal Text. The Result of the
Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, Op., cit , hal. 436.
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Ketentuan mengenai prosedur dan tata caré notifikasi WTO juga terdapat di
dalam artikel-artikel dari ILA. Di dalam ILA, pembahasan mengenai notifikasi
diatur di dalam beberapa artikel, antara lain: Artikel 1.4 (a) ILA:'®* Artikel 3.3
ILA;" Artikel 5 ILA ;' Artikel 7.3.°%7

'* The rules and all information concerning procedures for the submission of applications,
including the eligibility of persons, firms and institutions to make such applications, the
administrative body(ies) to be upproached, and the lists of products subject to the licensing
requirement shall be published, in the sowces rotified to the Committee on Import Licensing
provided for in Articie 4 (referred fo in this Agreement as "the Committee"), in such a manner as 1o
enable government and traders to become acquainted with them.

"% In the case of licensing requirements for purposes other than the implementation of
quaniitative restrictions, Members shall pubilsh sufficient information for other Members and
fraders io know the basis for granting end/or allocating licences.

1% I Members which institute licensing procedures or changes in these procedures shall
notify the Committee of such within 60 days of publication.

2. Notifications of the institution of imgort {icensing procedures shall include the
. Jollowing information:

{a) list of products subject o licensing procedures;

(8) contact point for information on eligibifity;

(c) administrative body(ies) for submission of applications;

(d) date and name of publication where licensing procediires are published;

{e) indication of whether the licensing procedure is automatic or non-automatic according
to definitions contained in Articles 2 and 3;

D in the case of automaiic impiort licensing procedures, their administrative purpose;

(g} in the case of non-gulomatic import licensing procedures, indication of the measure
being implemented through the licensing procedure; and

th) expected duration of the licensing procedure if this can be estimated with some
probability, and if not, reason wky this information cannot be provided

3. Notifications of changes in import licensing procedures shall indicate the elements
meniioned above, if changes in such occur.

4. Members shall notify the Committee of the publication(s) in which the information
required in paragraph 4 of Article 1 will be pudlished

3.Any interested Member which considers that another Member has notl notified the
institution of a licensing procedure or chonges therein in gccordance with the provisions of
paragraphs | through 3 may bring the matter fo the attention of such other Member. If notification
is not made prompily thereafier, sucit Member may iiself notify the licensing procedure or changes
therein, including alf relevant and available information.

7 Members undertake to complete the anmual guestionnaire on import licensing
procedures promptly and in full.
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Dalam artikel-artikel tersebut sangat jelas terlihat bahwa setiap negara
anggota memiliki kewajiban melakukan publikasi terhadap semua kebijakan

perizinan impor dan prosedur perizinan impornya.

Artikel 5 ILA, selain mengatur mengenai komite lisensi impor juga
mengatur lebih jelas mengenai kewajiban notifikasi yang harus dilakukan oleh
negara anggotanya terhadap kebijakan perizinan impor yang diterapkan dan setiap
perubahannya kepada komite. Hal terpenting yang harus tercakup di dalam
notifikasi adalah: kebijakan domestik yang terkait dengan perdagangan; undang-
undang, prosedur, mekanisme, segala persyaratan yang harus dipenulii, tata cara
memperoleh perizinan dan regulasi-regulasi terkait lainnya. Segala bentuk
kebijakan yang mempengaruhi perdagangan nasional juga perlu dinotifikasikan

Berdasar ketentuan WTO, setiap negara anggota harus menunjuk salah satu
badan, lembaga, atau unit yang diberi kewenangan untuk menyampaikan notifikasi
sesuai Artikel X GATT 1994 ayat 3 dan berbagai pasal notifikasi di beberapa
agreement. Lembaga yang ditunjuk pemerintah ini dapat langsung melakukan
notifikasi ke Sekretariat WTO atau ke unit di WTO tempat tujuan notifikasi.
Otoritas yang telah ditunjuk oleh pemerintah Indonesia untuk melakukan dan
bertangpung jawab atas masalah notifikasi yakni Direktur Jenderal Kerjasama
Perdagangan Internasional (KPI), Kementerian Perdagangan bertanggung jawab
mengkoordinasikan, mengingatkan kepada instansi terkait, dan menanggapi hal-hal
yang menyangkut pemenuhan kewajiban notifikasi. Ditien KPI atas pama
Kementerian Perdagangan ini menjadi sumber informasi nasional mengenai
ketentuan tentang kewajiban notifikasi. Apabila svatu negara telah menerapkan
tindakan atau peraturann perdagangan namun tidak dinotifikasikan, maka negara
tersebut akan menghadapi konsekuensi kelemahan pembelaan hukum. Apabila
terjadi suatu sengketa atas penerapan kebijakan perdagangan, maka negara yang
bersangkutan tidak dapat membela kebijakannya karena kebijakan dimaksud tidak
dinotifikasikan.'*

198 Artikel X(1) Publication and Adminisiration of Trade Regulations, dalam The Legal
Text. The Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, {(Cambridge University
Press, 2003), hal. 436. Lihat juga: Departemen Perdsgangan, Buletin Kerjasama Perdagangan
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Berkaitan dengan tata niaga impor beras, beras merupakan salah satu
komoditi yang telah dinotifikasikan di WTO.!'” Notifikasi komoditi beras di
Indonesia secara resmi sudah termuat dalam dokumen WTO No. G/LIC/N/3/IDN/4
tanggal 23 Februari 2010.

4.1.9 Pengecualian ILA

Artiketl 1 (10) TLA™ menyatakan bahwa berhubungan dengan pengecualian
demi keamanan, ketentuan artikel XXT GATT 1994 berlaku. Dari artikel XXI GATT
1994 dapat diketahui bahwa ILA hanya dapat dikecualiken jika sesuai dengan
kondisi-kondisi yang berkaitan dengan kemanan suatu negara, dan untuk
memberikan perlindungan yang berkaitan dengan kepentingan keamanan suatu

negara. Menurut Peter Van Den Bossahe,2"!

artikel XXI juga memiliki kepentingan,
di mana dalam keadnan tertentu, anggota WTO dapat mengambil tindakan
pembatasan perdagangan, batk secara sepihak maupun multilateral, untuk melawan
Anggota lain, yang bertujuan untulk keamanan dan perdamaian nasional maupun
internasionel. Tindakan tersebut dapat diambil dengan alasan yang dapat dibenarkan

sesuai dengan artikel XXI. Menurut Van Den Bossce,’” keamanan nasional

Internasional, Sulistyo Widayanto, Notifikesi WTO Perlu Penangarnan Serius (Tinjauan Kerjasama
Perdagangan Multifateral, hal. 4.

1% Notifikasi terhaaap 10 (sepuluh) komoditi impor dan secara resmi sudah termuat dalam
dokumen WTO No. G/LIC/N//IDN/4 tanggal 23 Februari 2010, yaitu: a. Minuman beralkohol; b.
Nitrocelluse (NC); ¢. Prekursor; d. Cakram Optik; €. Beras; f. Gula Kristal Putih (GKP); g. Garam
Konsumsi; h. Intan Kasar; i. Tekstil dan Produk Tekstil {TPT); j. Mesin berwarna multi fungsi, mesin
foto kopi berwarna dan printer berwarna.

M artikel 1 (10) ILA dinyatakan: “With regard (o securify exceptions, the provisions of
Article XXI of GATT 1994 apply”.

! peter Van Den Bossche, op., cit, bal. 664. “ Article XX1 is not without importance. WTQ
member do, on occasion, take trade-restrici measures, either unilateralfy or multilaterally, agains
other Members as means to ackieve national or interrational security and peace. Member takings
such measures will seek jusiifications for these measures under Article XXT ™.

27 1bid., hel. 665. “ In imternaticnal relations, nationol security takes precedence over the
benefits of trade. This may be the case In three types of situations. First, States may consider if
necessary {0 resirict trade in order to protect sirategic domestic production capabilities from import
competition The judgement as to which production capabilities deserve to be qualified as
strategically importamt differs among courdries and Is, to a great extent, political. Defined broadly,
all industries equlpping the military, including for example boot mamfacturers, could be viewed as
being of strategic Imporiance. Secondly, Stetes may wish to udes irade sanction, as an instrument of
foreign policy, against other States who elther violate international faw or pursue policies considered
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menempati kedudukan yang lebih diutamakan atas manfaat perdagangan. Hal ini
dapat dilakukan dengan alasan yang memenuhi kriteria antzra lzin: pertama, negara
mungkin merasa perlu untuk membetasi perdagangan untuk melindungi kemampuan
strategis produksi dalam negeri dari persaingan impor. Penilaian untuk kemampuan
produksi yang layak uatuk memenuhi syarat sebagai strategis dan penting berbeda
antara negara dan, untuk sebagian besar, bersifat politik, industri militer, termasuk
bisa dilihat sebagai kepentingan strategis. Kedua, negara dapat menggunakan sanksi
dagang sebagai instrumen kebijakan luar negeri, terhadap negara lain yang juga
melanggar hukum internasional. Ketiga, negera mungkin ingin melarang ekspor
senjata atau produk militer lainnya yang digunakan untuk negara-negara yang tidak
memiliki hubungan persahabatan,

Miriam Pemberton dan Steven Staples”™ mengatakan harus ada sebuah
agenda untuk memaknai ulang atau dihapus sama sekali mengenai pengecualian
keamanan di dalam perjanjian ini. Dasar pemikirannya adalah karena organisasi
perdagangan dan pemerintah nasional harus mengakui bahwa keamanan nasional
tidak hanya didasarkan pada kekuatan militer, tetapi apa yang warga negara di
seluruh dunia mulai mendefinisikan “keamanan manusia™ ini termasuk didalamnya,
misalnya: pemerintahan yang baik, keamanan pangan, kesehatan, pendidikan dan
program sosial, standar lingkungan, dan perlindungan hak-hak pekerja.

Menurut United Nations Conference On Trade and Development
(UNCTAD),?® Security Exceptions, memperbolehkan anggotsnya untuk mengambil
tindakan untuk #ujuan keamanan, berdasarkan pengertian yang terdapat dalam
artikel XXI GATT. Artikel mengenai Securify Exceptions juga memberikan hak

to be unacceptable or undesirable. Thirdly, States may want lo prohibit the export of arms or other
product of military use to couniries with which they do not bave friendly relations.

2 Miriam Pemberton and Steven Staples, Szcurity Exception & Arms Trade (Washmgtom DC:
Foreign Pahcj.v In Focus, Aprit 1, 2000). hitp;//www fpif.org/articles/security_exception_arms_trade.
Menurutnya: "“The securily exceptions in trade agreemeris must be reimterpreted or removed
altogether. First, frade organizafions and national governments musi acknowledge that national
security is not simply based upon military power, but what the cltizens around the world are
beginning to define as “human security. " This includes for instance, good governance; food security;
the provislon of health, education and other social programs; emvirommental standards; and
profection of workers' rights. digkses Tanggal 12 Mel 2010,

™ prnited Nations Conference On Trade ana’ Development (UNCTAD), Disputes Setilement
World Trade Organization GATT 1994, (New York and Geneva: United Nations, 2003), hal. 69-70.
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kepada para Anggota untuk menolak pengungkapan informasi berdasarkan alasan
keamanan (Artiket XXi(a)), dan memberikan hak kepada Anggota untuk
mengambil tindakan, seperti embargo scpihak, sesuai dengan kriteria yang
tercantum dalam artikel XXI (c) ayat (i-iii). Artikel XXI (¢) mengizinkan para
Anggota untuk mengambil langkah-langkah keamanar yang mungkin
mempengaruhi hubungan perdagangan internasional berdasarkan Piagam
Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pemeliharaan perdamajan dan keamanan
internasional.

Keamanan Nasional Indonesia dirumuskan sebagai suatu rasa aman dan
damai dari bangsa Indonesia daulam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI). Cakupan konsep keamanar nasional Indonesia meliputi segala daya dan
upaya untuk menjaga dan memelihara rasa aman dan damai bangsa Indonesia terdiri
dari pertahanan negara, keamanan negara, keamanan publik dan keamanan
individu.®

Keamanan nasional merupakan perwujudan konsep keamanan secara
menyeluruh, yang memiliki empat dimensi: (1) dimensi pertahanan negara, (2)
dimensi stabilitas dalam negeri, (3) dimensi ketertiban publik, dan (4) dimensi
keamanan insani (human security). Secara teoritis empat dimensi keamanan ini,
mendefinisikan keamanan nasional sebagai upaya politik pemerintah yang bertujuan
unfuk menciptakan kondisi aman bagi ferselenggaranya pemerintahen dan
kehidupan berbangsa dan bernegara. sehingga mampu meraih kepentingan nasional
dari segala bentuk gangguan dan ancaman baik yang berasal dari dalam maupun luar
negeri.2%

Keamanan Nasional Indonesia, dapat didefinisikan sebagai: 1. Fungsi
pemerintahan pemerintahan yang diselenggarakan untuk menjamin tegaknya
kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, terfjaminnya keamanan dan kelangsungan
hidup bangsa dan negara, perikehidupan rakyat, masyarakat dan pemerintah yang

%5 peraturan Presiden (Perpres) No. 7 Tahun 2008 tentang Kebijekan Umum Pertahanan
Nagara dalam Lampiran poin 4.

25 Mufti Makaarim A dan S. Yunanto, Instifife for Defense Security and Peace Studies,
Kemananan Nasional, Seri 8 Penjelasan Singkat (Backgrounder), Edisi 6: 2008. Dapat diakses di
www.idsps.org. atan www.dcaf.ch/publication/hackgrounder.cfm. Diakses Tanggal 3 Juni 2010.
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berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dan 2. Kondisi keamanan yang berlaku
dalam ruang lingkup sebagian atau seluruh wilayah NKRI.

Secara konstitusional, Keamapan Nasional ditujukan untuk mencapai Tujuan
Nasional sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945 bahwa; *...negara
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan
ketertiban dunia.” Untuk mencapai tujuan nasional di sektor keamanan,
dikembangkan sistem keamanan nasional. Sayangnya, menurut para analis, sistem
periahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) yang masih dipakai
sebagai satu-satunya sistem keamanan dan dokirin pertahanan bersifat statis dan per-
manen. Padahal Sishankamrata harus dinamis den dapat memberikan ruang lingkup
bagi negara untuk mengembangkan strategi, kebijakan dan kemampuan pertahanan
negara yang memadei. Pemndekatan keamanan nasional tidak terfokus pada
pendekatan keamanan negara, karena negara sebagai aktor keamanan tidak hanya
memperhatikan isu keamanan tradisional yang mengancam kedaulatan politik dan
teritorial, tapi juga isu keamanan yang mengancam kehidupan warga negara. 2’

Deri pendapat di atas dapat diketahui bahwa artikel XXI GATT 1994,
ketentuan mengenai pengecualian ini sangatleh ketat, yaitu alasan keamanan dalam
dimensi pertahanan negara. Selain itu, pasal tersebut juga menimbuikan banyak
penafsiran, maksudnya adalah parameter yang digunakan tidak jelas, apakah
keamanan hanya dalam bidang politik, ataukah keamanan dalam bidang ekonomi
dan sosial termasuk di dalamnya. Dalam pengecualian tersebut tidak dijelaskan
apakah alasan ketahanan dalam bidang eckonomi, misalnya alasan
keamanan/ketahanan pangan merupakan termasuk juga pengecualian yang diatur di
dalam ILA ini.

Dengan demikian, ketentuan XXI GATT 1994 tidak memasukan alasan
ketahanan pangan sebagai pengecualian di dalam ketentuan “security exceptions”.

Pemerintah Indonesia perlu segera menyampaikan pandangan mengenai
definisi national security yang di dalam GATT 1994 mungkin dipandang dari sudut
pandang yang berbeda dengan negara maju. Bagi negara berkembang seperti

27 rbid,
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Indonesia, rakyat adalah hal pertama yang harus dilindungi. Komoditi sensitif yang
terkait dengan keamanan pangan nasional seperti beras perlu dilindungi agar
masyarakat tetap dapat menikmatinya (baik konsumen maupun petani).?%®

Berkaitan dengan beras sebagai komoditi ketahanan pangan, ketika
keamanan pangan tidek ada di tingkat WTO, maka yang seharusnya dilakukan
adalah Pemerintah Indonesia harus benar-benar memperhatikan penyediaan beras
scbagai komoditi yang strategis. Penyediaan pangan nasiopal harus mendapatkan
perhatian yang serius, dan jangan sampai terjadi pemerintah Indonesia memiliki
ketergantungan impor beras, yang pada akhirnya dapat mengganggu ketazhanan
pangan. Dalam tataran nacional, kemandirian pangan sangat dibutuhkan.

Selain berdasarkan artikel XXI tentang Security Exceptions, pembuatan
peraturan dan penetapan kebijakan impor Indonesia juga dilakukan berdasarkan
artikel XX** tentang General Exceptions.

% Departemen perdagangan, Notifikasi Kebijakan tata Niaga Impor, Op.,cit. hal. 12.

1% Artikel XX GATT: “Subject to the requirement that such measures are nol dpplied in a
manner which would consiita? a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between
countries where the same conditions prevall, or g disgulsed resiriction on irternational trade,
nothing in tids Agreement shall be consirued to prevent the adoption or emforcement by amy
contracting party of measures:

(@)  necessary fo protect public morals;
(8)  necessary to prolect human, animal or plant life or health;
(¢}  relating to the importations or exportations of goid or sitver;

(d)  necessary fo secure compliance with laws or regulations which are not inconsistent with the
provisions of this Agreement, including those relating fo customs enforcement, ihe
enforcement of monapolies operated under paragraph 4 of Article 1l and Article XVII, the
protection of patents, trade marks and copyrights, and the prevention of deceptive practices,

(e}  relating to the products of prison labour;
4] imposed for the protection of national treasures of artistic, historic or archaeological value;

(g) relating to the conservation of exhmustible natwral resources if such measures are made
effective in conjunction with restrictions on domestic production or consumption;

(%)  undzrtaken In pursuance of obligations wnder any intergovernmenial commodity agreement
which conforms to criteria submitted to the CONTRACTING PARTIES and not disapproved by
them or which is itself so submitted and not so disapproved;*

(1} involving restrictions on exporis of domestic materials necessary io ensure essertial quantities
of such materials fo a domestic processing indusiry during periods when the domestic price of
such materials is held below the world price as part of a governmertal stabilization plan;
Provided that such restrictions shall rot operate to increase the exporis of or the protection
afforded to such domestic industry, and shall not depart from the provisions of thls Agreement
relaing to non-discriminetion;
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Menurut Van Den Bossce,?' secara umum artikel XX berhubungan dan akan
dipakai oleh Anggota hanya ketika tindakan yang difakukan oleh Anggota tidak
sesuai dengan ketentuan GATT. Dalam hal ini, artikel XX digunakan untuk
membenarkan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan GATT. Akan tetapi,
tindakan tersebut harus memenuhi sesuai dengan persyaratan yang dibenarkan yang
tercantum di dalam artike] XX GATT. Namun demikian, ketentuan yang diberikan
artikel XX GATT bersifat terbatas dan harus memenuhi persyaratan yang secara
tegas di atur dalam ketentuan GATT lainnya.

Berdasarkan artikel X3{ GATT, pengecualian terhadap ketentvan umum dari
prinsip GATT memperkenankan Anggota untuk mengambil tindakan di bidang
perdagangan dalam rangka mengamarkan kesehatan manusis, hewan dan tumbuh-
tumbuhan, moral umum, kelestarian hutan, perdagangan barang pusaka dan emas,
dan lain-lain. Pengecualian lain yeng diatur adalah mengenai tindakan yang dapat
dilakukan oleh pemerintah dajam rangka memberikan perlindungan terhadap
industri datam negeri dan rencana stabilisasi pemerintah juga diatur di dalam Artikel
XX (i) GATT. Dengan demikian tindakan tersebut diperbolehkan berdasarkan
aturau GATT.

Berkaitan dengan komoditi beras, dengan pertimbangan penfingnya beras
secara ekonomi, pemerintah selalu berupaya ager ketersedisan beras mencukupi dan
terjangkau daya beli nya oleh masyarekat. Dalam pemenuhan akan kebutuhan beras
ini pemerintah selalu berusaha mengupayakan pengadaan dan produksi dalam
negeri. Pengalaman swasembada pangan pangan telah menyebabkan perekonomian
yang stabil, ketersedizan lapangan pekerjaan khususnya di pedesaan, dan tenfu
terciptanya ketahanan pangan. Akan tetapi pengalaman swasembada pangan tidak
berlangsung lama. Produksi beras dalam negeri terus merosot sehingga tidak dapat
mencukupi kebutuhan pangan nasional dengan jumlah penduduk yang terus
meningkat. Kondisi ini pun akhimya memaksa untuk melakukan pemenuhan pangan
nasional yang berasal dari pengadaan luar negeri (impor beras). Permasalahan yang
timbul dari impor beras ini adalah terdapatnya ketergantungan bangsa ini terhadap
beras dari negara lain. Impor ini memang dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan

210 v7an Den Bossce, Op., ¢if. hal. 617.
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pangan dari kekurangan produksi dalam negeri, serta untuk menyanggah stok
pangan nasional untuk berbagai alasan. Dalam rangka stabilitas ekonomi nasional,
meningkatkan pendapatan petani, peningkatan ketahsnan pangan, dan
pengembangan ekonomi pedesaan, maka pemerintah memandang perfu untuk
menetapkan kebijakan perberaszn.'' Berkaitan dengan kebijakan impor beras,
pemerintah menetapkan kebijakan impor beras secara terkendali dalam rangka
menjaga kepentingan petani dan konsumen. Impor beras dapat dilakukan, jika
ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi, untuk kepentingan memenuhi
cadangan beras pemerintah, dan/atau untuk menjaga stabilisasi harga dalam
ncgcri.212
Dengan demikian rencana pemerintai untuk melakukan stabilisasi
merupakan pengecualian yang dibenarkan berdasarkan ketentuan artikel XX GATT.
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, jika dikaitkan dengan
pokok-pokok pikiran yang terdapat di dalam ILA, kebijakan Indonesia yang
berkaitan dengan ketentuan impor beras sebagaimana yang tertuang di dafam
Permendag Nomor 12/M-DAG/PER/4/2008 telah sesuai dan tidak bertentangan
dengan ketentuan ILA yang di atur di dalum GATT 1994.

4.2  Kebijakan Impor Beras di Indonesia
4.2.1 Kebijakan Impor Indonesia

Kebijakan impor merupakar bagian dari kebijakan perdagangan yang
memagari kepentingan nasional dari berbagai pengaruh masuknya barang impor dari
negara lain. Dalam pelaksanaannya, kebijakan impor ini akan mengacu kepada
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Persetujuan
Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia yang memuat rambu-rambu yang
wajib dipatuhi oleh setiap negara anggota WTO dalam merumuskan dan
menerapkan kebijaksunaan perdagangan internasional termasuk kebijakan impor.
Memagari kepentingan nasional yang dimaksud adalah memagari kepentingan

21 Kebijakan Perberasan ini telah dituangkan didalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun
2009 Tentang Kebijakan Perberasan.
212 thid.
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nasional terhadap faktor-faktor kesehatan, keselamatan, keamanan, lingkungan
hidup dan moral bangsa.

4.2.1.1 Dasar Hukum Kebijakan Impor di Indonesia

Dasar rujukan hukum yang dipakai sebagai acuan pembuatan kebijakan di
bidang perdagangan luar negeri khususnya di bidang impor telah ditetapkan dalam
Pasal 3 ayat (1) dan (2) Keputusan Presiden No. 260 Tahun 1967 tentang Penegasan
Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan dalam Bidang Perdagangan Luar
Negeri.®® Yang dimaksud dengan tugas dan wewenang Menteri Perdagangan dalam
bidang impor adalah:

(1) Menetapkan daftar barang-bararg yang dapat di impor ke Indonesia;

(2) Membina dan membimbing aparat-aparat perdagangan impor sektor
usaha Negara maupun Swasta ke arah fungsinya yang positif dalam
membantu berhasilnya Program Pemerintah.

Kebijakan impor di Indonesia dimulai pada era tahun 1982, pada waktu itu
pemerintah mengatur mengenai keientuan umum di bidang impor melalui
Keputusan Menteri Perdagungan dznu Koperasi Nomor 28/KP/1/1982 yang teiah
beberapa kali dirubah dan ditambah, dan terakhir pada tanggal 9 Oktober 2009
diterbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 54/M-
DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor, isi dari Keputusan
ini menjelaskan antara lain:

1. Barang yang di impor harus dalam keadaan baru.

2. Impor hanya dapat dilakukan oleh importir yang memiliki Angka

Pengenal Importir (APE).

3. Terhadap impor barang tertentu dapat ditetapkan pengaturan impor
tersendiri, kecuali barang yang secara tegas dilarang untuk diimpor
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4, Pengaturan impor atas barang tertentu ditetapkan berdasarkan
pertimbangan dan dalam rangka:

a. perlindungan keamanan;

22 Jndonesia, Kepuvusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan
tanggung Jawab Menteri Perdagangan dalain Bidang Perdagangan Luar Negeri, Pasal 3 ayat (1) dan
(2).
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b. perlindungan kesclamatan konsumen;

c. perlindungan kesehetsn yang berkaitan dengan kehidupan manusia,
hewan dan turibuh-tumbuhan;

perlindungan lingkungan hidup;

perlindungan hek atas kekayaan intelektual;

perlindungan sosial, budaya dant moral masyarakat;

perlindungun kepentingan pembangunan ekonomi nasional lain,
termasuk upaya peningkatan taraf hidup petani-produsen, penciptaan
kondisi perdagangan dan pasar dalam negeri yang sehat, dan iklim
usaha yang kondusif; dan/atau

h. pelaksanaan ketentuan persturan perundang-undangan.

@ e oA

Keputusan lain yang menjadi dasar hukum kebijakan impor adalah
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 230/MPP/Kep/7/1997
mengenai Barang yang diatur tata niaga impornya. Kesepakatan Persetujuan WTO
dalam hal ini ILA juga menjadi acuan kerena telah diratifikasinya Ketentuan WTO
dalam Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1994 mengenai Pengesahan Organisasi
Perdagangan Dunia.

Kebijakan Nasional lainnya, antara lain Undang-Undang No.23/1997 tentang
Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 22/1997 tentang Narkotika, dan Undang-
Undang No. 8/1992 tentang Perlindungan Konsumen. Pembuatan peraturan dan
penetapan kebijakan impor Indonesia clilakukan dengan rujukan berdasarkan WTO
Rules: Artikel XX (General Exceptions), Artikel XXI (Security Exceptions), ILA,
Konvensi-konvensi internasional; dan Kebijakan Nasional terkait lainnya.
Perumusan kebijakan impor dilakukan melalui persiapan bahan pertimbangan
keputusan berupa masukan dari Stakeholders (swasta, LSM, anggota DPR dan
masyarakat umum) kemudian melakukan analisa dampak dari sebuah keputusan.”'*

4.2.1.2 Tantangan Pelaksanaan Mandat dalam Kebijakan Impor RI

Dalam pelaksanaannya, kebijakan impor RI sering mengundang pertanyaan
dari mitra dagang baik untuk sekedar permintean klarifikasi, penjelasan, atau
tuntutan agar kebijakan yang dibuat herus segera dicabut. Menghadapi masalah
seperti ini, pejabat Indonesia ditanhiv untuk mampu memberikan tanggapan tanpa

9 gulistyo Widayanto, Notifikasi Kebijatan Tata Niaga Impor, Op., cit, hal. 6-7.
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mengorbankan mandat untuk melindungi kepentingan nasional. Meskipun demikian,
seringkali kekurangpahaman Indonesia mengenai ILA menyebabkan pejabat
Indonesia mengalami kesulitan vntuk mananggapinya. Akibatnya, negara yang
mempertanyakan akan terus menerus mengejar jawaban dan dengan mencoba
mencocokan rujukan berdasar ILA. Tidak ada yang bisa memungkiri bahwa
kepentingan nasional harus diletakkan di atas segala-galanya termasuk dalam
pembuatan kebijakan impor. Masalah lain yang sering menimbulkan kendala di
bidang penerapan kebijakan impor adalah seringkalinya terjadi perubahan peraturan
impor. Hal yang sering ticak disadari cleh pejabat adalah rujukan dari pejabat yang
dianggap berwenang yang baru dan adanya perbedaan waktu untuk meiakukan
penyesuaian dari aturan lama seita pendistribusian aturan baru tersebut ke seluruh
wilayah Indonesia. Untuk mengatasi masalzh-masalah tersebut di atas terdapat
usulan untuk membentuk “export and import policy team™ yang dipimpin oleh
Menteri Keuangan dengan anggota Departemen Perdagangan, Departemen
Keuangan, Departemen Pertanian, Ditjen Bea den Cukai. Tim ini beranggotakan
pejabat pembuat kebijakan yang terkait dengan masalah impor. Meskipun demikian,

hingga seat ini usulan tersebut belum mendapat tanggapan.®'®

4.1.2.3 Kebijakan Impor Mitra Dagang sebagai Sumber Informasi

Kebijakan perizinan impor dalam kenyataannya tidak hanya dipakai sebagai
instrumen untuk melindungi indvsti dan pasar domestik, namun juga dapat
dimanfaatkan untuk memperluas, mengamankan, dan meningkatkan akses pasar
produk domestik di luar negeri. Indonesia dapat menggunakan Kebijakan perizinan
impor untuk membuka akses pasarnya. Cara terbaik untuk memanfaatkan ILA
adalah secara agresif mempelajari peraturan perizinan impor yang dimiliki oleh
negara lain melalui notifikasi yang mereka lakukan.?'®

Kebijakan umum impor dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan
atas barang yang belum dapat diperoleh dari sumber di dalam negeri baik untuk
keperiuan produksi industri nasional maupun konsumsi masyarakat. Selain itu

25 fhid.
216 Ibl’-d.
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kebijakan umum di bidang impor juga dibuat dalam rangka memberikan
perlindungan bagi kepentingan pembangunan ekomomi nasional dari pengaruh
negatif pasar global, peningkatan petani produsen sekaligus guna mendorong
terciptanya kondisi perdagangan dan pasar dalam negeri yang sehat serta iklim
usaha yang kondusif, sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan penataan
tertib impor dengan menyempurnakan kembali ketentuan-ketentuan di bidang impor
agar menjadi lebih traasparan, efektif dan efisien serta berkesinambungan.?"’

4.2.2 Kebijakan Impor Beras

Indonesia sejak menjadi anggota WTQ telah melaksanakan penyesuaian
berbagai peraturan kebijakan perdagangarnya menurut ketentuan WTO. Kebijakan
perdagangan yang menyangkut perizinan impor termasuk salah satu peraturan yang
harus merujuk pada ILA. Persetujuan ini mengharuskan setiap Anggota membuat
kebijakan impor sesederhana mungkin, transparan, proses cepat, dan terprediksi.

Berkaitan dengan impor beras yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia,
salah satu faktor yang mendorong dikeluarkannya izin impor beras oleh Pemerintah
Indonesia adalah kebijakan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Ketentuan untuk
mengimpor merupakan bagian dari upaye membuka akses pasar di setiap negara
anggota WTO. Selain mengikuti kebijakan WTO, impor beras juga merupakan
tekanan negara-negara lain, khususnya Vietnam dan Thailand yang sudah membuat
perjanjian dengan Indonesia.

Berkaitan dengan kebijakan impor beras terdapat beberapa kebijakan antara
lain:?'® pada era Presiden Habibie (1998) penerapan tarif impor nol persen sehingga
membanjimya beras impor. Di era Presiden Gusdur kebijakan tarif impor ditarik,
pemerintah menetapkan tarif impor beras scbesar 30 % akan tetapi disertai
kebijakan yang cukup kontroversial ketike pemerintah merubah jalur impor beras
dari jaler merah (beras impor ke Indonesia baik yang ditakukan oleh Bulog maupun
swasta harus melalui scleksi ketat dari volume dan kuantitas) berubah ke jalur hijau

U7 K onsiderans huruf ¢ Permendag Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan
Umum di Bidang Impor.

28 Khudori, WTO dan Petani Indonesia, httpy/fwww.republika.co.id/. Diakses Tangggl 25
Mei 2010.
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(tidak memerlukan seleksi ketat). Padahal Indonesia masih belum mampu
mengurangi masuknya beras impor, dan keberadaan beras illegal (selundupan).
Selain itu Perapan Bulog sebagai salah satu institusi pelaksana State Trading
Enterprise sebagai lembaga penyangga cadangan pangan dan penstabil harga beras

telah dilepaskan hak monopoli impornya di era Habibie.?"

Sistem perdagangan pertanian memainkan peranan sangat penting dalam
ketahanan pangan dunia, sebagai contoh masalah kekurangen pangan ataupun
kegagalan panen karena gangguan musim dan fainnya, akan dapat dipenuhi dari
perdagangan dunia. Dalam hal ini, impor pangan menjadi penting terhadap
ketahanan pangan, ada dua hal yang penting untuk dikaji:>"

I. kapasitas untuk mempertahankan impor pada tingkat yang dikehendaki,
dan

2. kepercayaan bahwa negara tersebut akan tctap akses impor, sebagai suatu
ketentuan minimum access opportunity.>

Setelah perdagangan bebas, Indonesia membuka pasar secara radikal, juga
mengurangi bantuan atau subsidi petaninya. Sedangkan peningkatan impor pangan
sendiri terus dirangsang antara lain oleh:*

1. kebutuhan dalam negeri yang amat besar;
2. harga di pasar internasional yang rendah;

1% penghapusan monopoli Bulog atas kegiatan impor sejumlah bahan pangan dan hak-hak
khusus sebagai STE dimulal pada 1993 melalui sejumlah Keppres dan Surat Keputusan
Menpurindag, Keputusan terakhir soal pencabutan hak Bulog sebagai STE beras dilakukan melalui
Keppres No. 19/1998 tanggal 21 Januari 1998, diikuti SK Menperindag No, 3%/MPP/Kep/19/1998
tertanggal 22 September 1998. Berdasarkan dokumen tersebut Sekretariat WTO mencabut hak Bulog
sebagai S1TE Beras pada 16 November 1998 scbagaimana tertnang delam dokumen WTO
No.G/STRA/4/IND. Bulog beralih status menjadi Perum (perusahasn umum) pada tapggal 13
Janueri 2003, Pemulihen status Bulog sebagai STE dnlam WTO dilakuken sesuni dengan dokumen
WTO M. G/STR/MN//IND dan G/STR/N/IND.

zzoD\=.1:Na.rn=rne::n Perdagangan R, WTO dan  Sistem  Perdagangan  Dunia,
wio.htm, diakses Tanggal 25 Mei 2010.

1 Kewsjiban kepada suatu negara untuk memberikan minimian access opportunity, yakai
kewajiban untuk membuke kesempainn bagi negara-negera mitranya dapat mengekspor ke negara
bersangkutan. Bagi Indonesia, dalam rangka mencapai swasembada beras dan membangun ketehanan
pangan, maka kewajiban memberil:an kesempatan minimian access yeng sebesar 70.000 ton pertahun
merupaken beban. Dan pada giliran Bulog scbagai State Trading Entity [Enterprise] (STE) herus
memenuhi kewajiban yang bersifat notifikasi. serta dalam kegiatan operasional untuk mengimpor
harus mengiluti ketentuan non-diskriminasi. HS. Kartadjoenena, GATT dan WTO, Sistem, Forum,
dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan, (Jakarta: Ul Press, 1996), hal. 243.

22 Giswono Yudo Husodo, Membangun Kemandirian di Bidang Pangan: Suatu Kebutuhan
Bagi Indonesia, http:www.ekonomirakyat.org/edisi_18/artikel 3htm, diakses Tanggal 13 April 2010.

UNIVERSITAS INDONESIA

Tinjauan yuridis..., Noviyanti Vidya Nurmala, FH Ul, 2010.



100

. produksi dalam negeri yang, tidak mencukupi;

adanya bantuan kredit impor dari negam eksportir; dan

kapasitas impor pangan sangat bergantung pada harga pangan dunia,
kuota impor atau “dibolehkan atau tidak” impor, dan nilai tukar serta
ketersediaan devisa.

@ obow

Perdagangan bebas merupakan ancaman bagi kelangsungan produk-produk
pertanian Indonesia apabila tidak dapat meningkatkan daya saingnya. Membanjimya
komoditi pertanian dari negara lain dengan harga yang relatif lebih murah dapat
menguntungkan konsumen tetapi dapat memberikan dempak yang negatif bagi
industri pertanian di dalam negeri. Upaya perbaikan secara menyeluruh untuk semua
aspek yang mendukung kegiatan usaha perfu dilakukan apabila tidak ingin menjadi
net importir bagi produk-produk pertanian, yang sesungguhnya dapat diusahakan di
dalam negeri.

Kebijakan pengadaaan pangan khususnya beras yang selama ini diterapkan
adatah bertujuan untuk menjamin kecukupan pasokan pangan yang dibutuhkan oleh
masyarakat, Pengadaan pangan tersebut dapat dipenuhi melalui produksi dan impor
produk pangan dari negara lain. Ketergantungan pangan terhadap impor akan
menciptakan kerentanan pangan nasion:l berkaitan dengan risiko dan ketidakpastian
penyediaan pangan dunia dan situasi pasar pangan intemasional. Salah satu hal
pokok yang memerjukan penanganan dengan seksama dalam kaitannya dengan
pelaksanaan impor adalah membatasi masuknya impor secara berlebihan yang dapat
berdampak negatif pada pembangunan pertanian dan indusirinya di dalam negeri
dan tidak melanggar aturan internasionsl yang telah disepakati.™

Globalisasi perdagangan yang melembaga di dalam WTOQO diragukan
keefektifitasnnya terutama menyangkut suatu keadaasn yang dilematis antara
liberalisasi dengan kepentingan nasional, seperti terjadi pada masalab perdagangan
internasional produk pangan. Di satu sisi kebijakan impor beras mengandung
semangat proteksionisme yaitu untuk mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan
pendapaten dan kesejahteraan petani, kepentingan konsumen serta menciptakan
stabilitas ekonomi nasional. Akan tetapi, di sisi lain, globalisasi perdagangan

™ Beddu Amang dan M.Husein Sawit, Kebijakan Beras dan Pangan Nasional, (Jakarta:
IPB Press, 1999), hal. 37.
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menuntut para anggotanya untuk membuka akses pasar dan menghilangakan segala
bentuk hambatan perdagangan. Inilah yang harus betul-betul diperhatikan oleh
Pemerintah di dalam membuat kebifakan impor beras. Hal yang paling penting
untuk diperhatikan adalah bagaimana menciptakan ketahanan pangan melalui
ketersediaan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan beragam serta tersebar di
seluruh wilayah Indonesia dan terjungkau oleh daya beli masyarakat. Yang harus
diantisipasi adalah jangan sampai terjadi ketahanan pangan kita berada pada kondisi
jebakan impor, yang menyebabkan sebagian besar kebutuhan pangan kita dipenuhi
impor, ataupun impor pangan kita sudah ada pada tahap mencemaskan.?*

Terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti yang terdapat
dalam Sila ke-5 Pancasila haruslah benar menjedi perhatian yang penting dan tujuan
akhir yang harus dicapai ketika pemerintah membuat kebijakan impor beras. Dengan
demikian harus adanya keharmonisan antara kepentingan dalam negeri di satu sisi
dan keharmonisan di dalam melaksanakan kewajiban dari keikutsertaan Indonesia
sebagai anggota WTO. Indonesia harus menyediakan pangan uvntuk memenuhi
kebutuhan dalam negeri sebagai prioritas yang utama. Menurut pendapat penulis,
fasilitas penyediaan pangan untuk memeauhi kebutuhan dasar masyarakat,
merupakan tanggung jawesb Pemeriniah sehingga Pemerintah memiliki kewajiban
untuk memenuhinya demi tercapainya kesehatan dan kesejahteraan rakyat
Indonesia. Demikian pula di dalam Undang-Undang Pangan Nomor 7 tahun 1996
tentang Ketahanan Pangan, dalama pasal 1 ayat 17 dikatakan bahwa ketahanan
pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari
tersedianya pangan yang cokup baik dalam jumlah, mutu, aman serta merata dan
terjangkau. Dengan demikian, pengertian ketahanan pangan dapat dikatakan sebagai
terpenvhinya kebutuhan gizi makanan setiap individu dalam jumlah dan mutu agar
dapat hidup sehat dan beraktivitas.

Angka impor yang terus meningkat untuk berbagai komoditas pangan,
disebabkan oleh kebutuhan yang meningkat karena populasi dan konsumsi perkapita
meningkat, dan produksi yang menurun, atau meningkat dengan kecepatan yang

24 1hid
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lebih kecil dari peningkatan kebutuhan. Pasar pangan kita yang sebenamya dapat
kita penuhi sendiri dan sekaligus menciptakan lapangan kerja, telah diambil oleh
produsen pangan lvar negeri. Fenomena peningkatan impor pangan tidak dapat
dilepaskan dari tata perdagangan dunia yang menguntungkan negara-negara maju.
Antara tahun 1998 sampai dengan 2002, Indonesia adatah importir terbesar beras
terbesar di dunia. Pada waktu itu, 14 (empat belas) persen dari seluruh beras yang
diperdagangken di dunia, diimpor oleh Indonesia. Keputusan politik untuk
membungun kemandirian pangan memerlukan kepercayaan diri, keberanian,
ketegasan, dan perencanasn yang matang yang dilaksanakan secara konsisten untuk

waktu yang lama.”?

Didalam suatu nepara berdaulat, salah satu persyaratan mutlak adalah harus
berdaulat di bidang pangan. Kedaulatzn pangan adalah hak negara dan bangsa yang
secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas
pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk
menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya
lokal Z® Pangan sepenuhnya diatur oleh suatu negara berdaulat, itulah yang disebut
politik pertanian (politik pangan) bagi suatu negara. Swasembada pangan tidak
cukup, ketahanan pangan belum cukup, tetapi suatu negara dapat secara leluasa,
tegas mengatur pangan uptuk kebutuhan masyarakatnya, diatur, dijamin oleh
undang-undang, direncanakan dengan baik, diatur pelaksanaannya dengan baik,
didistribusikan dengan baik, terjangkau dan dapat diakses oleh selumuh lapisan
masyarakat, menguntungkan produsen beras, tersedia dipelosok tanah air, dapat
tegas dan konsekuen m:njalankan kebijaksanaan pangan kita. Tentu dengan
memenuhi dan menyesuaikan kaidah bisnis dan aturan main internasional.”’

Kebijakan impor beras yang dapat mengatur impor beras di Indonesia
sebagai akibat proses globalisasi den liberalisasi perdagangan Internasional, di mana

2 Siswono Yudo Husodo, foc., cit. hal. 4.

% Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungen lshen Perianian Pangan Berkelanjutan,
1/ No. 41 Tahun 2009, LN Neo. 149 tahua 2009, TLN No. 5068, Pasal 1 Ayat 11.

21 Ja'far Hafsah, Pertanian dan Pangan, dolam Revitalisasi Pertanian dan Dialog
Peradaban, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), hal. 73,
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pada satu sisi telah mendorong keteroukaan pasar global yang semakin luas namun
pada sisi lainnya juga menimbulkan persaingan pasar yang semakin ketat, yang
membawa pengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan impor di Indonesia yang pada
akhimya bisa mengganggu kepentingan pembangunan ekonomi nasional. Kebijakan
impor beras yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pun harus benar-benar
memperhatikan aspek keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal demikian karena
adanya kewajiban untuk mewujudkan keadilan sosial sebagai tujuan bersama bangsa

Indonesia.

Keadilan sosial merupakan salah sat tujuan dari terbentuknya suatu
pemerintahan npegara Indonesia sebagaimana termaktub datam Alinea IV
Pembukaan UUD 1945. Hal ini diverjelas dalam kalimat terakhir dalam alinea
tersebut yaitu: “...serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia® yang merupakan sila kelima Pancasila sebagai sila asas negara
Indonesia. Selanjutnya penjabaran tentang pentingnya mewujudkan keadilan sosial
bisa dilihat pada Pasal 33 Ayat 4 Perubahan keempat dari UUD 1945 yang
menegaskan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas
demokrasi ekonomi...”. Selain itu, dalam Pasal 34 Ayat 2 Perubahan Keempat dari
UUD 1945 dikatakan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi
seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu
sesuai dengan mariabat kemanusiam?’. Meski pada kenyatannya sistem ekonomi
nasional belum mengalami proses demokratisasi ekonomi dan sistem jaminan sosial
belum dilaksanakan secara sempurma, pengakuan dalam UUD 1945 hasil perubahan
keempat pada 10 Agustus 2002 tersebut telah menjadi pedoman dalam
merealisasikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut pendapat penulis, yang kemudian menjadi pertanyaan adalah,
apakah bijaksana bagi produk yang sifatnya primer bergantung kepada impor.
Apalagi secara legalistik, pemerintah mengakui bahwa beras merupakan sembako,
schinpga ketersedinannya harus aman. Sebagai negara agraris dengan jumlah
penduduk yang sangat besar sekitar 230 juta pada tahun 2009 (menurut data BPS)
dan terus tumbuh per tahunnya, upaya permenuhan pangan di Indonesia merupakan
pekerjaan sangat serius. ladonesia merupakan peluang pasar bagi negara lain,
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apabila tidak dibatasi maka produk impor dapat merusak perckonomian Indonesia
secara keseluruhan. Ketergantungan yang berlebihan bagi pemenuhan kebutuhan
pokok dari impor dapat membahayakan, karena secara politis menjadi sangat rentan
mengganggu stabilitas nasional, dan berpotensi menggoyahkan kemandirian sebagai
bangsa. Di tengah perdagangan global yang semakin liberal dan dipenuhi
ketimpangan dominasi pasar oleh negara maju, makea kepentingan untuk melindingi
petani dan pertanian menjadi sangat penting, terutama sektor pangan. Menegakkan
kedaulatan pangan menjadi p:lar utama untuk menghadapi tekanan dan tantangan
kekuatan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah
tujuan bersama yang harus benar-benar dapat direalisasikan.

Kebijakan impor beras beras dilakukan mengingat beras merupakan
komoditas strategis sebagai bahan pangan bagi masyarakat Indonesia, sehingga
kegiatan produksi, penyedizan, pengadaan dan distribusi beras menjadi sangat
penting dalan rangka ketahanan pangan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan
petani beras maupun dalam rangka stabilitas kepentingan konsumsi masyarakat
umum. Kebijaksanaan utama dalam impor beras adalah bagaimana agar pemerintah
dapat menentukan waktu-waktu yang tepat untuk mengimpor beras. Jangan sampai
terjadi ketika waktu musim panen baik sebelum musim panen, saat musim panen,
dan beberapa bulan setelah musim panen, pemerintah melakukan impor beras. Jika
hal tersebut dilakukan maka akan raenimbulkan kerugian yang dialami oleh petani
di Indonesia. ;

Kebijakan impor beras seharusnya merupakan langkah terakhir sctelah
berbagai upaya pengershan potensi dalam negeri sudah optimal. Pemerintah
Indonesia dituntut untuk kritis dalam meninjau kebijakan impor beras. Jangan
sampai terjadi kebijakan-kebijakan impor beras dilakukan justru tidak iebih dari
upaya untuk menjatubkan harga produk pangan lokal demi keuntungan segelintir
pihak.

Bagi Indonesia, kemandirian dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya menjadi
indikator terpenting yang harus diperhatikan. Sangat sulit dibayangkan apabila
kebutuhan pokok rakyat Indonesia, khususnya pangan tergantung pada negara lain.
Akan sangat membahayakan bagi ketshanen nasional apabila Indonesia yang
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memiliki penduduk yang banyak tidak miandiri dalam pangan. Yang harus diingat
adalah bahwa kemandirian pangan tidzak berarti “mengharamkan® ekspor atan impor,
karena perdagangan intemasionftl yvang adil juga dapat dipergunakan untuk
menyejahterakan rakyat. Kemandirian pangan harus benar-benar diperhatikan oleh
Pemerintah mengingat masaleh tersebut merupakan masalah yang serius apabila
tidak tertangani dengan baik dan akanm berdampak luss. Hal ini dikarenakan,
kenyataan yang terjadi baliwa pangan terutama beras merupakan makanan pokok
bmésa Indonesia, sehingpa ketersediaznnya adalah suatu hal yang sangat penting,
sekalipun telah tersedia sumber karbohidrat Iain, seperti umbj-umbian.”

Tingginya konsumsi beras tak lepas darl sikap masyarakat yang semakin
menjadikan komoditas tersebut sebagai pangan utama menggeser pangan lokal yang
selama ini menjadi makanan pokok mereka. Salah satu dampak terpenting
globalisasi pangan adalah semakin terbukanya penjaminan kecukupan pangan,
karena semakin terbukanya pasar. Impor menjedi salah satu strategi utama bagi
negara manapun dalam memenuhi kebutuhan pangan (ketahanan pangan) rakyatnya.
Terancamnya ketahanan pangan karena ketergantungan tehadap impor bahan pangan
merupakan biaya yang harus dipikul oleh negara-negara berkembang. Diversifikasi
dibutuhkan untuk menekan ketergantungan Indonesia pada komoditas pangan

impor.??

Sejalan dengan perkembaugan menuju pasar bebas, langkah-langkah
memodemisasikan sektor pertanian sangat mendesak unfuk diambil agar dapat
berperan dalam pasar bebas terscbut. Modemnisasi pertanian harus meliputi
penerapan tekmologi maju di berbagai tahapan proses dengan memperhatikan faktor
alam, lingkungan sosial, dan iklim usaha, agar mampu mewujudkan pertanian
modern, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus menjamin peningkatan taraf hidup
rakyat, khususnya dipedesaa. Revitalisasi pertanian pada awalnya adalah sebuah

2% Bayu Krisnamurthi, Revitalisast Pertanlan, Sebuah Konsekuensi Sejarak dan Tuntutan
Masa Depan, dalam Revitalisasi Pertanian dan Dialog Peradaban, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas,
2006), hal. 13.

2 Anindityo Wicaksono, Diversifikasi pangan jauh dari harapan, hitp:/iwww,
Medialndonesia.com. diakses Tanggal 25 Mei 2010.
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kesadaran. Kesadaran mengenai pentingnya pertanian bagi kehidupan seluruh rakyat
dan bangsa Indonesia. Kesadaran bahwa Indonesia justru akan menjadi besar jika

mampu mendayagunakan pertanjannya =

Indonesia berpotensi menjadi negara yang sejahtera dan makmur. Dengan
keunggulan berbagai komoditas dan potensi Indonesia yang amat besar untuk
menjadi produsen komoditas pertanian tropis, maka perlu diambil inisiatif baru agar
keterlibatan Indonesia dalam perdagangan dunia memberikan keuntungan bagi
negara kita pada umumnya dan pada petani pada khususnya. Negara periu
melindungi harga produk pertanian di dalam negeri, karena terkait dengan
peningkatan kesejahteraan petani.

Seperti telah disebutkan bahwa beras merupakan komoditas strategis di
Indonesia karena merupakan makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat
Indonesia. Selain itu pula, kebijakan terkait dengan komoditas strategis ini akan
turut berpengaruh terhadap kineqa sektor pertenian yang menjadi tulang punggung
perekonomian Indonesia dan khususnya petani sebagai produsen. Disebutkan bahwa
kebijakan perberasan memiliki beberapa tujuan di antaranya:>"

1. proteksi pendapatan petani,

2. keperluan pembelian beras untuk berbagai kebutuhan pemerintah; dan
3. menjamin kehidupan, atau mensubsidi kaum miskin.

Dari tujuan-tujuan yang ada tersebut sangat rawan terhadap terjadinya
benturan kepentingan. Contoh yang paling sederhana adalah wntuk memproteksi
pendepatan petani, maka harga beras harus cukup tinggi dan konsekuepsinya
terhadap daya beli masyarakat sebagai konsumen. Sebaliknya jika harga beras
terlalu rendah, maka pendapatan petani akan sulit untuk ditingkatkan. Benturan-
benturan kepentingan ini memerlukan penanganan yang sangat hati-hati dan
mendasar. Kebijakan peraerintah terhadap tataniaga beras menjadi kunci dari
tercapainya tujuan-tujuan tersebut di atas.

B Bayu Khrisnamurthi, Joc., cit.

Bl gadli, M. Kebjjakan Tata Niaga Perberasan, Kolom Pakar Pinter
http-//kolom.pacific.net.id/ind, dinkses Tanggal 25 Mei 2010.
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Dalam kaitannya dengan kebijakan perberasan ini maka seyogianya
kebijakan pangan lebih Lerpihak pada kepentingan petani karena hanya dengan
demikian produktivitas sekaligus kesejahteraan petani dapat ditingkatkan.
Beras termasuk salah satu komoditas strategis, oleh karenanya pengadaan, distribusi
dan harganya harus dijaga dan dikendalikan pemerintah, tidak sepenuhnya dibiarkan
dan ditentukan mekanisme pasar.

Pemerintah RI memanfaatkan kebijakan impor sebagai instrumen strategis
untuk menjaga kepentingan ekonomi dan sosial yang lebih luas. Penerbitan
kebitakan impor dipakai sebagai instrumen menertibkan arus barang masuk,
memagari kepentingan nasional dari pengaruh masuknya barang-barang negara lain.
Pemerintah mendapat mandat dalam membuat kebijakan impor untuk memagari
kepentingan nasional dengan tujuan untuk menjaga dan mengamankan dari aspek
K3LM (Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, Lingkungan Hidup dan Moral
Bangsa), melindungi dan meningkatkan pendapatan petani, mendorong penggunaan
dalam negeri, dan meningkatkan ekspor non-migas.”

Dalarn merumuskan kebijjakan impor, selain harus memperhatikan rambu-
rambu yang telah di tentukan dalam perjanjian WTO. Pelaksanaan dari ketentuan-
ketentuan WTO dilakukan melalui berbagai perangkat hukum nasional, berupa
Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Menteri Perdagangan
yang pada dasarnya untuk kepentingan sebagai berikut:***

1. menunjang terciptanya iklim usaha yang mendorong peningkatan efisiensi
dalam perdagangan nasional;

2. mengendalikan impor yang berkaitan dengan perlindungan terhadap Hak

Kekayaan Intelektual;

mendorong pengei:bangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

mendorong investeasi dan produksi untuk tujuan ekspor dan impor;

menghemat devisa dan pengendalian infasi;

meningkatkan efisiensi impor melalui harmonisasi tarif dan tata niaga impor;

menertibkan dan mengingatkan peranan sarana serta lembaga penurjang

impor; dan

8. memenuhi ketentuan WTO.

R

B2 gylistyo Widayanto, Notifikasi Kebijakan Tata Niaga Impor, Op., cit, hal. 2.

%) Departemen Perdsgangan, Direktorat Impor Jenderal Perdagangan Luer Negeri:
Kebijakan Ummm di Bidang Impor, Tabhun 2006, hal. 7-2.
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Berkaitan dengan 1A, maka LA dapat digunakan sebagai salah satu sarana
untuk mengatur impor beras di Indonesia melalui pengaturan yang bersifat
administratif. Mengingat keterikatan Indonesia sebagai anggota WTO, maka
pembuatan dan pengaturan kebijakan impor beras harus disesuaikan dengan
pembuatan kebijakan impor menurut ILA. Pemahaman mengenai ILA penting untuk
dapat mengidentifikasi karakteristik pembuatan peraturan di bidang perizinan impor.
Pengenalan karakteristik kebijakan impor akan memudahkan pembuat kebijakan
menetapkan prosedur langkah-langkah pembuatan peraturan impor dan koordinasi
antur instansi pemerintah terkait.

Aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan pemerintah dalam penetapan
kebijakan impor, termasuk impor beras mencakup aspek internal atau domestik yaitu
mengenai kesehatan, kesclamatan, keamanan, lingkungan hidup dan moral bangsa
(K3LM), perlindungan industri dalam negeri dan petani atau produsen. Selain aspek
internal, penetapan kebijakan impor juga harus memperhatikan aspek eksternal yaitu
mengenai komitmen Indonesia scbagai anggoia WTO, sehingga kebijakan impor
yang dibuat pemerintah harus sesuai dengan syarat-syarat yang terdapat di dalam
ILA. Kebijakan impor yang di buat juga harvs sesuai dengen komitmen Indonesia
terhadap beberapa konvensi yang telah diratifikasi. Selain itu setiap perjanjian yang
dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia harus berpedoman pada kepentingan
nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling
menguntungkan, den memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum
internasional yang berlaku.”*

Dengan memperhatikan pertimbangan di atas, seharusnya setiap kebijakan
pemerintah khususnya di bidang perdagangan selain harus mengakomodir semua
ketentuan yang ada dalam perjanjian-perjanjian yang ada dalam WTO juga harus
membawa dampak positif terhadap scktor perdagangan luar negeri atau perdagangan
internasional Indonesia.

Pada prinsipnya, Pemerintah tentunya harus memperhatikan prinsip kehati-
hatian dalam membuat sebuah kebijakan impor, dalam hal ini kebijakan impor

4 Indonesia, Undang-Undang tentang Perjanjian Intermasional, UU No. 24, LN No. 185
Tahun 2000, TLN. No. 4012, Pasal 4 ayat 2.
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beras, karena kebijakan impor beras menyangkut kepentingan seluruh masyarakat
Indonesia. Kebijakan tersebut harus memperhatikan ketentuan yang telah di atur
dalam [LA, selain itu kebijakan impor beras pun harus memperhatikan kondisi pasar
dalam negeri agar tetap kondusif, dan memperhatikan kepentingan dan
kescjahtertaan petani sehingga dapat memberikan rasa keadilan. Selain itu dalam
membuat atau merumuskan kebijakan impor, Pemerintah harus melakukan
koordinasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

ILA merupakan bagian dari Multilateral Agreement on Trade in Goods yang
diatur di dalam dnnex [ 4 GATT 1994 yang mengatur mengsnai prosedur
administratif perizinan impor yang harus dipenuhi oleh importir. Sebagai
anggota WTO, Indonesia berkewajiban untuk menyesunikan berbagai
peraturan atau kebijakan yang mengatur mengenai segala hal yang berkaitan
dengan kebijakan impor dengan ILA, termasuk kebijakan impor terhadap
komoditi beras. Kebijakan impor beras telah diatur di dalam Peraturan
Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Permendag RI) Nomor 12/M-
DAG/PER/4/2008 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras. Kebijakan
tata niaga beras termasuk salah satu kebijakan yang berhubungan dengan
ILA. Jika di lihat dari aspek ruang lingkup perizinan impor, lembaga
administratif yang berwenang, objek lisensi impor, jenis lisensi impor,
netralitas dalam pelaksanaannya, dan aspek transparansi melalui notifikasi,
Permendag RI Nomor 12/M-DAG/PER/1/2008 telah sesuai dengan pokok-
pokok pikiran yang terdapat di dalamm ILA. Kebijakan Indonesia vang
berkaitan dengan ketentuan impor beras sebagaimana yang tertuang di dalam
Permendag Nomor 12/M-DAG/PER/4/2008 telah sesuai dan tidak
bertentangan dengan ketentuan IL A yang di atur di dalam GATT 1994.

. Kebijakan impor Indonesia raerupakan bagian dari kebijakan perdagangan

yang memagari kepentingan nasional dari berbagai penparuh masuknya
harang impor dari negara lain. Dalam pelaksanaannya, kebijakan impor ini
akan mengacu kepada Undang-Undnng Nomor 7 Tahun 1994 tentang
pengesahan Persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia yang
memuat rambu-rambu yang wajib dipatuht oleh setiap negara anggota WTO
dalam merumuskan dan menerapkan kebijaksanaan perdagangan
internasional termasuk kebijakan impor. Keputusan lain yang menjadi dasar
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hukum kebijakan impor adalah Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan No. 230/MPP/Kep/7/1997 mengenai Barang yang diatur tata
niaga impornya. Pembuatan peraturan dan penetapan kebijakan impor
Indonesia juga dilakukan dengan rujukan berdasarkan WTO Rules: Artikel
XX (General iZxceptions), Artkel XXI (Security Exceptions), ILA,
Konvensi-konvensi internasional; dan Kebijakan Nasional terkait lainnya.

Kebijakan pengadaaan pangan khususnya beras yang selama ini diterapkan
bertujuan untuk menjamin kecukupan pasokan pangan yang dibutuhkan oleh
masyarakat. Pengadaan pangan tersebut dapat dipenuhi melalui produksi dan
impor produk pangan dari negara lain. Globalisasi perdagangan yang
melembaga di dalam WTO diragukan keefektifitasannya terutama
menyangkut suatu keadsaasn yang dilematis antara liberalisasi dengan
kepentingan nasional. Penyesuajan aturan-aturen yang terdapat di dalam
WTO terhadap setiap kebijakan impcr beras yang dilakukan oleh pemerintah
Indonesia harus bepar-benar memperhatikan kepentingan nasional Indonesia.
Indonesia sebagai anggota WTO, yang hidup dalam pergaulan internasional,
tidak dinafikkan adanya kenyataan bahwa sistem-sistem yang berlaku di
kancah internasioanl akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan
dalam rangka menyusun kebijakan perdagangan. Yang paling nampak adalah
sistem liberal yang dianut dalam WTO, yang tentunya dengan sendirinya
akan sangat mempengaruhi pengambilan kebijakan perdagangan di
Indonesia. Namun demikian, sebagai secbuah bangsa yang berdaulat dengan
amanat kehendak rakyat yang tertuang dalam UUD 1945 dan dasar negara
Pancasila, maka norma-norma yang terkandung dalam Pancasila dan juga
Pasal 33 UUD 1945 tetap menjadi unsur dominan dalam pengambilan
keputusan untuk kebijakan perdagangan Indonesia, tidak terkecuali
kebijakan dalam tata niaga impor beras di Indonesia. Terwujudnya keadilan
bagi seluruh rakyat Indonesia, scperfi yang terdapat dalam Sila ke-5
Pancasila haruslah benar menjadi perhatian yang penting dan tujuan akhir
yang harus dicapai ketika pemerintah membuat kebijakan impor beras.
Dengan demikian harus adanya keharmonisan antara kepentingan dalam
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negeri di satu sisi dan keharmonisan di dalam melaksanakan kewajiban dari
keikutsertsan Indonesia sebagai anggota WTO.

Saran

. Dalam membuat kebijakan impor, pemerintah Indonesia (dalam hal ini para

pejabat yang terkait) harus memahami mengenai pokok-pokok pemikiran
yang terdapat di dalam ILA, karena setiap lcebijakan impor yang dikeluarkan
oleh pemerintah harus sesuai dengan ILA. Hal demikian sangat penting
karena kebijakan impor yang dibuat oleh Indonesia sering mengundang
pertanyaan dari negara mitra dagang, baik untuk sekedar meminta klarifikasi,
penjelasan atau tuntutan sgar kebijakan yang dibuat harus segera dicabut.
Dengan demikian jika menghadapi measalah tersebut maka pemerintah telah
siap dan mampu memberikan tanggapan tanpa mengorbankan mandat untuk
melindungi kepentingan nasional. Selain itu, pemerintah dalam membuat
setiap kebijakan impor harus tetap memperhatikan kepentingan rakyat
Indonesia dan memperhatikan asas keadilan yang diperuntukan bagi seluruh
rakyat Indonesia.

. Pemerintah Indonesia tidak boleh memiliki ketergantungan yang berlebihan

bagi pemenuhan kebutuhan pokok dari impor, hal tersebut dapat
membahayakan, karena secara politis menjadi sangat rentan menggenggu
stabilitas nasional, dan berpotensi menggoyahkan kemandirian sebagai
bangsa. Ditengah perdagangan global yang semakin liberal dan dipenuhi
ketimpangan dominasi pasar oleh negara maju, maka kepentingan untuk
melindungi petani dan pertinian menjadi sangat penting, terutama sektor
pangan. Menegakkan kedaulatan pangan menjadi pilar utama untuk menjadi
bangsa yang mandiri dalam bidang pangan. Kemandirian dalam memenuhi
kebutuhan rakyatnya menjadi indikator terpenting yang harus diperhatikan

. Kebijakan impor beras scharusnya merupakan langkah terakhir setelah

berbagai upaya pengerahan potensi dalam negeri sudah optimal. Pemerintah
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Indonesia dituntut untuk kritis dalam meninjau kebijakan impor beras.
Jangan sampai terjadi kebijakan-kebijakan impor beras dilakukan justru tidak
lebih dari upaya untuk menjatuhkan harga produk pangan lokal demi
keuntungan segelintir pihak.
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s ] - o - DOKUMENTAST ROKUM
' | DEPARTEMEN PERDAGANGAN R.I

l2

Menteri 'Perdagangﬁn Republik Indonesia

_ - PERATURAN .
MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 12/M-DAG/PER/4/2008
TENTANG
KEI'F.NTUAN IMPOR DAN EKSPOR BERAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa beras merupakan komodm strategis sebagai bahan pangan bagi
masyarakat Indcnesia, sehingga -kegiatan produksi, penyediaan,
pengadaan dan distribusl beras menjadi sangat penting untuk
ketahanan pangar, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani
beras, kepentingan konsumen serta menc1ptakan stabilitas ekonomi
nasional; .
~b.  bahwa .untuk mencapal ketahanan pangan, peningkatan pendapatan
dan kesejahteraan petani beras, serta menciptakan stabilitas ekonomi
nasiona’ tersebut perlu dukungan kebfjakan yang lebih efektif dan
‘ memadai, khususnya kebijakan di-bidang impor dan ekspor beras;
€. bahwa Keputusan Menterl Perindustrian dan Perdagangan Nornor
’ 9/MPP/Kep/1/2004 tentang Ketentuan Impor Baras sebagaimana telah
dtubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian
- dan Perdagangan Nomor 368/MPP/Kep/5/2004, sudah tidak sesuai
dengan Kondisi saat ini sehingga perlu dicabut dan diatur kembali; '
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Menteri
Perdagangan;
Bedrijfsreglementerings Ordonantie 1934 (Staatsblad tahun 1938
} Nomor 86) sebagajmana telah diubah dan ditambah;
2. Undang-undang.Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
~{Lembaran Megara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3214),; )
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, lkan
dan Tumbuban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 56, Tambahan lLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2482);
-~ 4.  Undang- undang, Ngmor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement
Establishing The World Trade Organization {Persetujuan Pembentukan
Organisasi Perdagangan bunia), (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor

57, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3564);
3. Undang-undang Momor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan {Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor

Menimbang : a.

Mengingat : 1.
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10.
11,

12.

13,

14,

15.

16.

- 17,

18.

Peraturan Menteri Perdagangan R.[
. Nomor: 12M-DAG/PER/4/2008 -

3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17
Tahun 2006 {Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2006 Nemor
93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

Undang-Undang Momor 7. Tahkun 1996 tentang Pangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 3656);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun, 1999 tentang Larangan ~Praktek
Monopoli Dan Persairgan - Usaha Tidak Sehat {Lembaran Negara

" Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesfa Nomor 3806); }
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kansumen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun- 2002 tentang Karantina
Tumbuhan (Lembaran Negara Republik' Indonesia Tahun 2002 Nomor
35, Tambahan Lembaran Negara Républik Indonesia Nemor 4196);
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
Keputusan Presiden Republik Indonesia: Nomor 260 Tahun 1967 tentang
Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan dalam
Bidang Perdagangan l.uar Nesgeri;

Keputusan Presiden Republik ‘Indonesia Nomor 187/M Tahun 2005
tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong sebagaimana telah

" dlubah beberapa kall terakhir dengan Keputusan Presiden Republik

Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Kementerian MNegara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia

‘Nomor 94 Tahun 2006;

Peraturan Presiden Republik Indonesja Nomor 10 Tahun 2005 tentang
Unit Organisasi dan Tugas Eselon | Kementerian Negara Republik
Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;

'Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Ncmor

229/MPP/Kep/7/97 tentang Ketentuan Unium di Bidang tmpor;

Keputusan Menteri  Perindustrian dan . Perdagangan  Nomor
230/MPP/Kep/7/97 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga impornya
sébagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan
Menteri Perindustran dan Perdagangan Nomor 789/MPP/Kep/12/2002;

Keputusan Menteri  Perindustrian dan Perdagangan Nomor
558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor
sebagaimana telah diubah beberapa kall terakhir dengan Peraturan
Menteri Perdagangan Nomar 01/M-DAG/PER/1/2007;

Keputusan Alenteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
141/MPP/Kep/3/200Z tentang Nomor Pengenal Importir Khusus {(NPIK}

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan

Nomor 07/M-DA(/3/2008; .

-2-
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Memperhatikan

Menetapkan

19.

20,

Peraturan iienteri Perdagangan R.[
Ncimor » 12/M-DAG/PER/A/2008

Peraturan Menteri Perdagangan Nornor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007; _

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2007 tentang

Angka Pengenal Importir {API);

Instruksi Presiden Republik Indoﬁesfa Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Kebijakan Perberasari:

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: KEP-
44/M.EKON/08/2007 tentang Tim Koordinasi Stabilisasi Pangan Pokok;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTI:RI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR DAN
EKSPOR BERAS. .

BAB .
KETENTUAN UMUM

¢« Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang drmaksud dengan

1.

Beras adalah biji-bijian baik berkulit, tidak berkutit, diclah atau tidak
diolah yang berasal dari spesies Oriza sativa, dengan rincian jenis beras
sebagaimana tercanturn dalam Lampiran | Peraturan Menteri ini.

Impor beras untuk keperluan stabilisasi harga, penanggulangan .keade;;ln
darurat, masyarakat miskin dan kerawanan pangan adalah pengadaan
beras dari luar negeri sebagal cadangan yang sewaktu-waktu dapat

dipergurakan-cleh Pemnerintah.

.Impor beras untuk keperluan tertentu adalah pengadaan beras dari luar

negeri terkait dengan faktor kesehatan/dietary, konsumsi khusus atau
segmen teftentu dan pengadaan benth serta untuk memenuhi
kebutuhan bahan baku/perolong industri yang tidak atau belum
sepenuhnya dapat dipenuhi dari surnber dalam negeri. :

'mpor beras Hibah-adalah pengadaan beras dari luar negeri oleh
lembaga/organisasi sosial atau badan pemerintah untuk diberikan
kepada masyarakat di Indonesia dan tidak untuk diperdagangKan.

Importir beras adalah perusahaan yang melakukan keglatan impor

beras.
Importir Produsen Beras, selanjutnya disebut IP-Beras adalah Industri
pengolahan produk dari beras yang diakui dan disetujui oleh Direktur

" Jenderal untuk mengimpor beras tertentu yang dibutuhkan atau

diperlukan . semata-mata bahan baku/penolong proses produksi

fndustrinya.
Ekspor beras adalah kegiatan pengeluaran beras dari Daerah Pabean.

" Eksportir beras adalah perusahaan yang melakukan keg1atan ekspor
. beras.

Rekomendasi adalah surat yang dlterbltkan oleh pe;abat instansi/unit

~ terkait yang berwenang meniberlkan penjelasan secara teknis dan

L -3-
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Peraturan Menteri Perdagangan R.I
Nomor : 12/M-Da G/PER/4/2008

bukan merup@kan izin/persetujuan impor dan ekspbr

10. Tim Koordinasi adalak’ Tim Koordinasi Stabilisasi Pangan Pokok yang
. dibentuk oleh Menterf Koordinator. Bidang Perekonomian untuk
melakukan Koardinasi stabilisasi pangan pokok.

11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal - Perdagangan Luar Negeri,
DeparLemen Perdagangan.

- 12. Menteri adalah Men_teri Perdagangan
Pasal 2

~Jenis beras yang dapat diimpor dan diekspor adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran |l, Lampiran [[] P,eraturan ‘Menteri ini.

BAB |l
IMPOR BERAS UNTUK KEPERLUAN STABILISAS! HARGA, PENANGGULANGAN
KEADAAN DARURAT, MASYARAKAT MISKIN DAN KERAWANAN PANGAN

-Pasal 3

(1) Beraé, yang dapat diimpor untuk ‘keperluan stabilisasi harga,
penanggulangan keadaan darurat, masyarakat miskin dan kerawanan
pangan adalah Beras (pds tarif/HS 1006.30.90.00) dengan ketentuan
tingkat kepecahan paling tinggi 25% (dua-puluh lima persen}.

(2) Beras sebagalmana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diimpor di luar
masa 1 (satu) bulan sebelum panen raya, masa panen raya, dan 2 {dua}
bulan setelah panen raya.

(3) Penentuan masa panen raya sebaga1mana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan oleh Menteri Pertanian.

(4) Pelaksanaan impor beras sebagaimana disebut pada ayat (2) dapat
dikecualikan cleh Menteri hanya berdasarkan hasil kesepakatan Tim

Koordinasf
' Pasal 4 .

(1) Impor beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1} hanya dapat
dilaksanakan oleh Perusahaan Umum BULOG. -

{2) Untuk dapat ditetapkan sebagai importir sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Perusahaan Umum BULOG harus mengajukan permohonan
tertulis kepada Menter] dengan melampirkan:

- a. fotokopi Angka Pengenal Importir Umum (APi:U);
b. fotokopi-Namor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Beras;
c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
d. fotokapi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK). _

(3) Perusahaan Umum BULOG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
melakukan fimpor beras setelah mendapat persetujuan impor dari
Menteri berdasarkan hasil kesepakatan rapat Tim Koordinasi.

{4) Persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memuat

- Informasi paling sedikit mengenai: '

a.” jenis dan volune béras;
~.b. tingkat kepecahan;

4.
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Peraturan Menteri Perdagangan R.I
-"Nomor: 12/M-DAG/PER/4/2008

c. negara asal;
d. pelabuhan tujuvan; dan
. e. masa berlakunya persetujuan impor.,
(5) Beras impor sebagmmana dimaksud pada ayat (1) harus dikemas dalam
kemasan dengan identitas yang jelas yang memuat informasi paling
sedikit mengenai:

jenis dan volume beras; . =,
tingkat kepecahan;

negara asal; dan

nama damr alamat importir.

oo o

BAB Il
IMPOR BERAS UNTUK KEPERLUAN TERTENTU

Pasal 5

(1) Beras yang dapat diimpor untuk keperluan tertentu yang terkait
dengan kesehatan/dietary dan konsumsi khusus/segmen tertentu serta
untuk pengadaan benih adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran

- 1l Peraturan Menteri ini,

(2) Impor beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat

dilakukan oleh Importir yang telah mendapat persetujuan impor dari
. Direktur Jenderal atas nama Menterl. '

(3) Untuk mendapatkan persetujuan impor -sebagaimana dimaksud pada
avat (1), importir harus mengajukan permohonan tertulis kepada
Menter!, dalam hal ini Direktur Jenderal dengan melampirkan:

a. fotokapi Angka Pepgenal Importir - Urnum (API-U) atau Angka
Pengenal importir Terbatas (API-T);

b. fotokopi Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Beras;

c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak {(NPWP);

d. fotokaopi Mamar [dentitas Kepabeanan (NIK);

e. rekomendasi dari Direktur Jenderal Pengolanan dan Pemasaran Hasil
“ Pertanfan, Departemen Pertanian; dan

f. surat pernyataan dari' bank devisa yang menyatakan bahwa

_pernohon memiliki kemampuan finansial yang memenum syarat
perbankan untuk menduvkung penerbitan L/C.

(4) Atas-permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur
Jenderal dapat menerbitkan ‘persetujuan atau penolakan permohonan
paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 6

_Beras impor sebagalmana dimaksud dalam Pasal 5 harus dikemas dalam
kemasan yang memuat keterangan label paling SEdIkIt

~a. jenls dan volume beras;

b, tingkat kepecahan apabila alpersyaratkan,
€. negara asal; dan

d. nama dan alamat "importir.
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Pusal 7

(1) Beras yang' dapat diimpor untuk keperluan tertentu untuk memenuhi
kebutuhan ndustri sebagai bahan baku/penclong yang berasnya tidak
atau belum sepenuhnya dihasilkan di dalam negeri adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Il-Peraturan Menteri ini.

{2} Impor beras sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) hanya dapat
dilakukan oleh importir yang teldh mendapat pengakuan sebagai IP-
Beras dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.

(3) Beras yang -diimpor sebaga,imana dimaksud pada ayat (1) dilarang
diperjualbelikan atau dipindahtangankan.

(4} Untuk mendapatkan pengakuan sebagai [P-Beras, importir harus
mengajukin permohonan tertulis "kepada Menteri, datam hal ini -
Direktur Jenderal dengan melampirkan:-

a. fotokopi Angka Pengena! Importir Produsen {API-P) atau Angka

Pengenal Importir Terbatas (API-T); -

fotokop1 Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Beras;

fotokopi Nomar Pokok Wajib Pajak (NPWF);

fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);

rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Agro-dan Kimia (IAK)

Departemen -Perindustrian dan Direktur Jenderal Pengolahan dan

. Pemasaran Hasit Pertanfan, Departemen Pertanian; dan
f. surat pernyataan dari bank devisa yang menyatakan bahwa

pemohon memiliki kemampuan finansial yang memenuhi syarat
perbankan untuk mendukung penerbitan L/C.

{5) Atas permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Direktur

. Jenderal dapat menerbitkan persetujuan atau penolakan permohonan

pengakuan sebagai P, paling lambat 5 (lima) hari. kerja terhitung, Se_]ak
- permofionan diterimna. - .

(6} Pengakuan =ebagai IP-Beras sebagaimana dimaksud pada ayjat (4),
‘merupakan persetujuan impor menyangkut : _

a. Jenis dan volume beras;
b. tingkat kepecahan;
¢, pelabuhan tujuan;
d. nama dan alamat 1rnport|r dan
e. masa berlaku persetujuan impor.

€ o n o

BAB IV
IMPOR BERAS YANG BERSUMBER DARf HIBAH

Pasal 8

(1) Beras yang dapat diimb_or yang bersumbér dart hibah adalah Beras Lain-
tain (pos tarif/HS 1006.30.19.00 dan 1006.30.90.00) dengan tingkat
"kepecahan paling tinggi 25% sebagaimana tercantum dalam lampiran il

(2) Impor beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan
oleh lembaga/organisasi sosial atau badan pemerintah, tanpa harus
memiliki Angka Pengenal Importir (APl) dan Nomor Pengenal Importir

Khusus (NPIK).
(3) Beras impor sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) harus ‘dikemas dalam
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Peraturan Menteri Perdagangan R.i
Nomor'; 12/M-DAG/PER/4/2008

kemasan dengan identitas yang ]elas, paling sedikit mengenm

a. jenis dan volume beras;

b, tingkat kepecahan;

c. negara asal/lembaga pemberi hibah; dan
d. instansi/lembaga penerima hlbah

Pasal 9 .

(1) Pelaksanaan impor beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat [i;
-hanya dapat dilakukan oleh lembaga/organisasi sosial atau badan
pemerintah setelah mendapat persetu;uan impor dari Direktur Jenderal
atas nama Menteri. : :

{2) Untuk mernperoleh persetujuan lmpor sebagalmana dimaksud pada ayat
(1), lembaga/organisasi sosiat atau badan pemerintah mengajukan
permohonan tertulis kepada Mentert,. dalam hal ini Direktur Jenderal
dengan melampirkan dokumen sebagai berfkut:

a. sertifikat hibah (gift certificate) dari instansi/lembaga di regara
pemberi -hibah -vanz telah diketahul oleh Perwakilan Republik
[ndonesia yang perada di negara pemberi hibah yang bersangkutan;

b. rencana pénd-istribusian yang diketahul oleh Menteri Sosial atau
pejabat berwenang yang ditunjuk; dan’

¢. rekomendasi yang memuat Keterangan mengenai jumiah dan
kualitas beras hibah serta pelabuhan tujuan dari Direktur Jenderal
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Departemen Pertanian
untuk keperluan selain penanggulangan bencana; atau

d. rekomendas! yang memuat ketersingan mengenai jumlah dan
kualitas beras hibah, seria pelabubhan tujuan dar badan/instansi
yang ditunjuk oleh Peme_-rintah untuk penanggulangan bencana;

(3) Atas permohonan tertulis sebagaimana -dimaksud pada ayat (2) Direktur,
Jenderal menerbitkan persetujuan atau peholakan permohonan
. persetujuan impor beras paling lambat 5 (lfma) hari kerja térhitung
sejak permohonan diterima.

(4) Persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memuat
informasi paling sedikit mengenai:
a. jenis dan volume beras;
b. tingkat kepecahan;

" ¢. pelabuhan tujuan; dan

d. masa berlaku persetujuan impor.

BAB Y
EKSPOR BERAS -

Pasal 10

(1} Ekspor beras hanya dapat dilakukan apabila persediaan beras di dalam
négeri telah melebthi kebutuhan, untuk jenis jenis beras tertentu
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il Peraturan Menteri ini.

(2) Ekspor beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1} untuk jenis Beras
Berkulit (padi atau gabah} khusus untuk keperluan benih dengan pos
tarif/HS 1006.10.00.00, Beras Wangi bukan Thai Hom Mali dengan pos
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tarif /HS 1006.30.19.00. dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5% dan
Lain-tain {pos tarif/HS 1006.30.90.00) dengan tingkat kepecahan antara
3% sampai dengan 25%, hanya dapat dllakukan oleh Perusahaan Umum
BULOG setelah mendapat persetujuan ekspor dari Menpteri dengan
memperhatikan rekomendasi dari Tim Koordinasi. .

(3) Setlap Perusahaan dapat melakukan ekspor beras sebaga1mana
dimaksud pada ayat (1) untuk Jepiis Beras Ketan Pulut dengan pos
tarif/HS 1006.30,30.00.

{4} Ekspor beras sebagaimana d1maksud pada ayat (3) hanya dapat
dilakukan setelah mendapat persetujuan ekspor dari Direktur Jenderal
atas nama Menteri dengan memperhatikan rekomendasi Direktur
Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

(5) Perusahaan sebagaimana dimaksud paida -ayat (2) dan ayat (3) untuk

memperoleh persetujuan ekspor beras harus mengajukan permohonan
tertulls kepada Menteri melalui Direktur. Jenderal dengan melamp1rkan

a. Surat Izin Usaha Perdaganran (SIUP);

b. Tanda Daftar Perusahaan {TDP); dan .

c. rekomendasi dari Tim Koordinasi, untuk -ekspor sebagaimana

- dimaksud pada ayat. (2); atau .

d. rekomendasi dari Menteri Pertanian dalam’hal ini Direktur Jenderal
Pzngolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian untuk ekspor
sebagaimana dimaksud pada ayat (3.

(6) Atas permohonan tertulls sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Menteri
atady Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menerbitkan
persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan ekspor,. paling

. lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

(7} Beras Ekspor sebagalmana dimaksud pada ayat {2) dan ayat (3) harus

dikemas dalam kemasan dengan identitas, sesuai permintaan negara

tujuan.’

BAB VI
VERIFIKAS| ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR DAN EKSPOR BERAS

Pasal 11

(1) Setlap pelaksanaan - impor beras wajib~ terlebih dahulu dilakukan
verifikasi atau'penelusuran teknis di pelabuhan muat negara asal beras

) impor.

(2) Setiap pelaksanaan ekspor beras wajib terlebih dahulu cdilakukan

. verifikasi atau penelusuran teknis di pelabuhan muat beras.

(3) Pelaksanaan verifikasi atal penelusuran teknis sebagaimana dimaksud
_pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh surveyor yang ditetapkan oleh
" Menteri.

(4) Atas pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sutveyor dapat memungut imbalan
jasa yang diberikannya dari importir atau eksportir, yang besarannya
ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.
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Pasal 12

i Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dllakukan

terhadap
Impor beras untuk keperluan stabilisasi - harga, penanggulangan

keadaan darurat, masyarakat miskin dan kerawanan pangan serta
impor beras untuk keperluan tertentu, meliputi data atau
keterangan mengenai:
1. negara asal muat beras;
2. spesifikasi beras yang mencakup pos tarif atau nomor HS dan
uralan beras;
jénis dan volume beras;
tingkat kepecahan {apebila dlpersyaratkan),
waktu pengapalan; dan
pelabuhan tujuan.
- b. lmpor beras yang bersumber dari hibah, mEleUtI data atau
keterangan mengenai:
1. sertifikat hibah {Gift Cert:frcate),
- 2. negara asai/lembaga pemberi hibah;
3. Jjenis dan volume beras; dan

4. tingkat kepecahan.

(2} Rasil verifikasi sebagaimana d:maksud pada ayat (1) dituangkan dalam
bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen

~ pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor.
(3) Verifikasi terhadap ekspor beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
. ayat (2}, meliputi jenis beras, volume, nama dan alamat eksportir

. serta tingkat kepacahan apabila dipersyaratkan.

{4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditvangkan dalam
bentuk. Laporan Surveyor (LS) untuk- digunakan sebagai dokumen
~ pelengkap pabean yang diwajibkain untuk penyampaian pembentahuan

pabean ekspor.

o un bW

Pasal 13 .

(1) Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran |

teknis impor dan ekspor beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (3), surveyor harus memenuhf persyaratan sebagai berikut:

" a. berpengalaman sebagal surveyor beras minimal 5 {tima) tahun; dan

b. memilikl cabang atau perwakitan di ‘seluruh [ndonesia untuk
verifikasi ‘ekspor atau afiliasi di luar negeri untuk verifikasi impor.

(2) Surveyor sebagmmana_dlmaksud dalam Pasal 11 ayat (3) wajib
menyarnpaikan laporar tertulls tentang pelaksanaan verifikasi atau
penelusuran teknis Tmpor dan ekspor beras yang telah ditakukannya
kepada Direktur Jenderal setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan

berikutnya.
Pasal 14
Kegfatan verifikasi atau: pen.e'usu'ran teknis impor dan ekspor beras oleh

" surveyor tidak mengurang! kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
Departemen Keuangan untuk melakukan pemeriksaan pabean

-
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BAB VII
PELAPORAN PEILAKSANAAN IMPOR DAN EKSPOR BERAS

Pasal 15

(1) Perusahaan Umurn BULOG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)

dan Pasal 10 ayat [(2) yang telah mendapat persetujuan impor -atau
ekspor beras wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Impor dan
ekspor beras secara tertulis kepada Menteri dengan tembusan

disampaikan kepada:
a. Menteri Koordinator Bldang Perekonom‘lan;dan

" b, Menteri Pertarian.

{2} Laporan sabagaimana.dimaksiid pada ayat (1} disampalikan setiap bulan,
paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya.

" Pasal 16

(1) Importir .dan eksportir yang telah mendapat persetujuan impor atau
persetujuan ekspor beras sebagaimana dimaksud dalarmm Pasal 5.ayat (2}
atau Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 10 ayat {4) wajib menyampaikan laporan
pelaksanaan impor atau ekspor beras secara tertulis kepada Direktur
Jenderal dengan tembusan kenada:

a. Direktur Jendezral Pengolahan dan Pernasaran Ha-sil Pertanian; dan
b. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen
Perdagangan. . .

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan,
paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya.

Pasal 17’

{1) Importir yang telah rmendapat pengakuan sebagai IP-Beras sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (Z) wajib menyampaikan laporan
pelaksanaan impor beras secara tertulis setiap bulan kepada Direktur
Jenderal dengan tembusan Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia,
dalam hal inf- Direktur Industri.Agro, Departemen Perindustrian dan
Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian,
Departemen Pertanian. - _

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling
lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya. .

Pasal 18

(1) Lembaga/organisasi soslal, atau badan pemerintah yang" telah
mendapat persetujuan impor . beras .yang berasal darl hidah
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) wajib menyampaikan
laporan pelaksanaan impor beras secara tertulis setfap bulan, paling
lambat pada tanqgal 15 bulan berikutnya dari setiap bulan pelaksanaan

Impor.
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(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal dengan tembusan kepada:
a. Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal Pengotahan dan
- Pemasaran Hasil Pertanian,

‘b. Menter{ Sosial datam hal.ini Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan
Sosial, Departemen Sosial; . .

c. Deputi il Menterl Koordinator -Bidang Perekonomian Bidarg

_ Pertanian dan Kelautan;dan _

d. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen

Perdagangan.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 19

'Penetapan sebagal importir beras dan/atau persetujuan impor atau ekspor
beras dibekukan apabila impertir atau .eksportir tidak melaksanakan
kewajiban menyampaikan laporan tertulls sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, atau Pasal 18 sebanyak 3 (tiga} kali,

Pasal 20

Pembekuan penetapan sebagai importir beras dan/atau persetujuan impar
atau ekspor beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat diaktifkan
- kerabali apabila importir atau eksportir telah melaksanakan kembali segala
kewajiban menyampalkan' laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam
-Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, atas Pasal 18 dalam waktu 2 (dua) bulan

setelah dibekukan.
'~ pasal 21

Penetapan sebagai importir beras dan!atau persetujuan impor atau ekspor

beras dicabut apabila irnportii atau eksportir:

a. tidak melaksanzkan Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,
Pasal 15, -Pasal 16, atau Pasal 17 dalam waktu 2 (dua} bulan setelah
terkena sankst pembeku_an sebagaimana dirpaksud dalam Pasal 19;

b. terbukt!l mengubah Informasi yang tercantum dalam dokumen

- penetapan sebagal importir beras danlatau persetujuan impor atau
ekspor beras; . .

c. terbukt! - melanggar ketentuan larangan memperdagangkan/
memperjualbelikan beras Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (3); atau }

- d. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadllan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan

dengan penyalahgunaan penetapan sebagal importir beras dan/atau
persetujuan impor atau ekspor beras.
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Pasal 22
(1) Pembekuan, pencabutan dan pengaktifan kembali penetapan sebagai
importir beras dan/atau persetujuan-impor atau ekspor beras yang
diberikan kepada !mportir, |P-Beras, lembaga/organisasi sosial/ badan
pemerintah sebagalmana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 ayat
{2), Pasal 7 ayat (2) atau Pasal 9 ayat (1) atau Pasal 10 ayat (3}
.ditetapkar oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
. (2} Pembekuan, pencabutan dan perigaktifan kembali persetujuan impor
atau beras yang diberikan kepada Perusahaan Umum BULOG
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau Pasal 10 ayat (2) dan
lembaga/organisas! sosfal ditetapkan oteh Menten

Pasal 23

Surveyor sebagaimdna chmaksud dalam Pasal 11 ayat 3 dicabut

penetapannya apabila;
‘a. melakukan pelanggaran -dalarmn pelaksanaan kegiatan verifikasi atau
pénelusuran teknis impor atau ekspor beras; dan/atau

b. tidak memenuhi ketentuan kewajiban pelaporan tertulis sebagalmana-
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) sebanyak 2 {dua} kali secara berturut-

{turut,

Pasal 24

Importir atau eksportir yang melakukan impor atau ekspor beras yang tidak
sesual dengan ketentuan dalam Peraturan Menterf ini dapat dikenakan
sanksi sesuai dengan ketentuan kepabeanan dan/atau ketentuan lainnya

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
- LAIN-LAIN

Pasal 25

Pengawasan dan pemantauan terhadap pendistribusian beras impor diatur
tersendiri oleh Direktur Jenderal Perdagangan Daiam Negeri, Departemen

Perdagangan.

- Pasal 26

Ketentuan impor atau ekspor beras dalam Peraturan Menteri ini tidak
berlaku terhadap beras impor atau ekspor yang merupakan barang
keperluan penelitian dan pengembangan teknologi.

Pasal 27

Persetu,uqh impor beras yang telah dlterbitkan sebelum Peraturan Menteri
ini dinyatakan tetap berlaky sampai berakhirnya masa berlaku persetujuan

lmpor dimaksud.
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'BAB IX
PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan . Nomor 9/MPP/Kep/1/2004 tentang
Ketentuan -Impor Beras sebagaimana télah diubah beberapa kali terakhir
dengan Keputusan Menter Perindustrian dan Perdagangan -Nomor
368/MPP/Kep/5/2004, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29" .
| :
Ketentuan lebih lanjut mengenal pelaksanaan Peraturan Menteri ini dapat

ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar'setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dal@m Berita Negara - Republik
Indonesia. : =

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggall 11 April 2008

MEN'.II’ERI-PERDAGANGAN R.l.,
ttd

Salinan sesuai dengan aslinya - MARI ELKA PANGESTU
ekrstaniat Jenderal : T :
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LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor  : 12/M-DAG/PER/4/2008
Tanggal : 11 April 2008

| DAFTARLAMPIRAN . - o - |
A o |

1. -lampiran 1 i Rincian Jenis Beras

2. lampiran I -+ Jenls Beras Yang Dapat Diimpor .

3. LampiranII : Jenis Beras Tertentu Yang Dapat blk'spor

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,
ttd

Salinan sesuai dengan aslinya MARI ELKA PANGESTU
Sekretariat Jenderal '
_...Depantemen Perdagangan .
/,.-/::ﬁz_ar,:“lﬁgp Biro Hukum,
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Larnpiran I Peraturan Menteri Perdagangan

\ Nomar _ : 12/M-DAG/PER/4/2008
Tanggal : 11 April 2008
Rincian Jenis Beras
| No. PoSTarif)HS* Ura_lan:Baréng
10.06 |'Beras -
1. | 1006.10.00.00 -Beras berkulit (pad atau gébah) '
1006.20 “Gabah dikulid: "
1006.20.10.00 | --Beras That Hom Mai.
1006.20.90.00 | —~Lain-lain. '
1006.30 -Bt_aras setengah digiiing atau digiling seluruhnya, disosoh,
) dikilapkan maupun tidak
--Beras wangi ‘
4. | 1006.30.15.00 | —Beras Thai Hom Mall
5. |100630.19.00 | —Laintam |
{6. |1006.30.20.00 --Beras setengah matang
7. | 1006.30.30.00 | —Beras Ketar. puiut;
8. |100630.90.00 | --Lain-lain
9. | 1006.40.00.00 -Beras pecah .
11.02. Tepung serealia selain. gandum atau meslin
-[1202.90.00 | -Lain-lain )
- |10, [1102330.00.10 | ~Tepurg Beras
11 [1102.90.00.50 | ~Lain-ain | L
o '11.03_ ' Menir, tepung kasar dan palet serealla
' ~Menir dan tepung kasar
1103.19 ~-Darl serealia lainnya:
12 [1103.19.20.00 | -~Dar beras
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Lamplran II Peraturan Menteri Perdagangan
 Nomor .: 12/M-DAG/PER/4/2008
"Tanggal : 11 April 2008

Jenis Beras Yang Dapat Diimpor

No. | Pos Tarif/HS . Uralan Barang _ ~ Keterangan
11006 | Beras
1. 11006.10.00.00 | -Beras berkulit (padi atau gabah) o
1006.20 -Gabah dikullt: Pecah Kulit

1006.20,10.00 - | --Beras Thal Hom Mali.
1006.20.90.00 | --Lain-talr. :

‘ ' _;Beras setengah- digiling atau
1006.30 digiling seluruhnya, disoseh, -
dikilapkan maupun tidak

- _ --Beras wangi
4, .11006.30.15.00 [ ---Beras Thai Hom Mali

o e : Tingkat kepatahan paling tinggi
1 S. 1006.30.19.00 | -~Lain-lain 5% (lima persen), antara lain:
IBeras Japonica, Basmati

6. 1006.30.20.00 | —Beras setengah matang
1006.30.30.00 | --Beras Ketan pulut;

.. _ | Tingkat ke;:écahan/kepalahan
8. '1006'30'90'90_ Lain-fain antara 5 sampai dengan 25%

Tingkat kepecahan/kepatahan

9. | 1006.40.00.00 -Beras pecah o 1 100% (seratus persen)
S | Menir, tepung kasar dan palet '
serealla ,
’ _ - | -Menir dan tepung kasar
71103.19 “Dari serealla lalnnya:

10. | 1103.19.20.00 | —Darl beras ' ' :

Catatan : ' ' :

1) Impor beras untuk keperluan tertentu untuk kesehatan dan konsums! khusus No Urut 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 i

2) Impor beras untuk keperluan stabllisasi harga, penanggulangan keadaan darurat, masyarakat mfskm dan
kerawanan pangan (No. Urut 8), pelaksana impornya oleh Perum BULOG :

3) Impor beras untuk keperluan hibah (No. Urut 5 dan 8) dengan tingkat kepecahan pa!mg tinggi 25%

4) Impor beras untuk memeruhl kebutuhan Industri sebagal bahan baku/penoiong No. Urut 5, 9, dan 10
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- Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor = : 12/M-DAG/PER/4/2008

S EAEEEERY “Tanggal +11'Aptil 2008
' Jenis Béras Tertentu: Yang. Dapat Diekspor.
No.| PosTarlf/HS “ 4 “UralanBarang 0, .- . . Keterangan
10.06 _ Beras N _
1. [ 1006.10.00.00 -Beras berkulit (padi atau gabah) | Hanya untuk keperluan benih
| -Beras setengah digtilng atau digfting ' :
1006.30 -~ seluruhnya, disasoh, dikllapkan
: maupun tidak
--Beras wangi _ ,
Tingkat  kepecahan/kepatahan
N paling tinggi 5% (lima persen),
2. | 1006.30.19.00 —Lain-lain ‘ antara lain: Beras Organik, Beras
" | Merah, Beras Siam, Beras Pandan
- -| Wangi.
3. | 1006.30.30.00 --Beras Ketan pulut; :
' Tingkat kepecahan/kepatahan ;
P : antara 5% (iima persen)
lima persen)
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